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BIODATA PENULIS

A Rahmad Satria Lahir di Wajok Hilir, 26 Oktober 1969,
»@.—G berasal dari keluarga keturunan Bugis dan tinggal di
y Kabupaten Pontianak (pada tahun 2014 beralih nama
menjadi Kabupaten Mempawah). Sebagai seorang aktivis
partai politik, berbagai kegiatan pendampingan terhadap
masyarakat telah dilakoninya selama bertahun-tahun.
Dimulai dengan menjadi seorang Kepala Desa Wajok Hilir
di usianya yang sangat muda (23 tahun) pada tahun
1998.
Kemudian sejak tahun 1999 telah menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD
Kabupaten Pontianak, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten
Pontianak/Mempawah sejak tahun 2004 dan menjadi Ketua DPRD
Kabupaten Pontianak/Mempawah sejak tahun 2004 sampai dengan 2019.
Ditambah dengan pengalamannya di berbagai bidang seperti pernah menjadi
seorang pengacara/advokat di LBH Kosgoro pada tahun 1997-2000, Ketua
DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pontianak selama dua periode sejak tahun
2003 hingga 2013, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten
Mempawah sejak tahun 2006, Ketua PSSI Kabupaten Mempawah periode
2015 sampai dengan 2020 dan sebagainya. Selain itu juga aktif sebagai dosen
Hukum Tata Negara di Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak dan Sekolah
Tinggi Agama Islam Mempawah (STAIM).

Pada tahun 2016 Rahmad Satria telah menyelesaikan studi doktoral-
nya di Universitas Diponegoro Semarang dengan judul disertasi: Konfigurasi
Politik Pemerintahan Daerah dan Keberpihakan Peraturan Daerah Pada
Masyarakat Marjinal (Studi Terhadap Pengaturan Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya di Provinsi Kalimantan Barat). Sedangkan gelar S1 Ilmu Hukum
(1990-1994) dan S2 llmu Hukum (2001-2003) diperolehnya dari Universitas
Tanjungpura Pontianak.

Keterlibatan aktifnya di dalam proses pembangunan nasional dan
pemberdayaan masyarakat, disertai sejumlah kisah pengalaman hidup
dengan menjadi bagian dari masyarakat yvang termarjinalkan merupakan
modal utamanya dalam memulai ketertarikan terhadap isu-isu terkait
masyarakat marjinal. Meski sebelumnya hampir tidak pernah terbayang di
benaknya dapat menjadi seorang doktor di bidang ilmu hukum, melalui
komitmen dan kerja kerasnya. keteguhan hati serta semangat belajarnya
telah mengantarkan dirinya memperoleh gelar strata tertinggi di bidang
hukum (doktor ilmu hukum). Buku ini merupakan salah satu sumbangsihnya
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi bagian dari rangkaian
proses perjalanan dan perjuangan panjangnya dalam menyuarakan
kepentingan masyarakat demi kehidupan dan penghidupan masyarakat -
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KATA PENGANTAR

Pembmguman  berbasis HAM merepakan konsepsi  pembangonan
manusia yang didasarkan pada standar HAM yang lahir daxi keprihatinan akibat
maraknya ketidakadilap dan  kemiskinan yang merendabkan mariabat
kemanusian. Negars yang direpresentasiPan pemerintsh dan pererintah deerah
memikul tanggung jawab vtama untuk mewujudkan pemenuhan hak ekonomi,
sosial dan budaya terhadap warganya. Indikator pemenuhan hak tersebut dapsi
ditaknkan melalui produk regulasi dan ketersediaan angparan.

Buku ini secara substansial diadopsi dari disertasi penulis dengan jwdul:
Konfigumasi Politik Pemerintahan Daerah dop Keperpihakan Peratimean Daerah
Pada Masyarakat Marjinal, di bawah wibawa Promotor dan Co Promotor
Prof Dt Yusriyadi SH.MS., Prof Dr Rahaye, SHM.Hum., dan Hasyim Asy ar,
SHM.Si, FLD., pada Program Dokior It Hukem Universitas Diponegoro
Semarang pada talm 2075, Substansi buku imi mencoba untuk mengkaji
regulasi dacrah pada level peratiwan daerah bidang hak ekonomi, sosial dan
biclaya di Kalimantan Barat dari perspektif relasi konfigurasi politiknys.
Sebapgai sebuah konstelasi kehidupan politik, maka konfigerasi polittk yang
dimaksudkan dalam buku ini adalab kontefasi politik yang demokratis atae
sehalikmya tidak demckralis dalan tata kelola pemerintahan, khwasmya datam
proses legislasi daerab. Froses legislasi fidak sekedar suatu kegiatan dalam
merumuskan porma-norma ke dalam teks-teks hulmm tetapi juga menyangkat
imirik dan interaksi kekuatan sosial-politik yang berada dalam kommunites
legisla6f daerah pada khususnya atan dalam penycleng-garaan pemerintahan
dacrah pada wmmnnya.

Stuhi dalam bukn ini tidek difokeskan unfak meneliti proses legislasi
yang sifatya normatif semata. Sebaliknya yang dijadikan sebagai fokus kajian
adalab intrik dan interakst politik dalam proses penyusogan persturan dacrah,
Tahap beriknt adalzh menilai snbsiansi pengaturan perstoran dacrah peribhal
akomodasinya terhadsp kepentingan masyarakat marjinal Asumsi dassmmya
adalah bahwa, sccara substansial regulasi dacrah dalam hal ini peraturan daesah
yang ideal harus sclalu bezorieniasi kepads niks, kepentingan, kebiutulan,
preferensi dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat marjinal.

Akhinmya saya sampaikan wcapan terimakasib kepada Peperbit Pustaka
Magister Sematang, yang telah berkenan menerbitken boku jni. Besar barapan
panilis semoga buku ini berokmfaat bagi mahasiswa, dosen, masyarakat dom
pembuat kebijakan.

Pontianak, 26 Janoari 2017
Penufig,
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BAB1
KONFIGURASI POLITIK
PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

A. Pemokrasi dalam Pemerintahan Daerah

Bekam jejak sejarah mencatat, semenjak tabue 1945 hingga tabon 2015,
konfigurasi politik pemerintahan dacrsh dalam praktiknya tidak selalu sefalan
dengzm pransip demokrasi. Pada pexiode 1945-1959, secara monm konfigurasi
politik dalamn pernerintahan daerah tergolong demokratis'.

Era 1945-1949 tercatat sebagai o waktu berlakunya UTF No. 1 Talnm
1945 textzng Peratoran Mengenai Kedudokan Komite Nasional Dacrah dan UTE)
No. 22 Tahun 1948 ientang Penctapan Ataran-aturan Pokok Mengenad
Pemetintaban Sendiri &i Deceab-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengums
Rumah Tangganya Sendiri. Ciri demokmasi paling menonjol yang diperiihatkan
delam praktik pemerintahan ketika im adalah demokrasi Tiberal. Mahfiud MD?
mencatyl bahwa secara teoretik mavpan prakiik, dalam kem waktu tersebat
adalah pentberian kewenangan atan kekuasasn pada deersb unink menguros dan
mengatar romah tanggranya sendini di bawah asas olonomi yang seluas-lssnya,
Penyelenggarasn deseniralisasi merupakan tanpgung jawab Dewsn Perwakilan
Rakyst Daerah {DPRL), sedangkan wrusan Pemerintahan yang tergolong tupas
pembariusn {medebewind) lebih banyak dittngani oleh Pewan Perwakilan
Dami:(DPD}KeﬁkaMpmlﬂlmKepa]aDaerahju@mmlmgsmg
dilakukan oleh rakyat tanpa campur tangan Pemerintah Pusar

Konfigurasi politik pemerintahan daerah yanp demokeatis pada periode
awel kemerdekasn, berakhir di tabun 1959, Hal ini berkenaan dengm
diberlakeakmmya Demokrasi Terpimpin dalam tata kelola Pemerintaban. Melalui
Penctapan Presiden No. 6 Talam 1959 tentang Pemerimish Daersh, strukior
pemerintzhem daerah digeser arenjadi sangat sentralistik melalai mekanisme
pengendalian pemerintah pusat terhadap pemerintah daersh yang samgat ketat.
Istilah olonomi schuas-luasuya secara formal tetap disebutkan, telapi asas imi
m@mmkmmhﬁkmmnmmdﬂm
praktik.* Kepala dacrah diangkat dan ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah
psat. Tuges kepala dacrah selain mengawasi jabnnya pemerintahan dacral:,

!, Mohfad BB, 1992, Penpuilaion Poltik don Hukem i donesin, Garna Media,
Yogyakarta. hlm 277
2, fid hhn 2773228,

4 Bagir Mooun, 1900, FHubungon Antorn Pusot dan Dosrah Bardosskan  Asas
WMMIMMWMMMMZIB—M.
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sendiri nunah tangpa dactaboya. Dalam rangka mengatur dan mengwrus romah
tangga daerah otomom, pemerintsh daersh diberi wewtnang atnbutif sebaga
subjek hokum (publick rechtspersoon, public Iepal entity), yakni hak unfuk
memnbust persturan-peratvran dalem rangks menyelenggarakan rumah tmgga
dacrahnya. Rusng lingkup pengafuran meliputi wusan otonomi ifn sendiri, di
samping tgas pembantuan. Di bidang otonomi, pemeriotah daersh mengater
segala umsan dacrab otonom, sedanpkan di bidang tugas pembanian,
pemerintah  daerah mengaiur tata cara melaksanakan substansi  wnsan
pemerintahan pusat di daccah. '

Gambaran tata keloln Pemerintahin Daerah setelsh reformasi 1998,
khesusnya di era Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerimtahan
Daerah ditandai oleh konfigurasi politik yang demokratis, meskipun dalam
peakiikaya pemah tetjebak pada konfigurasi politik yang oligarkhis dmpada
akhirnya kembali memperiihatkan konfigurasi politik yang demokratis."!

Mempethatikan kembalinya konfignrasi politik yang demokratis dari
konfigurasi politik yamp oligakbic ini, diandsi olch adanya penggantian
Undang-mdame Mo, 32 Talam 2004 teatang Pemerintabsn Daevah {yang
selanjuinya sempat diganti deagzm Undang-Undang Momor 23 Tabun 2014
tepiang Pemerintshan Daerah dan telsh diubah kemhbali beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 teatang Peryhahan Kedua atas
Undang {indang Nomae 23 Tatam 2014 teotang Pemerintahan Diaerah). Secara
shmnatis  perjalaman  konfipurasi politik  pereerintahan  dacrah  adalah
schagaimana tampak pada skema di bawah:

10, adanys Hunkam Diwreh 3 bidang togas pembanioan {medebeioied, zdf bestunr}

didazari 2 (dua) periimbangan. Pertama, agar suahl wisan dapat tosclrnggams scoams
uﬁmmdm:&khf.mmuhkpermmbmmkapmmﬂmdidaemi?,am
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perkembangan yang lebih akomodsiif, contohnya Dewan Pestiimbangan Agumg
dibubarkan dan dibentuk Mahkamah Konsithusi serta Dewan Perwakilan Daerah
sebagai lembaga tingei negma Lewbapa perwakilan rakyat dircformasi
sedemikian rupa dengan menghilangkan wnsur keterwakilan yang pada masa
lalu diginakan sebagai alat keknasaan. Unsiv Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRD), Utusan Golongan dan Utusan Daersh difiadakan dari
kelembagaan DPR. Demikian pula lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat
Paida era reformasi ini joga ditandal dengean terbukanya “kean® kebebasan
infermasi atau kebebasan pers dan parlemien yang kuat. Era ini menjanjikan tata
keloly pemerintahan yang terbuka dan besarmya pelusng begi sehouh rakyse
mntuk berpersn secarn maksimal dalsw menentekan kebijaksn pegam. Dalam
bahasa populermya daschutkm dengan istilah good governance'’. Meminjam
kateporisasi dari Mahfiod MD, ' smammmkunﬁglmpohﬁkpmermmhan
dacrah di erz reformasi dewasa ini ferpolong Konfipurasi polittk yang
demokratis. Berdasarkan indikator sistem politik dan indikator karakier prodnk
toknm (lihat ragaan di bawah), konfignrasi politik tergolong demokratis dengan
karakter produk hrde yamg tergolong responsif,
Ragaan 2: Hubungan AntaraKnnﬁgmm Pafitik dengan Karakter Produk

Hukum. *®
Indikator Sivtem Politik
Konfigorasi Politik Demokratis Konfignrasi Politik Otoriter
1. Parpol dan parlemen kuat, | L. Parpol dar parlemen lemah, &i
menenivkan haluan atan bawah kendali eksekufif

nepata
2. Lembaga eksekuntif neteal 2. Lembaga cksekutif intervensionis

3. Pers bebas, tanpa sensor dan | 3. Pers terpasung, diancam sensor dan
pembrededan pembtwredelan

".lsﬁlahgnadgamthhdﬁtﬂjﬂnahkandﬂﬂmhmﬁagmmmm

penyelengraan prmerintahan yang amansh [Bintoro Tiolroamidiojo), tals pemerintahsn

yang baik (UNDP). pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertarypuniawab (LAN), dan

ada juga yony Nwnprrikan secard sempit sébapgel pemerintahan yang bersih (oler

ymmn':m:q mhngﬁdakms[t@]pmmpummdanmﬂhmmﬁhhgmdgumm
yaihr bEngparans (fransperanry), supremaszifpenegakan hukum (Ade of ld dan

alentabilitas {aerdakding.

15 Mahfnd M, 2000, Kanstitusi dan .. Op.dt, Blm, 107,

15, Mahfind MO, 20153, Aol Fukaom & ludonesis, PT. Raje Goofindo Poswda, Cetalan ke-

6, Jukarta, him 7
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Bexdasarkan penelusuran awal fakta-fakta tersebut, secara umum dapat

dipaparkan sehagai berikur: 7

1. Pada pedode 2010-2014, Kememterian Dalam Negeri telah meppevaluad
peraturan yang febih tinggs dan relevansinya dengan kepeatingap mrasyarakat
Inas seria sinkronisasi Perda yang satu dengan Perda lainnya. Hasil evaliasi
memmjtkkan dari 3.000 Pendn, 407 di antaranya dinilai bermasalah sehingpa
perlu direvisi bahkan dibatalkan_

2. Pada tahun 2011 ditemmkan 351 Perda yang berpotensi menimbulkan
masalsh dari 9.000 Perda yang dievahmasi di selurmbh Indonesia. Sementarz
pada 2012 jumiah Perda yang pertn direvisi sekitar 100 dari 3.000 yang
dievaluasi Kemendagri. Sedanghan pada 2013 masih dikompilasi dan unink
2014 dalam proses evalnasinya masih

3. Lahiraya UU Nomor 27 Tahue 2009 tegtang MPR, DPR, DPD dan DPRD,
yang sclmjumya atas dasar pertimbangan wntuk  meapgakomodasi
perkembangzn huum dap kebutuhan hokom masyarskat Undang-undang
tersebut diganti dengan UU Nomor 17 Fahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRIY atau yang lebih dikenat dengan UU MD3, zalgh satunya substansi
U MD 3 tersebat meagatur fentzang mekanisme penynsunan lepislaci. 1
tingkst daerah, mekanisme pengelolamn legislasi dibuat sama dengzn DPR
Rl melalni alat kelengkapan tetap yaim Badan Legiskasi Daersh
(BALEGDA). Bexbeda dengan panitia legislasi (Panleg) pada masa kerje
DPRD periede 20042009 lals, keberadaan BALEGDA di DPRD Provinsi,
Kabupaten dan Kota sudah menjadi kcharusan bagi Pemerintahan Daerah
hima tabnn ke depan. Salab satu cutpoer terpenting adalah terumusksnnya
Propram Legislasi Deerah (PROEEGDA) sebagai instramen perencanaan
progran pembemiukan peratoran deerah ymng dissun secara berencana,
terpadu dan sistematis. Senmwat yang dibangun dari labimya UAF MID3
adalzh adanya percepatan proses legislasi di tingkat daerah yaitu Perda serta
serapatn dari pusat bingea dacrah.

4. Problematika PP Nomor 16 Tabun 2010 tentang tata tertib DPRD yang di
dakannya diatur lebib rinci soal penyusanan Peraturan Daerah. Problematika
dari pengaturan dalam PP tersebot adalah fakia bahwa keterbatazan
kelompok ahlifpakar yang dipersyaratkan masih sebatas jumlah alat
kelenglompan DPED meabaat kinerja DPRD dalsn menphasilkan Perdks
sesuai  dengam alur yang disyaratken peratwran menjadi relatif mandal.

dmks&apm:latﬂlwi:iﬂ 0ktaber2014 ]ugal.@arqu;rm
Aﬂrwwjﬂpmﬂwmmmm Diirchoiaemeat
Politik dan Eeomunikasi Kementrian PP/ Bappenas.
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b. Adanya disharmoni Perda secara vertikal maupun horizoatal dengan
peratmman Perundang-wndangan fainnya;

¢. Pembentukan Perds tidak terkoordinast, terarah, sistematis dan ferpadu
yang disusum oleh DPRD dan Pemeriah Daerah; dan

d. Pembentukan Perda yang diskriminatif tidak sesnai dengan HAM.

8. Hasil penpamatan selama lima talun terakhir (2009-2014) fentang fakta
legislasi mekipoti: rendabnya kapasitas dan kemampuan, serta lemahmya
penguasann legal drafiing. Dapat dicatat, rata-rata DPRD tiap tahunaya
hanya mampu menghagilkan 4-5 Perda, yaitu Perda APBD, Perda Perubahan
APBI}, Perda Laporan Kinerja Kepala Dagrah dan Perda yanp diperintahlean
oleh Undang-nndang atan lembagaf baden/komisi negara.

9. Masyarakat daeroh gelama ini hanya dijadikan objek pemerintaban daerah
melaby penarikan-penarikan pajak, baik it dalam bentk retribusi, manpm
pungutan lainnya. Semna peaatikam it diformalkan dan dilegalkan dalam
bentik Peratoran Dacrah sebagai payong hukon.

Paparan fakta-fakta di atas mesabuktikan batwa peraberan dacrah belum
dapat dikategorikan sebagat peoduk hukum yang responsif. Di 5isi lain fakia di
atas juga mengindikasikan ketidakberpihakannya pada miasyarakat daerah
sehagaimana makna olonomi dan desentralisasi. Peraturse danabh belom
menjadi  sarona  akomodasi kepemtingan rterutwma kelompok masyarakat
marjinal. Fakta kekinian memmjokkan, masyarakat pedesasn, seperti: buxuh,
petami, nelayan, masyarakat adat pada umumnya (tenmasuk Komunitas Adat
Terpencil/KAT), maupun kawm miskin kota dan kelompok manjinal lainnya
makin ierpinggirkan das mengalami proses pemiskinan secara terus fmtnerus.
Indikasimyz selain knalitas kemiskinan yamg kian menmgkat, juga ditandai olch
kualitas hidup yang tidsk ada peningkatan dari masa ke masa. Hak-hak
ckonomi, sosie]l dam beedaya masyarakat marjinal belwn menjadi agenda nepara
umiuk menyelengparakannya secara konsekuen. Fakin bahwa pormasalahan
substmsial hak-hsk ekomomi, sosial don bodaya tidak atan belwn pernsh
terselesaikan ™

Pokok persoalan pelakzanaon pememmban hak-hok ekondrni, sosial dan
budzya masyarakat marjinal adalah karena kelompok-kelompok tersebut tidak
memiliki akses kepada pusat kekwasasn yang menyesum dan memuimskan
kebijakan, halk di tingkat lokal maupun nasional. Kehidwxm kelompok-
kelompok marjinal sangat terpantung pada kelompok-kelompok kepentingan
yang berada di lomrrya, yang sejatinys memibiki kepentingzm senditi dan pada
umemnya berbeda dan tidak sejalan dengan kepentinpan-kepentingzan kelompok

N, Pertemmuen Non Gowernnert  Orgoringtion (RGO) yang  disdenppamsion  oich
fnternutionel NGO Fonem, on imdostesiao Detelysoent (INFIDY i Hoizl Sahati, Jakarta
Selaten Kemis, 23 Januari 2014, Perbrmoan tersebut dimjukan unmk memhahas dan
mergadidlan penyusunen laporan Hak Eloech & 'ndonesia versi W0 yang aken
dignnakan aebagal pembamling fapoma Eknach yang diineat aleh peossriniah hciettin
Lihat, Laporan Ekosob, bulan Aywit 2014, Pohlitca=i INFID 2014, him. 98.




Manpuhaﬁkandiagumdiatas,ynpchggamtumbmmeﬁpmi:

alas Imglamgan, hak-hak ¢konomi, sosial den udaya latnnya. Unik kasus
Provinsi Kalimanten Barai sendiri, pelasnggaran hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya terbanyak diimdilasikan oleh pelanggaran bak-hak atas lingkungsn dan
akses pada kehidupan yang layak. Kalimantan Barat tercatat sehagai salah sato
Provinsi dari 6 (enam) kawasan Ji Indoqesia dengan sengkeia hak atas lahan
terbesar. Tuoas lshan scupkets di pulas Kalimamtan menpungenti luas sengketa
di pulay Sumatera, Jawa, kawasan Bali dim Nusa Tenggara, sulawesi dan
kavwasan Malnkn serta Irian (lihat tabel di bawah).

=1
f— il il o Luine Ladan N
Finvblcinil Tiumbbuplioes | Denghels (Ha)

Y "
| Seralaa == I 24131 1l b aa11E | 1m0
| . [, r] L =1 28 Ao | amm ?x:T
II- 4 NT L] 50 Wt By T el ‘A
= p i3 T S LD = T4 o0
Sl -] 'R F (NS BT AT mna ESTRFE |
Im AFa F- Bl 4 206 TRAIT L ¥ 1] 213 T
Sinmiialy 144l ma NMWMTLEATIY 13TH] 5 “!q

Di samping sebagai Provinsi dengan sengketa lahan terbesar, Provinsi
Kahmanian Barat juga termasak Provinsi yaag paling rendah Indeks

7 find | bhhme 23,
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Diagram 4: Sebaran Penduduk Miskin Menurut Kabunpaten Kota di Provinsi
} Kalimantan Barat™
Penduduk Miskin Mienunst Kabypsiso/iots

‘—._Knb.l?nm
CHIAT il 6.3
o, -- o g
. a3 . - Kmimpmng
Kb, Kppuss Hks/ b Sinteng
£1.11 18.08

Sebagal Provinsi dengan IPM iterendah dan populasi peaduduk miskin
Provinsi dengan banyaknya pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Coniohnya kasus perebuian lahan atan konflik agraria. Dibandingkan dengan
Katimamtan Tengah, lahm terluas yang diperebutkan terjadi di Provined
Kalimanian Batat. Luas lshan yang diprebutkan di Kalimantsn Tengzh bamya
kurang lebih 254.671 hekear, sedimgkan di Kalimantan Barat mencapai 551.073
hekiar.

Konftik perebitan hak atas 1ahan di Kalimantan Barat bermmala dari wren
perkebuman skala besar dan perluasan pemberian izin atas perkebunan kelapa
sawit yang mencapat 4 {empat) juta hektar lebih hingga tabun 2012, Tunlah ini
jouh Jebih besar dari target 1.5 (satu setengak) juta hektar. Fksesmya sesuni
catstan Walhi Kalimantan Barat, dalaie 1 (sata) dekade terakhir sedikitnya telah
terjadi 838 {delapan puluh delapan) kasus terkail perebetan lahan dengan investor
skala besar. Walhi Kalbar juga merilis, sedikitnya ada 17 kasos dari kebijakan
perkebunzan skala besar (kelapa sawit) yakni: (1) perampasan terhadap tansh
masyatakat, 2) timbuinya koaflik di masyarakat, 3) keiminalisasi masyarakat, 4)
hilangmrya ritus dan pudamya badaya yang dimiliki masyarakat, 5) krisis pangan
di kampmg, 6) hotan hilang, 7) binatang samber tank hilang, 8) tumbuban obat-
obaian hileng, %) potensi bencana banjir, 10) bencana kekeringan 11) bencana
asap, 12) krisie air (bersih), 13) lshan gamint rusak, 14) penynmbang
pemangsan global, 15) penyumbang emisi karbon, 16) tanam tumbub dan
tebang masyarakat hilang, 17) sungai-sungsi rusak ™

*. Ealimantan Timur 6.31 persen atan 252 arang; Kalimantan Tengah 6,07 persen atam
144 rita orang; dan terendeh di Proingt Helimantan Seatan 4,81 pevsen gtaa 189 u
arang. B Kalbor Sepiember 2014.

B, Sueaber; Dholah dari HuMa, hitp: f fersw by, or.id.

¥ Wahl: Kalbar, Ekses Morwopoll ishan alch Perkebunan Skala Bessr, 2014
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dasarnya, berhak mendapat pendidilkan dan memperoleh manfhat dari ilme

pengetabnan dan teknologi, seni dmn budiya, demi meningkatkan kualitas

hidupwya den demi kesejabhterasn mnat mamosia. ™

Pasal 28H:

(1) Setiap orang bedwk hidup sejahtera 1ahir dan batin bertempat tinggral dm
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan schat serla memperoleh
pelayaman kesehatan.

(2) Sciisp orang berhak mendapat kemndshan dsa perladuan kbusos mtuk
memperoleh kesempatan dan manfasdt yang sama guoa mencapai
persamaan dan keadilan.

(3) Setisp ommng berhsk aias  jaminan sosial yang memunghkinkan
pengembangan dirinya secars vtuh sebagai manusia yang bermartabat.

{4) Setisp orang berbak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebat
tidak bolch diambil alth secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 31 ayat (1): “Setiap warga Negara berhak sendapa pendidikan.

Semuai Pasal 28 burgf 1 ayat (4) LD NRE 19435, pemenvhan hak
ekonomi, sosial dan budaya adalah kewajiban nepara baik dalam konteks
melindungi, memajukan dan menegakkannya. Dalam mngks pemenohan ketige
bk terselw pegara diberi kewsjiban umtuk melskokan penghormatan,
perlindungan dan pemzenuhan (Fihat tabed di bawah).

Tahdi.[hmm:fhkﬁmh&mmsmdahnﬁtmnyadmgmﬂak—lmk
Ekunumt,ﬂnsm]dmﬂ ey

Hak-lak | mrojscs kok stin wapmeen mencegak pelalo non-negan ; ¢
sgial dlam [ oinis, ras, jeader sta behwes daban T sl et shas Yensjahivrass ininsya et

Secara lebih khnsus, kswqibﬂnmgmmmunulﬂlﬂm 11 Tahun
2005 tentang Pengesahan frrernational Covenart on Economic, Social And
Cultural Rights (Korvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

W, Drinariian dari pcmbabasst Eehayy tentang “Keasjlber degara™ detaon bakog. Sekoor
Hak Azas Mavusia, Bid |, him, 39-43,
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di atas, prinsip demokrasi barus komplementer prinsip nomokzasi. Demokaas:
dijadikan pilikan oleh banyak orang, didasari oleh tiga ssumsi pemikiran®,
yaitu:

1. Demokasi tidak saja merupakan benfuk final dan terbaik bagi sistem
pemerintahan, melainkan juga sebagai doktrin politik hibur yang akan
memberikan manfaat bagi kebanmyakan negra;

2. Demohamsehagms:stempuim'kdanpemennmhmdxnggapmmmmym
akar sejarah yang panjang {sejak Yunani kuno), sehingga taiian banting dan
dapat menjamin terselengoaranya suatn lingkungan politik yang stabil:

3. Demokrasi dipandang sebagai sistam yang paling alaniah dan manusiawi

Secarn umim, dalam sejambh  perkembangaanoya ada dua  model
demokrasi, yaitw demokrasi langswg (dircet democracy) dan demokrasi
perwakilan {representasive democracy). Dalam demokrasi langsung, keputusa
polilikdi—tmmkmulehwmgamihlamsmtupmemmnhusamalm
harya dimungkinkan bile pendedukmys kecil Demokrast model ini
sehagaimana yang pernah diterapkan dalam negara katz Yusani Kuno sedikit
pngarehnys  terhadsp demokrasi modem, Demokrasi perwakilan  madsd
berkembang abad ke-12 dan 19M di Eropa dan Amerika di mana keputusan
diambil berdasarkan snara terbumyak. Pemilithan mmum secara teratar, hak pitih
bapi omang dewasa, kebebasan mendirikan orgmmisasi/partai politik, oposisi,
kebebasan berbicar, supermast bvkum, lak-hak sipil dan minoritas mmilak
merupakan bapian dari demokrasi perwakilan.

Ada beberapa macan prinsip dam asss demokiasi yung dikemuksksn ofeh
para ahli. Memmrmt Masykuri Abdillal®™, prinsip-prinsip demokrasi terdiri dazi:

. Persamaan, memberi penegasan bahwa setiap warganegara (rakyat biasa
atau  pejabaf), mempunyai persamaan  kesempatan dan  kesamaan
keddnkan di muka bukum dan pemerintahan;

2. Kebebasan, menegaskean bahwa setiap individy warganegara atan rakyat,
memilik kebebasan  menyampaikan pendapai  dat  membentuk

perserikatan;

3. Phralisme, memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman
budaya, bahasa, etnis, agama dan pemikiran sizn lainnya, merupakan
conditio sine qua non (sesuam yang tidak bisa terelakkan),

Menumt Inu Kencana™, :hlamdmmkms:huustmhpatprmmp—prm:p
pembagia  kekuassan, pemilihan woum (gewerad election), manajemen
pemerintahen  yang ierbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas

™, Masykuri Abdillabh, 1999, Demokrasi & Pevsimpangan Maing, Respen infelekduc!
Myeslinn Indanesie Terhadap Eomsep Demekrost, Tiara Wacsna, Yoprakearts, bhn. 71

¥, Masykori AlwlillaYs, 1bad, Bhm. 111

¥, Inu Eevwemna Syatei, 1999, Bmu Pemeritichen. Mandar Maja, Bamdung, hbn 241
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kemiskinan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat terpilah dalam 2 {(dua)
tipe yakni kemiskinan struktural {yang disebabkan oleh strukiur yang berada
di luar masyarakat} dan kemiskinan kultural (yakni kemiskinam yang
disebabkzn oleh budaya masyarakat i sendi). Dua tipe kemiskinan
tersebut dari waktu ke wakiu sclalu mengalami peningkatan yaag signifiken
(lihat grafik di bawah).
Grafik 1: Tren Peningkatan Keluarga Miskin (Pra Sejahiers) di Provinsi
Kalimantan Baret (2010-20137"

3. Fakir sosial. Dari masyarakat moskin {masyarakat adst torpecil dan
masgyarakat marjinal) di Provinsi Kalimantan Barat ditandai oleh 2 (dua)
petunjuk. Pertama, hak-hak ekonomi. sosial dan budaya belum atau tidak
dipahemi sebagai rangkaien hak yamg muh dan tek terpisahkan oleh
masyaraks secars wimum mavpwm sebagian besar pemangkn kebijakan yang
ada. Hak-hak ekonomi tidak atan belum dipahami sebapai determinan
tethadap pemenvhan hak sosial dan bixlaya. Pemahaman balrwa bak-hak
ckonomi dengan seadirinya berdampak pada peningkatan pemenuiumn k-
hak sosial dan demikian seteriguya peningkatan hak-hak sosial berdamywulk
pada peningkatan pemenuhan hak-hsk budaya belun dipabami secara
komprehensif dan melshitkan imperatif unfuk diater melaini peraiuran
daerah. Kedua, bahwa kewajiban menvelenggarakan hak ekowomi, sosial
dan budaya yang secare tegas diberikan kepada negaia (Permerintah atan
Pemerinteh Daerah), dalan banysk kasus masih terjadi tolak tarik antar
Nomor 11 Tdnm!ﬂﬂimmegﬁkanhdnwhak-]ﬂmmﬂdm
budayasdmgal hak asasi mamisia dan meletakkan kewajiban pemenuhannya
pada negara® simplifikasi kata Tewajitum® menjadi sekedsr “tnggong

®_ HES Kalbar, Ealimantan Borat dalas Anpglo 2014,
. Halc-hak chkonooy, sosial dan bodeyn bomkns pada oxedisd sooindis abad ke 1% waug
muncal dardl enhaan appe Negars menyediaken pemermhian terbadap Rebutuhan daser
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Campbell dan Adrierme Sicne menyatakan babwa studi hukimme itn merwpakan
cabang dari studi politik. Perkembanpan dalam kehidupan pelitik (pofitical [ifE)
thnﬁisafalpuhﬁkberpengamhtﬁhadapmakukhuhm:hnsmdl
teoritikainya.®

Beranjak dari keyakiman teorefis tersebut, stwdi ini tidak difokuskan umtak
menctiti proses legislasi yanp sifamya oormatif scmata. Sebaliknya yang
dyjadikan sebagai fokes kajian adalah interaksi politik dalam proses pemrynsunan
peramran daerah. Tahap beriknmya adalah menifai substansi peraturan daevah
perihal akomodasinya iethadap kepeatingan masyarakat marjinal. Asumsi
dasarmys adalth bahwa, secara soheiansial perativan daerah yang ideal harns
selaln berorientasi kepada nilai, kepentingan, kebutuhan, preferensi dan aspirasi
yang tumbeh dalam masyarakeat margnal.

Tdealitas oriettasi nilai yamg bersumber dari masyarakst dalam snatm
proses legistazi dapat diwujudkan manakala masyarakal loas terlibat dalam
setiap tahap dark rangkaian proses legisiasi* Di samping itu proses legislasi
tentu saja bares merocouhd syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturam
perundangas-undangan fentang tata cara pembeniukan perabman penmdang-
uwndsngzn, seperti asas-asas pembentokan paraturan perundang-uadangan yang
baik. Salsh satmmya adalsh asas keterbukaan, sebagal sendi dari sistem politik
demokratis. **

Folms stdi ini bukan soal ‘mengapa’ peraturan dserah dalam proscs
Sebalikmya stodi ini difokaskan pada fakes ketidakberpihakan peraturan daerah
padapemm:hmhak—hakeknnnmusmmldmbudayamasymkmmaqmﬂ]
Fokus stedi dalam peneliian ini adalsh menpevaluasi dan mendeskripsikan
untuk memberikan pemahaman kondisi peraturan daerah di satn pihak denpgam
pemenuban hak-hak ckonomi, zostal dan bodaya i pthak lan, Tedait hal
tersebnit, maka wrgensi penekansn kepada aspek interaksi politik denpan

R Dikatnkan Camphell: .. owrendly #is relationshiip = cvident i the impact of reoend
mmmmmmﬁmmmemhmhmh
low ond legol theary”. Tom Campbell and Adrlenne Stone [Ed) (2003 Loge and

Mmuqf.mm Dartmenth Pablsbing Compeny-Ashgate Pablishing Limited, po

“Hahermnammhcnnmaprmpammmlymgdemiﬂnnlmmbﬂgmmndﬂmm
deliberaiil, yang model demolinsi kbmpsung yeng melibatkan rakrat dalam proses
pembuainn simin kehijskar poblic P Bodi Hardiman, 2000, Desckms Oediberntifs
wmmmmmmmmmm
Hanisius, Yopyakarta.

45 Syarst pardgipasi masyarakat dabom rampks pombeniukan halamm deerah dismar
dalam Pasal 353 ayat (1] UV Nomor 23 Tabun 2014 Tentampy Pemeristah Dacomh,
sedangkan asas pembentuloar perandang-noxdangan diator dalam UH Nemer 12 Tabun
2011 Tenteny Pembentukan Peraturan Perundang-nodangan Dalam penjelozan Pasal 5
huruf g disebutkan sebagei beriian- ....yang dimakeud dengan asas keterbulown adalsh
babwa dalen proses  pombootalkan ponhoon peruaedarge-aemdanipsae oo ke
[erentimeEn, persiapan, penyonsunan, dan pembahasan bersifat tremsparan dan terbalka,
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B. Seluk Beluk Konfigarasi Politik

1. Pengertian Konfigurasi Politik

Secara etimologis komfigurasi berasal dari kata dalam Bahasa Ingpris
‘contfiguration’ yang lebih kurang bermakna sehagai: . bentuk atay susunan
atm pun wujnd umiuk menggambar susu bendat’ Dalam rangkaian kata
“konfigurasi  politik” tafsir semantik kata koefigurasi sxschbut  mesurot
Soparman Marzuki adalah: ....susiman atan tafa letak atan konstelasi kehidupan
politik. yang rdapat pada snatn masa, yang menggambarkan keadam politsk
pada masa terscbut.** Sementara Mahfud MD* mengartikan konfigorasi politik
sehagai susuman atan komstelasi kelataten politik. Sosunan adau konstelasi
keknatan politik dimaksnd secara dikotomis dibapi atas 2 {daa) konsep yag
bertentangan secara  diametral, vaito koofipurasi polittk demokratis dan
konfigurasi politik storiter.

Schagm scboah konstelasi kehidupan politik, maka keafigurasi politik
yang dimaksndkan dafam stedi ini adalah konstelasi politik yang demokratis
dalam tata kelola pemerintahan. Dalam rangkaian kata “konfigurasi polikik
pemesintaban dacrah’ sebagaimans tema pokok studi i, maka yang
dimaksedkan atan yang menfadi Fokns analisisnya adalah komstelast politik
yang demaokratis dalam tata kelola pemerintahan daerah, khnsusnya dalam
proses legislasi dacrah.

Pengelompokan  Konstelasi polittk dacrah scbagai demokratis dan
keyakinan adanya hubungan antara polittk dengan karakier peratuan daerah,
fesis, antara lainnya; {1) hakum adatah produek politik dan karena i konfigurasi
politik yang zedanp berfangsung menentokan kirakter produk hukem yang
sedang dibvat dan (2) kenfiguasi politik yang demokratis adslah soswnan
sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara akfif,
Sebaliknya konfigurasi poiitik tidak demokratis ditandai oleh sustnam sistem
pembuat:m Eebdjakan hukum.

2, Relasi Antara Polik dan Huknm
Inti sari dari politik memarut Hans Kelsen™ adalah perbuatan memilih,
yang, oleh Mathews diselmt act of cheice. yain: pertama, politik schags etik

1. John M Echolz dan Hassen Shodity, 1904, Eomus Swepss Bdonesio, Gramedia,
Jakarta.

8 Superman Marzoki, 2014, Pelitfk Hukum Hak Ases Marnesa, Eriengga, Jakerta, him.
85

*2, Mahiud MD, 20049, Fofitik Holrn, ... Loe Oft hime. 30,

%, Bahfind MDD, Pobitde o, —..., Gp Oit, hho, 2425,

¥l Ahdul Laticf dan Hesbi Al, 2010, Politic Huknne, Sinar Grafika, Jakartn, him 8
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Realitas bahwa hukum sarat dengan wama politik stan lebih tepatmya,
hafrwa hakem harugs dipanding sebagai hasil dari suatu proses politik (faw as o
product of political process) merupakan sustu keniscayaan. Bahwa subsistem
politik dianggap lebih powenidi  dibandingkan subsisten  hukum  telah
diungkagkan oleh Ssatjipto Rsbardic. melalui teori sthermetika Talcooit
Pmsnns,mmjﬂlaakmmbsismnpoﬁﬁkmmiliﬁkmmmimmgiymg
lebih besar dani pada subsistern hukyem. Fal i mengakibatkem apabila buknm
berhadapan dengan politik, maka ia berada pada kedudukan yang lehih lemah_ **
Svbsistem politik mempunyai tingkat deferminasi vang lebih tinggi dari pada
kehendak kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.
Peranan kekuatan politix yang dudok dalam institesi polink sanpsat
menentukan dalan proses pembentukan peraturan bukuem. Tnstitnsi polink mi
secarg resmi diberikan otoritas uniuk membermuk hukm. Dengan demikian
mnstitusi politfik merupakan alat deri kelompok pemegang kekuasaan politik.
sisi yakmi: (1) sisi kekuwasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal
(institusi polifik) dalam hal ini yang tercermin dalam strokfur keknasaan
lembaga megara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dam lembaga-

% Diadepad duri pembabakar KEonfigurasi Polltik Holum dan Karaider Produk Huoloam
Indonesia dari Mahfod MDY, Belbk Huker: of fedone=ia, Op ot hbm. 7.

57, Batfiptn Rabewrdio, 20085, Ponenfomion fom-fimu Sosial Bog Pengembongan B
Huium, ceelan ke-M, Genta Poblimng, Yogyakarian. him 156, wempetengabkan
pendapatnys Talesit Parsena, habwa terdapat 4 (empat] proses fangsional yang otanm

= sagupmmahmu.m him. 71.
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kehidupan snatn eegara akan texlibat, bahwa yang membedskan politik negara
{polifics of the state) dan politik organisasi lain dakun masyarakat, adalah mang
limgkupnya yang luas dan kemsmpman pemerintah ok mendukung
keputusan-Kepimeamya demgan mengpumakan atan  meneraphkan
sanksi dan kekuvatan vang sah berdasarkan bukamn.

Secara so0siologds, para pengambil keputusan (decision makers) dalam
sistemn poliik (pofitical system), selale mempertimbangkan masukan {fpaf)
beropa tnhetan {demends) dari kelompok-kefompok kepentingan (imferest
groups) dan dukungan {supports) masyarakai yang percaya pada legilimasinya.
Seteleh melewati proses konversi {comversion process), para peogambil
kepuivsan mememuskan kelewan (eutprts) berupa keputusan-kepnimasan dan
tindalan-tindakan (decisions and acfions) antara lain dalam bentuk yang utama
yaitu: bevbags produk hukum (fews) dan babagal kebijakan wmnn (general
policies). Apabila fogin “ssrvive” maka setiap sistem politlke  haros
memperhatikan umpan balik (feed back). Kespnpularmya adalah hokom pada
dasamya merupakan produk sistem politik (the product of political sypster),
unink it bahwa hdom karvs dipand:mg sebagai hasil dari suain proses politik
(law a5 a product of palitical process).

3. Konfipurasi Politik das Proses Legiskasi di Daerah

Mahfud MD® membagi susunan atan koastelasi kekuatan politik secara
dikotomis ke dalam 2 {dua) konsep yang bertentangan secara diametral, yaita
konfigurasi politik demokyatis dan konfiguragi politik otoriter. Di dalam stedi
menpenii ubungan aptars politik deogan bukum, setidakerya tendapat 3 (tipa}
asumsi yang menyerupai hipotesis kerja. Perfamss, hukom determinan terhadap
politik dalam arti bahwa hukum hares roenjadi arah dan pengendali semua
keharusmn dan cits). Kedus, polink determinan terhadap hokem dalam arti
bahwa dalam kenvatammya baik produk normatf maupun implesmentasi-
penegakannya hmknm e sangat dipengarmhs dan menjadi deperdent wariable
atas polittk. Asamesi ini dipakai sebagai landasan des sein (kenyatasn, realitas)
datam stndi hekum empiris. Ketiga, politik dan hukun terjalin dalam hebnagan
interdependen ata saling tergmtung yang dapat dipshami dari adagiorm, bahwa
politik tanpa hukum menimbolkan kesewenang-wenangan atan anarkis, hrkom
tanpa politik akan menjadi umpuh. %

Mahfind MD® sendiri lebih cenderung pada asumsi kedua, yakni politk
determninan  #tas hokuom. Hukum merapakan depesdenr varieble tethadap
politik. Hukum merupakan produk politik, karenanya auata konfigerast polink
feriemin skan melshirksn karakizr produk hokam tcrentn pula. Eoafigors

&1, Mahfud MD), 2009, Politk Hukusrs, _ GpCit, him 30,
&, Jhidd, b, 3.
8, Bid b 4.
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lubungan di antara fiungsi-fungsi pada masing-masing tingkatan.™

ulﬂmc.mmmmmmmmm
budaya dan subsistem politik bagi dan untuk diintegrasikan dalam sebush
alal yang berfungsi mengintegrasikan kekuatzn-keknatan vang ada dalam
masyarakat, Proses yang terjadi saling merasiki. Ekonomi memberi masukan
terhadap hukwn berupa adaptasi, budaya memberikan masukan  untok
mmpﬂtahankanpula,wmantampnﬁﬁkmﬂmbeﬁkanmamkanbm:pamjm
yang hendak dicapai olch hukum. Dengan kata lain, khusus peribaf subsistem
mmmmmmmjmymmﬁmmmmmm
negxambmimmammgmgmimsidmmmnbiﬁsasisumhamdaya
yang ada untok mencapainya adalah tugas sistem politik ™ finiah sebabnya Am
Scidman menegaskam bahwa suatu hukem (Undang-undang) tidzk akan ada
fmpa adenya suatn keputusan politik.” Adanys hokum karens adamya
kepentingm politik, ekonomi, sosiel, budaya dan lain-lainnya, dimana proses
tidak terlepas dari subsistem politik (lihai skema di bawah).
Skema 5: Proses Imbegrasi Menurut Henry C. Bredemeire™

B~ R T

Skmnadiaﬁsmmdaﬁlkanbﬂhwahnhmsehagaimekanismeimtgmﬁ
dan bodays untuk kemudiam diolah menjadi kehuaran-kelugran yang produktif
kebwjakan, kewenangan dan kekmasaan vang memadai. Dari  sub-sistem
ekmumthhmbmhsukmgmmodaLkmlﬂﬁm,mathnpmmn
Sedmnpkan dari sub-sistem budaya, hokem membutehkan input ndlsi, moral dan

™, jfied,, hins. &
’I-Saﬁipmﬂn}mrdju,ﬂuﬂu,mmfﬁﬂum,ﬁhaﬁdtyn,ﬂmﬂung.hlmﬂ.

R, Amm Seidman, Rohert B, Seidnew =od Nalin  Abeyserkewr, 2001, Penyusuram
Poncergore: Undeng Tndeng... Op.cil, bl 43,

7. Fatjipto Rahandic, 2000, Bnu Buken, Gp Cf, Blm, 132
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kewrifim. Menwrat Afan Gafar’’, bokam fidaklish berada dalam keadaan yang
vakum, akan tetapi entitas yang berada pada suatu environment yang, safing kaii-
mengkait, Meanminya hokum merupakan produk berbagai elemen seperti:
politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Oleh karena itu ekosisiem hokamm
banyak tergantung kepada fakior-faksor yang berada di lnar bukarn. Pada tabel
berikut mi dapat menjelaskan Proses, Input-Oufpns dari Hukonn.

Tabel 6: Proses, input-Output dari Huloum Berdasarkan Teori Low s on inbegrative

Mechonfsm,”
No, Froses Tnnat ke Jufom Output dori lnkirm
i Adupte Tkow Penpetalinan Organices
Teknob} Somiktor
Elsinifi
2 ! Penetapon Tojosn Kepmimom Politik Fopitimat Interpemtasi
3 | Memperisharkan Eonflik feryvckwomPabm -
Pelamevarskst | Pempharpasn srbade Keafilm

Tembega Penpadila
Masukan dari sub-sub sistemn tersebut, harus dimanfastkan dan dinlah
mntegraci. Swmbangzm personil dan kewenangan dari sub-sistern politik, hames
dimanfaatkae untak memperkokoh legitimasi. Sumbangsn modal dan saraun
dari smb-sistem ckotomnd, harvs didayvagunak:an wivk menciptakan organisasi
vang efektif dan efisien. Sedanpgkan sumbanpan nilsi dan moral dari sub-sistem
budaya, hams dirarfastkan vmtuk melahivkan keputusan-keputusan yang adil
puia memyonbang manfaat bagi sub-sub sistem yang lain, yakni legitimagi bag
subsistem politik, legalitas bagi subsisiemn ekonomi dan purhssan-pidusan yang
adil atau sesuat dengan: pola ideal subsistern budaya ™ Funpsi hukum sendiri
adalsh vwntok mepata kescrasimn dan ek sioergis dar fige sub-sistern:
ekmm,budayaﬂanpohtik Inilah yang disebut fingsi integrasi dari hukum
dalam teori Parsons”. Ahmad Fadld™ mengeleborasi dari teori sibernetika

*, Afan Gafar, 1992, Pembapmunonm Hhadomn Dalom Demokres, dalam Moh. Busyro
MWWMNM,WMS:YWM 104,

7. Parsons pesryninpailan pmpat funpsi ypog ez diolild olch sclmeh sigimm agar
mattia bertaban, yaito- {1) Adepins, scliah gisten hares mampo menanggaiangl
gingasi «slatermal yang gawat. Sistemn harus dapat senyesusiken dird dengem linglonmesn;
(2] Penregprizem sebuak sistermn harag mendefinistkan dan mencapsi tujuan vtamanya; §3)
Integrasi, wbimh sistesy bobs ovapalue bongss ook g yng ool

Sistem i jugs harns dapet mepgdols imbangan antara ketign fimes
penting lainnya; (4 Pemeliharaon pola, sebiah siatam barns melenglon, moemeliisrs
dan memperbaik] metivasi individual maupun pola-pola kuatiural yang menciptakon daty
enopaeg Toeivasi. Erompot Tungnd tersebut  dikeno] dergeons schbeorn ACHL yadis
Aduptasi (Afadaptation]), pencapaiat tajomn [Gfixed atteimmendl], integra {)fideprotion,
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J. Chambliss dan Robert B. Seidman melalui pernyataan: . ihe legislature ix,

thergfore, not mere newdral foram where phuralistic terest groups can bargain
oul @ compromise solution representing their respective power positions™ '

Lebih lanjot, Aon Seidman mengatalkan proses pembentukan hukom {fowe-
making process) harus berpatokan pada dan selaiui enam tahapen penting,
yaitu: (1) asal-usul Rancangan Undag-undang (a bill's origins), (2) konsep
(the concept paper), (3) penenmuan prioritas (prioritise), (4) penywsunam
Ranl:mm [Judangmdang {drafting rhe bl (3} penelitian (rexearch) dan {6)
siapa yang memgmym akses? (who has acces and supplies inpd o the
drafting process).

FPenegasan Safjipto Rahardjo, Steven Vagoe, William J. Chambliss dan
Robert B. Seidman den Ann Seidman ientang legislasi paling tidak
mengindikasikan bahwa wsmn legislasi bukan soal bagaimana menumuskan
kaidsh hukum sematn-mata, tapi menyangln proses yang di dalamaya
mengandung intrik dan interakst politik. Di ginilah lal persoalan konfigorsi
politik menjadi determinan bagi hukwmn, bukan karena hukwre merpakan
karskier pada hakum.

Bakailan dengan proses pombentukan hokum  scbagaimana yang
dinngkapkan oleh Anna Seidman di atas, membawa implikasi pada pembuatan
sate peraivin permdmme-ndsngan yag @k dapat dilepaskan dengan problem
sosial dalam swatn masyarakat. Motode yang, dipinaksn Anvn Seidman sendirt
adalah melal metode probizm sohing dengm mengmirodusic ROCCIPL (Rule,
Ovportimity, Capacity, Communication, Interest, Process, Tdeologyi™. Selain
peratoran  perendang-undangan i masa mendatang  dengan  mengeunakan
metode-metodde seperti metode RIA (Repulaiory Tmpact Assessment).

Regulatory Impact Assessment scbagai sealn proses vang secara
sisternattk mengidentifikasi dan menilai dampak dar suatu pengajuan kebijakan
ataupun  peraturan  perimdangan dengan metode analisn yang  konsisten
merupakan suatuy mectode yang digunakan scmakin banyak negma antuk
mendapatkan keputnzsan penctapan peranman vang efekif dan efisien. Adapun
iren untuk menpadopsi pendekatan RIA dalam proses pembertukan persinran
penundng-1mdangan di beberapa negara berkembany hingga talam 2005 dapat
dilihat dafam skema berikut;

& Willieon . Chambiizs dan Fobert B, Seidhen, 1971 Lo, Ovdeyr amd Deoer. Addizon-
Wesley Publishing, Iac. Philinpines, p 73.

=, Ann 3eidmen, Robert B, Sekiman aod Malin Abcyaerkewe, 2001, Perigasunant
Rarnoargarn Opocit, Bhm. 25340,

2 thid, him. 117.
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formal, material), organisasi atzu lembaga lembaga halmm yang
texlibat dalam proses heknm zerta badaya bukom masyaakat;
() sclorwh unsur atau komponen tersehi saling berimeraksi dem
tmterdependensi dalam proses hukum, tetapi masih dalam suatu
Heatan sehingga proses hukuorn tersebut dapat berjalan dengan teratr,
tertib dan sistematis membentuk san kesatuan yang utuh; dan
(3) dani sistem jtur terdapat tujusne yang ingin dicapai sebagai irasil akhir,
yaitu pengelolzan scsial, kepentingan unfuk mencapal  sustu
masyarabcit yang tertib, adil dan dama. Selouh wnsr atan
komponen terzebut dalam suatn lingkungan yvang kompleks.
analisis untuk mengakur keberpihakan peraturan daerah pada pemenuhan hak-
hak ekostomi, sosial den budaya. Memunn Bentham pembuatan bukum sejafinya
harus sebagai “the grediest happiness of the commmity™™ Hukum harus
memlatsnpkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Isinya merupakan
jaminan ferwujudnya kebahagiaan iersebwt dan agar kebahagiaan tercapai
Bentham mensyaratkan pemboatan hokom wajib keluar dari anaslizis tekmis
legmislasi kepada pembahasannya i dalam kerangka kehidupan sosial yang lebih
besar. Ukuran-ukurasmya adajah entri~nin sosiologis seperti:
1. asal usal sosial Undang-imidang;
2. motif di belakang pembauatn Undang-umdang;
3. melihat pembustan Undsnp-nndang sebagai cndapan konflik kekuatan
dan kepentingm dalam masyarakat;
4, susuman  dari  badan pembnst  Undamg-undmg  dan  implikasi
sosiologisaya;
3. membahas hubungan antara kualits dan jumlah lindmg-undang yang
dibuat dengan finplomgan sosial dalam suai peripde tertentr;
6. sasaran perilakn yang hendak diatur atan dicbab; dan
7. akibat-akibat yang dikchendaki mavpua tidak ®

Secara teknis operasional, oleh Fuller™, untuk mengukur dom
memberikan kvalifikasi tethadap sistem hukum {Perondang-undangan) yang
idenl dileiakkan dalam 8 {delapem) principle of legality, yaitn:

1. Peraturan hares berlakn juga bagi penguasa, harus ada kecocokan ataw
konsistensi antara peratoran yang dimsdanmgkan dengan pelaksanaanrya,
diesngkan dalam peraturan vang berlaku umum, arioya sustu sistem

¥ Jerany Benthmm, 2006, The Theary of Legislation, (WM. Tripathi Pyivate Lueviked,
Eﬂmbﬂy,n]ﬂi]:ﬁhaaaﬂj]rhﬂdz,ﬂﬁ_ Fenerhit Nuza Media & Woansa, Bandung; Baca pixla
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fondamental ncgamm)

Kelompok IT : Staars Grundgesetz (amran  dagarfaturan
pokok negara)

Kelompok HI :  Formell Gesetz (Undang-Undang Formal)

Kelompok IV :  Ferordming & Awronome Sotzung {(afuran
pelaksana & ahnran otoiom)

Fenerapan teari Kelsen dan Nawiasky dalam konieks Todonesia, memenut
A_Hamid S. Attamimi”, dapat diperinci sebagai berikut:

1. Stamsfimdamentalnorm: Pancasila {Pembukaan TTUD NRT 1945).
2. Seaatsgrundpesetz: Batamg Tubuh UUD NRI 1945, TAP MPR diw

Konvenst Eetatamegaraan,

1 Formell geseiz: Undang-Undang.

4. VFerordmumyg en Autoreme Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peratoran

Pemerimtah, Peraturan Paerah hingpa Keputusan Bupati alan Walikota.

Memperhatikan ams pemikiran Hmms Kelsen manpun Hans Nawiasky,
menvn Maria Farida Indrati, secara wmuam jenjang norma atan  hierarks
peratran  perandang-nodagan  balk yang bersumber dari Hans Kelsen
(Stfergheoric) atagpon yang dipaparkan oleh Hans Nawiasky wscbwst {die
Theorie vonr Stfennordmmg der Rechtnormen), pada prinspoya memypronyai
banyak wnsty kesamasn, Adapun voser kesamaan antara Kelsen dan Nawiasky
yakni same-sama menyimpulkan bobwa sirokine dari pads sema-norma im
dilvmeun secarn berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, dalam arti snain nonma
tn berlakn, bersumber dan berdasar pada nomma vang i atasnya. Norma yang
i atasmya berlakn dan bersumber pada nonna yany di alasnya lagi. Demikian
seterusnya santpat pada soaty nonma yang testnggl dan fidak dapat dikelusun
lagi samber dan asalnya tetapi bexsifal pre-supposed din ayviomatic. Kendafi
Hans Kelen terlebik dahulu mengeluarkan teori jenjang morma, namuon die
theorie von Stufermordmmg der Rechtnormen olth Hans Nawaasky lkebih
kompleks dan pada Stufenifieorie Hans Kelsen™.

Apabila dicermati, setidabnya ada tiga hal yang menjadikan kelehihan
dami tearioya Hans Nawiasky, jika dibandingkan dengan teorimya Hans Kelsen,
yaitn: Perfame, Hans Nawiasky swdah membagi semmma norma vang ada ke
dalam empat bagian, yakni: Stoars-fundpmental-norm (norma fmdamental
negara, NMagis-grungezerz (atwan dasar negara), Formell Gesetz (Undang-
Undang Formal), Perordmmg & Awtenome Satzung (aturan pelaksana & aturan
Hans Nawiasky telah membabas teorl jemjang nonma ite secara lelih khusus,

% A Henmgd A Adtzoeipn, 1990, Peronon Kepadnsar Presiden Republik Indorezia dalame
Presichen garg Berfungsi Pengatiran dalam Kurume Wakiu Pelite el IV, Disertosi Inm
Hukum Falmttas Pascasarjana Universitas, Indonesia, Jalkarta, him, 287,

O Moripg Foodo Indoet 5, 2007, Fan Porwwdang-Lindang: Joms , Purgsl don Materi
Mueiom, Kanisius Yogyekarts, him. 47-48
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tertinggi yang dijadikan pedoman Jdalan praktik penyelenggaraan nepara dan
pembertukan peraiaran perundang-yndangan.

Pancasila schagai dassr negara memang berkonotasi yuradis dalam art
melahirkan berbagal peraturan perundanpan yang tersusun secara hirarkis dan
Paxasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial polink
tenpad hodeoom enjadi salah satu alatmya. Kedndokan Parcasila schagai dasar
negara dapat dilihat dari tiga aspek, seperti yang dinngkapkae Candra Irawan®:
viverxdi atav kesepakatan luhur yang mempersatukan semua tkatan primordtal
ke dalam sam bangsa dan selunih tumpah darah Indonesia yang sangat lsas dam
dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi
penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan deri nilai-nilai vang telah
moyang hanpza Indonesia. Kefipa, yuridis Pancasila menjadi cita hukom (rechis
idée} yang harns dijadikan dasar dan mjuan sctap peratumn perundang-
vndangan di hkbonesia.

Arrista Trimaya®” memberikon beberapa pandangan- nya terkait dengan
vpaya univk melakukan sinergi antara produk hukom dscrah dalmn hal
peraturan deersh dengsn penmdang-awndsngan yang lebih tinggi, yaito:

a  pepyosunan Peraturmm Daerah harus sessai dan tidak  bolch
bertentanpan dengan Pancasita, NKRI, UUD NRI Tahem 1945 dan
Bhirmeka Tunggal Tka;

b. peoynsunan Peramran Daersh harus berpedmnan pada asas
punbﬁﬂukmp&mﬂmpﬂmdﬂngundmgml}mﬂgbmksebagmmm
yomg telah dizstar dalam T Nomor 12 Tahun 2011;

c. pengharmonisasian maferi wmatm sodu Rapezrda dengan materi
muzatan yang ada dalam peraturan perandang-undsngsn di atacoya
puaﬂmpaundmgmdangandimsRapcrdadapaIdimﬁsipasi
sebelum Raperda tersebwt ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
schingpa podensi pengujian Peraturan Daerah ke Mahkaeah Apung
dapat dihindari denpsn adanva pelaksanaan hermomisasi dan
smkronizasi imi;

d. pengoplimalan peran Balexda scbagai  koor-dimator dalam

® _ Candra Irawan, Parcasda Schagai iondesan Pembengaman Fulurn Blereond krdoneode,
Jurnal fhmisk Bulvon Bengkoelen Justice Volome 1 nomor 2 Nopember 2011, Prapram
Sindi Pascesarjane Bron Halumsm Faloettes Holeom Universiias Booghelu, i 15

w_ Arvintn Trivsaya, 2014, Mevagudkar Sien Pembesttukon Periuren Deesreh Detipm
Pemborikikan Undang-Undang [Creating Sgnesgy Setiuen Roegional Regrdotions Arad Lo
Malking), Jurnsl Legislasi Nasiomal, ¥ol 11 No.3 September 2014

39



Rahmad Salria

4) Sistem lmkem yang dibangon berus dibangun unhsk mewnjudkan

kesejahterasn vmum dan keadilan sosial.

Keempat kaidah penvowhm tersebut, dapat dijelaskan bahewa: Perdoass,
bakum-hokum & Tndopesia tidak boleh memeat isi yang  berpotensi
(menyebabkan) terjadinya disintegrast wilayah mawptm ideologi karena hal im
darsh Indonesin yang terikat dalam persatuan. Kedue, demokrasi yang menjadi
dasar politik (kerakysitan) menghendaki pembustan hokum  berdasar
kescpakatan rakyal atan wakil-wakiloya yang dipilih secma sah baik melalm
kescpakatin aklamasi maupun herdasar suara terbanyak jika mufakat bulat 1ak
dapai dicapai; sedanpkan mnomokrasi scbagai  prinsip negara hukum
menghendaki agze Iukum-hukem di Indonesia dibuat herdasar subsiansi holkum
yang secara filosofis sesval dengan rechis ide Pancasila serta denpan prosedor
yang benar. Dengan demikian hukum i Indonesia tak dapat dibuat berdasar
“menang-menangan” jumlah pendukung semata tetapi jiga harms mengalir dani
filosoit Pancasila dan prosedur yang benar. Ketige, hulkum-hukom di Indonesia
harus mampu menjaga agar yang lemah tidok dibiarkan menghadapi sendm
pihak yang ket yang sedah pastl akan selalv dimenanpkan oleh yang kol
(Meh sebab itu bokom-hokum dif Indonesis harus mampe memben proteksi
khnsus kepada kelompok yang lemak agar mampn mempersempit jurang sosial-
ckonnni yang munpkin fimbol karena eksploitasi olch yang kaat tethadap yang
lemah. Hukum yang berkeadilan sosial, dengan demikian, adalah hakmm yang
dimak=ndkan mntuk mempersempit jurang atara viog kuat dan yang lemah atan
antaa yang miskin dan yang kaya. Yudi Laiif™ menepackan, satu-satuiya sikz
Pancasila yang dinemuskan dabun Pembokaan UUD MRI 1945 denpgan
mengpunakan kata kerja, adalab pernyataan tentang salah satu tjuan negara
dalam ramgkaian kata mewepidkan suatn keadilan sosial bagi sehuruh rakayat
Indonesia. Keempar, Indonesia sebagai Negara Pancasila sdalah scbash
refigions nation stete, negara kebangsasn yang religius yang members
perdindungn knat terbadap setiap warganya unink memelok dm melak saoakzm
ajaran agamsnya masing-masing kmpa boich saling mengpanpgn, apalagi
mengarah pada disimtcgrasi. D dalam konsepsi yang demildan maka hukum
negard tidak dapat mewajibkan berlalmnys hukum apama, tetapi negara heas
memfasilitasi, metindungi dan menjamin keamanannya, jika warganya akan
melaksanakan ajaran agama kavena keyakinan dan kesadarannya semdinl. Jadi
umuk hokem agama nepara bukan mewajibkan pomboalskssonys menjadi
hokum formal yanmg eksklusif melainkan memfasilitasi, melindungi dan
inenjamin kesarem bag yang ingin beribadah dengan peauh toleransi.

woYudi Lo, Neogara Porgrone; Mhaieccsiton, Sestonalitos, can Aktualites Pancaoiia, PT.
Gramedin, Jakarta, hhn-606
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kewensngzn dari pematmat perstucsn peroadang-undangan. Seliap perahinm
Peraydang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwewenang.
Kalsu tidak, peraturan Perunding-undangan Tim batal demi hokom (v
rechiswege miefiz). Kedws, Keharwan adanya kesesmaian bentok atan jenis
peraturan  Perundang-undang:m demgan mafteri yang diahir, terutama Kalae
diperiqtahkanoiﬁhpemmmPerundmg-mdmgmyanglebihﬁnggim
sederajat. Ketips, kehamsan menpikufi toa cara tertenti. Apabila tata coa
tersebut tidak diikuti, persturan Perundang-undsngan mungkin basal dennd
hukum atas tidek/belum mempanyai keknatan hudnm mengikat. Dengan kata
fain, wiealnya peramran dacrah wajib mencenminksn dassr-dasar yuridis,
sosiobogis dam filosofis.'®

Securatekmsnpernsmnalﬂgardalampembum[mdanﬁrdatednngm
konsistensi isi dengan Pancasila dam UUD NEI 1945, maka pada saat ing dt
Indonesia telah ditetapkan keharusan adanya Program Legislasi Nasional
(Prolegnaz) dan Program Legislasi Daerabh (Prolegda) yakmi penyusunan
rencana pembastan UL di tingkat nasional dan Perda i tingkat daerah wiuk
periode saiu taben disertai prosedar dan mekanisme pembuatammya yang ketat.

Prolegnas dan Prolepds yang dibuat untuk masa lima tshon, dapat
dipenggal penpgal ke dalam program taboneon sebaged peiceilas pelaksmiam
bexrdasar anggaren yang disediakan. Sclain ita, dengan alasan tertentu Prolepnas
dapat disisipi dengan aadexi (RLUTU) ban, fika ada alasam-alasan yang kuat, yaitu
sepexti: (i) ada pasan MK yang mexyehabkan terjadinya kekosongan hukanm
yang haros segra didsd, (1) ada Perppy yang mam atau tidak man harns dibahas
mmDmm{m}ijmmmlmm
dizatifikasi dulaom wakiu sinpkat dm (iv) ada siimasi mendesak yang
mengabammskan adanya Undang-Undang.

Keharusan adamya Frolegnas dan prolegda dimaksudkan, agar senma 17
dan Perds vang akan diboat dapar diilsd lebik dulu kesesusannys dengan
Pancasila dan UUD NRI 1945 melalni perencanaan dan pembahasan yang
matang. Prolegnas dan Prolegda menjadi permyariog =i (penuangan) Pancasila
dan LNTD NR1 M5 di dalam UL den Perda dengan dua fmgsi. Pertoma,
sc¢hagai poiret rencana isi hukum untuk mencapai tijuan negara yang seswai
dengan Pancasila selama lima tabun; di sini rencana isi hukum dapat
diticmakin  lebih dulu agar sesual dengan Pancasita. Kedws, sehapai
mekanisme dan prosedur pembuatan agar apa yang felah diictaplan sebagai

14 dalam prolegnas dan prolegda ini diahr pula mekanisme pembuatan
Ut ymg tidak boleh dilanggar denpan konsekuensi jika mekanisme i

M, Pragyarat i ecbagaimena disjarkan oleh pengembang tecri kebetlatnan bukuose,
gepexti; Ubrich Klug [1965), Henkel {1974} Andis Aamio dan .J. Wroblkewski (1984, Dan
Hexnlard (Y971), Boca, J-I H. Brugnk, Reficks Towang Shdaon[Tejemaban, Bernard Al
Sidarta), Citra Adiya Bakti, Banwdong hm, 141-154.
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BABIT
STUDI PEMBANGUNAN
BERBASIS HAK ASASE MANUSIA DAN HUKUM
RESPONSIF

A. Hukum Responsif Sebagai Alat Analisis

Membangun masysrakai berkeadilan mempakan suaty keniscayamn
adanya persn dard Negera 3 dadam segale proses kehidupar berbomgsa dan
bemegara, Poran Negara terscbut bukanolah vntnk MNegara, namun
diperaninkkan bagi kesejahteraan masyarakatreya, termasnk dalam konteks ini
adalzh kelompok masyarakst marjimal. Relasi kemasyarakatan yang scimbang,
beabasis pada Ketohanam, keowmusian, nasionalis, demokratis dan keadilan
sosial mutlak diperiokan. Nilai keseimbangan fersebaur tercermin dalam
Pancasita, yang kesemuanmys fidak terpisahkan, bersifar komnlatif dan
komplementer sechingga harwes berjalan secara integral dem sistemik secara
seimbmsg.

Memisahkan hakom dari kemamsian dan keadilan hars dibaysr mahal,
fakror mamzia dalam holown sudah terlaty lama disbeikan untuk lebih membesi
tempat kepaita holem. Bapi penshadi hokum, yang melihat bukum boksn hanya
dari segl normatif saja tetapi juga sebagai sebush produk peanikiran manusia,
schuab perondang-imdangan pada keayatazn sering memiliki kelemahan estuk
ambivalnsi antara satu atwran dengan yang lainnya, masukmya beberapa
kepentingan dzlam pembuatan suam peratuean peroadang-undimgan. Praktkirya
kepentingan tersebmt, sebenamya bokan umnk tujuan idealisme Inkem yang
berbasis pada keadifan dan kemanusian.

Dulam rangka menjawab pevmasalahan ‘mengapa konfigurasi politik
Pemerindahan Diacrah Kalimanian DBarat vang demokratis dewasa il
tidak/belom mampe menghasilkan permturan daerah yang responsif atan
berpihak pada pemenuhan hek ekonomi, sosial dean budaya bagi masyarakat
marjinal’. Sdi ini menggpakan koosepsi teori pembangonan berbasis hak
asa5i manesia {pembangunsn berbasiz HAM) sebagai kaideh evaluasi.

Secara substansial pembangunan berbasis HAM merupakan salah satu
Inti dari pembangunan berbasis HAM adafah bahwa nilai-nifai dan standar
universal HAM harus mendasari pembanpnnan, baik proses maupun hasilmya.
Pembangunan besbasiz HAM merupakan inovasi yang dibangym melahii proses
sejarah yang panjang dan terkait upaya nnink menciptakan praktik yang
sepenuhnya meaggabungkan bidang HAM dan pembangunan. Harapannya,
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marjinal, teori pembangmnan berbasis FIAM mengajukan setidakaya 7 (ujuh)

prinsip yang menjadi semacam kaidah evaluasi apakah suam  proses
pembangunan ielah berbasiz HAM atsu justru sebabikmya. Ketnjuh prinsip
tessebwt adalah sebagaimana dirsngkom olch para penchti dari KOMNAS HAM
di bawah ini:

(1)

@

3)

4}

(3

(6)

Y

Ruile of law. Prmmplmpelmngthlmpembanglmanbﬂbamsmm
HAM harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang kuad serta
sistemn peradilan vang kompeten, tidak memihak dan independen unink
memastikan bahwa hukum ditegakkan secars adil dan diterapkan nmuk
SEInuA orang.

Universal dan tidak depat dicabat (mrversofism and inealicnability).
Prinsip ini mencgaskan bahwa siapapun, baik perempuan, laki-laki dan
anak-smak berhak ootek menikmati | hak-hakoyas karema derajal
kemanusiaanmya. HAM jugs tidak dapal dicabut dalam arti bak-hak ini
fidak dagpest diamhil dari seseorang atan diserahkan secara snkarels;
Kentghan dan kesalingtergantungan {(indivisability and interdependence).
Prinsip ini mengisyratkan bahwa ruang lingkup pembangunan berbasis hak
bersifat menyehwah karena definisi, konsep dan mdikator kesejahteraan
beragan. Dalam konteks mi, hak sipil dan politik dipedsdukan sama
pentingnya dengan hek ekonomi, sosial dan badaya.

Noo-diskrpninasi dan kesctaraan (nown-diccrimination and equality).
Prinzip ini merupakan aspek yang paling reendasar dalam HAM, tidak saja
sehagai sumber dari hek-hak desetarsan yanp subganiif, samun jug
pending yotek penghormatan, perlindungan dan pemennhan HAM lainnya
secarn penilt;

Partisipasi (parficipation). Prinsip pariisipasi dalam  pembaingmam
bermakna babwa scliap ormg berhak berpartisipasi dalam, berkontribasi
terhadap dan mentkmati pembanpunan dalam semus aspek: sipil, ekonoim,
sosial, budava c<km politik. Ta juga berarti bahwa sempa ofang berhak
berpartisipasi di dalam masysrakat semaksimal potensi yang meteka
mihiki;

Pembezrdayaat (empowerment). Dalam konteks pembangunan berbasis hak,
prinsip ini ditarik dari relasi keboasam yang lerlibat dalam menegaskan
tmbian dan penyadaran atas hak, memengarohi pembuatan keputasan
kepidusan pembaspman  yang mcmengarvhi  kehidupan  seseorang.
Pemberdayaan mernpaksm bagian penting yaog tak erpisabkan dalam
proses dan cutpat pembanginan;

Aknnisbilitas dan transparansi (accowrtability and transparency). Prinsip
skurabilitas berasal dari fakia bahwa HAM mensysaratkan tnggnng jawab
(dury), semeniara tangeung jawab mensyaratkan akuntabilitas. Prinsip
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keadilan sosial meamtiiubkan tatanan hukum yang responsif. Kebohhan mi,
sespngouhnya telah menjadi terna utama Jdari semua ahli yang sepaham dengan
serangat fmgsional, pragmatis dan semangat purposif (berorientasikan tujusn),
seperti halmya Rioscoe Pound, para penganai paham realiane hukem dan
kritikns-kritikus kontemporer.

Nonet dan Selznick fewat bukum responsif, menempatkan bukum sebagai
sarana respons lerhadap ketenbwm-ketentum sosial dan aspirasi publik. Sesuai
dengan sifamya yvang terbuka, maka tipe hukuwm i mengedepankan akomodasi
mkmmm?;rm@mmmmammmmkmmm
exnansipasi publik.™ Kepedulian pada alkomaoidasi aspirasi sosial, menyehabkan
teori ini tergolong dalam wilayah sociological jurispriudence. ™

Roscoe Pound schagai pengpagas alirn ibow hukem  sosiologis
{sociclogical jurisprudence) inml, juga mengintroduksi gapasan tentang
pengeunaan hukum sebagai sarana social engineering. Oleh para pengamiinya,
usaha enginecring ini dianggeap sehagai kewajiban untik menemukan cera-cara
yang paling baik bagi memajukan atan mengarahkan masyarakal.

Pomnd menclak studi hukam sebagai studi fentang peratran, melainkan
kelanr dari sim dan melibat efek deni hukum dan bekerjanya bukum. Termtang
ini, dikatakan oleh Pound, “.. o erzble and io compel low moking, and also
werpretation and application of legal rules. to make more account, ad more
intellipent accoont, of the social jact upon wich law must procesd and to wich i
to be applied™.'"" Fokus utana Pound dengzn konsep social engineering adalah
irterst balgncing, dan karenmanya yang terpesting adalah tujuan akhir dar
niknm yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke srah yang kebih
mae. Bagi Poumd, antara hukum dan masyarakat terdapat hobengsn yang
hmgsional. Menurvinya, hulkamn tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi hanya
terschot dalam kescimbangan,

Pound mengpklasifikasikan kepentingan dalam 3 (tiga) golongan.
Pertoma, kepentingan individu, yaitu harapan mdividual yang dinyatakan dalam
kehidupan bersama. Kedua, kepentingan publik, yaitm harapem suato masyarakal
yang texorganisasi secara politik. Kefiga, kepemtingan sosial, yaitu harapan yang
kehidupan z0sial. Berbagai kepentingan yang ada sedemikian mpa ditata oleh

kodini brpaichon terhadep bakom, Philipe Nooet dan Philipe Segnick, 1978, Loe and
Sociely i Transitorr Towand Responsive Law, Thd., po 192,

A fbdd, ¢ 192

1K WMWW&MMMMMM
menekonkon pada upenm ekang-bangatn hokora yasy selven secira soaial Denpem
knitan lain, Spoologicnl prispradenoe merupaken oMl hukam yEOg mengEunalkcan
pendekaton sosdologi. Allran Inl memberi pethatian pada dampak sosial yang nyvatas dad
imstitasi, dolirie, don praktil habnom,

1, Battipdrs Rahurdin, “Hulum Progresd |, Op €, hal. 45
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pragmatik, bextujuan dan rasional Kedwe, kompetensi mengads patokan evaluasi
terhadap semua pelaksanaan lekam.

Mengingat kompetensi sebagai tojuan berfungsi schagal nooma kritik,
maka tatanan hukum responsif menekankan:

I. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hakum;

2. Peraturan merupakan subordinast dari prinsip dan kebijakan;

3. Pestimbengzm hvkem hars berorientasi pada tujwm din akibat bagi
kemaslahatan masyasakit;

4. Penggunasn diskresi sangal dianjurkan dalsm pengambilan keputusam

5. Memupak sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan;

6. Morzlitag kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;

7. Kedmasaan didayagunakan umtuk mendukung vitalitas hukum  dalam
melayani masyarakat;

§. Penolakan techadap lmknm hams dilihat sehagal gugatan ferhadap legitimasi
hokw;

5. Akses pa:lisipﬂsingublik dibuka lebar dalam ranpka infegrasi advokasi
hukm dan sosial.

Lebih lanjut mesurat Adji Samekio'®, diskursus tentang responsive low
dari Nonet dan Selznick sesungguhnys sangat dekat dengan ide {gagasam)
hukumn progresif yang ditawarkan Satjipto Rabadjo. Dalam konteks huikum
progresif ind memang kita disjak berpikir cwr of the box dari cara bexpikir
argonomous law. Berpikit ot of the box disini dimaksed agar kita tidak
terbatasi olelk cara berpikir dolam sistemn bukum modem saja “yang
merefleksikzm atonomons iow™ dan menpangpap cara berpikic i adakah yang
paling benar, karena terbukti eutomomons Jow dalam praktik sistem hodnm
madern hanya mampu mewnjadkan forma! justice. Makna yang iorkandung
dalam hokem propgresif ini bisa menjelasksn makna tipologi responsive law.
Gagagan hukum progresif bisa dipnnakan wnink semakin menjelaskan hakekat
rasponsive lgw dari Nomet dan Selmick, karena kedusnya bertiujuem
menegakkan keadilan yang bersifat substansif. Hukum progresif berangkat dari
keburitusn karena hukum (yang dikatakan bewsifat otomom) tidak mampn
memberi manfaat viruk mewnjudkan keadilan substansial.

Huokum responsif, oleh Nopet dan Selmick dikontraskan dengm duva
model yang lain, yaitn hukem represif dan hukum otonom. Hukum represif,
yain hikum sebogai alat kekuasaan mepresif Tipe hukum i bertwjuan
memperishankan wafur gue penguasa yang kerapkali diterapkan dengan dalih
megjamin ketertiban. Dengan demikian, hukum ini dinmaskan secara rinci
mntuk mengikat setisp orang, kecuali penpussa/pembuat hukure. Hokum

11, B, him 2-4.
™, Adii Spmeidg, 2013, e Bukum Delam Perfemtbatogon Pesmiloom Merages  Post-
Mndermizmme Indepth Publising, Bandar Lampumyg,. him. 112
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Pembahassn meagenai pembabakan hukom dalam ketiga rezim tersebut
seringkali melupakan satn dimensi terpenting, yaitn kekhawatirag daci Nonet &
Selznick sendiri mengenai mode] pembabakan terscbut. Bagi Nonet & Selamick,
ketign pembsabakan terscbut menyisakan sate portanyaan besar, yaitu bahwa
Justru di entara model pertama, hulum represif dan model ketiga, hukum
responsif, yang terletak di antara dua kortub yang jash berbeda; yang koersif dan
yangmmslpmfsmmggnhnyabumgkmdmsaﬂimm?mgmahhwa

kq)mu%npohﬁkdankekmsm “yang febih Inp=", huknm pogitif dapat
disingkirkag

Implikasi dari kesamaan asumsi tersebut adalah, bahwa perbedaan
antarm koersif dan emangipatif dalem sikap hokom adalah satm hal yang tipis
adanya. Bahwa setisp stakeholder, hukum harus bertindak owt of the bax.
Sementara i, bagi Mockisr Knsumaatmadia'™, fungsi hokum pada dasarnya
adalah konservatif, arfinya bukum bersifat memekihara dan mempertahankan
apa yanyg telah tercapai. Namun demikian, hukum juga memiliki fingsi yang
msakna hakm tidak cukup hanya memiliki fimgsi yang konservatif, melainkan
juga harus dapat berfungsi membanto proses perabahan masysakat yang
sedsng membangun. Soetndyo Wignjosoehroto™ dalam salah satu konsep
hukumnya menjelackan bahwa hukom dikensepkan sebagai pola perilakm
dan/atan sebagal institusi sosial yang riil den fongsional dalam sisiem
signifikansi sosialnya dan tidak hendak dibatasi sebagai positive Borm og it
writer in the book senata.

Permagalahan yang enmcl kemudiom adalah bagaimans menentokan
keduanya, antara yang represif, ].rﬂngkonseﬂailfdan emansipafif yang sesoai
sgmfikansi sosiasloya. Stodi im dilakekan dengan memperfimbangkan
kermmgkinan muncwlaya tipe yang cmansipatif yang tampak terlewatkin dan
pediatian penstadi hnkum yang beranjak dari keranpka Monet & Sclzoick.
¥ang pansipatif den berprespekiif HAM, khusvswya hak chosob bagi
masyarakat marjinal dapat diwujudkan dengan mempergunakan metode RIA
{Regulatory Impact Assesemert), ROCCIPE (Rule, Opportunity, Capacity,

12, Noovet 8 Saelnicle, 2007, Hoktr Responsif, Peoerhit Noss Medis, Yopysleris hbm

E10-130.

L] Hnnﬁm-lhsmnmalmad;a Furgs dion. Perberebongor Ehoaom dolam Perebangemem.
Nasiormil, Binacipta, Barvdong, bl 2-3. T bwlonesia, Toon dan pengparngpms apptae

puldnymmhmmunmkkzpm:mnptmbmwn tdak dapat dilepaskan dear:

sosok Mochter Ku

Lt ww&mmwww,mﬁmm

Perlulinhan i FIH UNDIP, Sconecsog.
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adanya susupem kelatanegaraan negsra yang mendasar dan adanya pembagian
seria  pombaiason  tupas-tugas  kelaneparasn  yang  aondisar,  bilamana
pembangunan (hukum dan masyarakat) berbasis HAM hendok ditempatkan
schagsi sugie paradigma dalam kaianaye dengan pembanpnnan peraturan
daetah yanp, berpihak pads pemennhan hak-hak ckosob masyarakat marjinal,
Maka hal i tentu says tak dapat dilepas-pisahkan dengan cita hakum Pancasila
yang jnga berkedudykan sebagnd suato paradipma pembangnnan di Indonesia

Melalui Pancasila sebagai ¢ita hukum sekaligus paradigma pesbangman
di Indonesia yang hendak divajndkan dalam svaty otonomi dacrah, maka yang
hendak diwgudkan sesumgguhnya tidak lain merpakan pembanpman daerah
yang dipadokin dengan pembanpunan regional dm uasional yang menjamin
keseimbangan dan kemeratsan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
sehingea mampu menegakkan kedanlatan din keutuban wilayah NKRI. Gleh
karens ite, paradipma ini denpan sendivicya mampu mengainsi  sisiem
perencanan yang sifstpya semiralistic sekalipns mengabaikan kemajemukan
dan hak-hak yang dimiliki masyarakat beserts keanekaragaman kebudayaanmys.

Berdasmkom uraian di afas, maka kerangka pemikiran dalam pepelition
ini dapat digambarkan melalut skema berikut:

Skema 1: Kerangka Pemikiran

I Kanlgerid Palnlr Demlslic (oboraial Falli) 3 Kankier Pk (Fradsk Lephiagy Repandt I
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Pamdigma dapat diartikin sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini
dan menentukan cara memandang gejala yang ditelash. Ia dapat meliputi baik
kode etik, mavpon pendangan dimia {welthilf), yang memengarohi jalan pikiran
dan perifakn ilmuwan dalam beroleh-ibma'®. Cara memandang pejala yanp
ditelash terscbat, melaful seperangkat keyzkinan yang mendasar guma
mmgungknpkcbmmmﬂahyangmakmmepmaldjschtﬂpma:hgnmm

Sehagaimann pencgasan & atas, studi ini berpfhak pada peradigma
konstruktivis. Guba dan Lincoln berpendapat bahiwa ostelogi, epistemologi dan
metodologi dari contructivism paradigm adalah sebagai berikut:

a. Ootologi, yakni pemohamar testang bentuk-sifat-ciri  realitas, dari
nelativisme. Ontologi penelitisn ini mengasumsikan hukem sebagai ala
unink mewnjudkan kepenfingsn ekonomi, hehkan dapat dikatakan hukem
adalah kepentingan it sendiri.

b. Epistemologl, yaitn pemahaman watang suste reakitas aten tentuan susiy
penelitian menmpakan prodek atan diperoleh dari interaksi antara peneliti dan
vang ditelid.

. Metodologl, atau sistern metode dan prinsip yang diterapkan oleh mdivido di
dalam ohservasi atwm vestigasinya dari  constrecliviom  adalah
dialektik antarn peneliti dengan infiormzm untuk merekonstruksi realitas yang
ditetili mefalui metode lomalitatif seperti participant observation. Krteria
kmalitag penclition bersifat autherticly dan reflectivity, sejanh mima femuan
sogial, termasuk di dalamnya adalab pelakn politk.

d Aksiologt, yaitn nilai ciika dan pilihan morml mermpakan bagian Gdak
terpisahkan dalam suatm penclitian. Peneliti sebagai parricipanr satik
memahoni  kersgaman subjekiivitss pelaku sosial dan politik. Tujuan
penelitian adalah melakukan rekonstmksi resfitae sosial secara dialektik
antara peneliti dengan aktor yang ditclie, >

. Liek Wilardjo, 1990, Redlita dan Desiderofa, Tata Wacana University Salatizs,
hin171.

. Parulipms yang dimaksdkan dalam ghadl inf bl sepanglat kryakinan  dasar
sebagai 'set of befimw’ yang mengarabkon semna poses penclitiom i Thomas
Buzhn 2000, The Strucure of Saentific Revolutim (Texjemahsn), PT. Remaia Rosda Karya,
Barkiumg: dan Ignas Kleden, 1987, Sikop Amich don Kritke Rebudoyean, LP3ES, Jakarts
bl 20,

14, Etlyn bnderli, “Sdggang Pondong Critical Theory, Criticel Legel Theory, dor Crificad
Legal Sturkies™, Mogalah Mazalah -Mazalah Hekam Fak Hukum Ungip, Vol 30085 Ho. 3
Juli 2002, Semarang, him. 139, Periken jugs Egon G, Ouba don ¥. Yoona 3. Lincoln,
1934, Haudbook of QucaRiative Rassorch, Sapt Poblicabon, Loaodon. 3 110-111. anpuh
wreien konsturktivisme sehegsd parslipgna beru olkh Eryn Inderti dalam 15, Snsanio
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pemerintahan daersh dengan pelembagasn hukwm daersh dengan berbagai
variabel sosial vang ada. ™

Secara epistimologis paradigma konstrakiivisme ini menempatkan posisi
pencliti sctsra dan sebiss muongkin masuk dengan subjekmva dan berpsaha
mmhmnimmm')gknnxmlksikmsesuam?angmmjadipmahamansisubjek
yong akan diteliti'"’. Eryn indarti'"' menegaskan bahwa constructivism atan
legal comstructivism sejatinya merupakan konstroksi mental yanp bersifat
ehatif, majemuk, beragam, istanpible, lokal dan spesifik. Konstruksi mexntal
tersehat dibangum melalui pengalaman kehidupen manusia mulai dari kehidupam
pribadli, kejearpa, masyarakat, bangsa, Negara, hingpa kehidopan antar Negara.
Dengan bahasa yang [ain babwa peneliti harus mampu menangkap dan
mengupgkap hal-bal yang tidak kasat mata berupa pengalionan sosial, aspirasi
alan apapun namun menentukae sikap-sikap, perilaku atau tindaksn obyek
peneliti, sehingea tidak mungkin terlepas dari adanya sebjekiivitas peneliti di
datamuya.' Karena diperlukan adonys intereksi subjektif itulah maka
konstmkiivisme (interpretivisme) kemudian menerapkan metode hermeneutik
dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran, di mana hermenewtik
mencoba melskukan identifikasi kebenaran/konstraksi pendapai oramg per
orang, sedanpkan dialcktika mencobz membandingksn pendapat-pendapat
tersebuet untuk memperoleh suatu konsensus, '

C. Strategi dan Data

Penelitian dilakukan melalid 2 (dna) strategd, vakni stadi kepustakasn dan
siueli kasns '** Smdi kepustakasn dilaknkan terhadop semua dokumen ataupam
hmmrmnmngknnﬁglm;;nlfﬁk,pemmmndaemhdmmm
Sebaliknya peribal studi kasus," adalah mempelajari secara mendalam kasus-
kasus pelangparan hak-hak ckosob & Provinst Kalimanisn Barat Kasos-kasns
yang ada diklasifikasikan sesuai dengm kategorisast hak-hak ekosob ysng
dilanggar dan dianalisis sesuai kebatuhan penelitian, Oleh karema itulah maka
tipalogi penelitinn ini tergolong socio-legal studies,"*® yakni stodi Tmkum yang

e Apun Sabim, 2007, Teori den Parodigme Penelition Sosiol (dori Denzin Gubs dan
Fenergpannya), Tiara Wacansn, Yopyeloarta, hhm, 33-61.

0, Apdimetn, 2007, Filsafat B Romurgkess, Q-Apees, hlm. 161.

M, Eityn Indsgti, Digiresi dan Paradigmo: Sebuah teloek Fizafat Hulwr: Pidato
Pergulkuhan Guru Besar delam Fileafat Hikum Fada Falaites Hukum UNDIE, Scammng
4 Nopenaber 2010, him, 3.

e Adfi Bamekio, Pergessran Pesikivon ... Op.cl him. 186,

3, Lebih lavgien e ov o

. Erdyn Indlarti, Diskresi dan Peradigme,. Op.ct, Hm, ™.

M. Penwlifion knaliiatif yane mendssei pertenyaannys pada howe dan why, sejatinve
memilih siratepd siiudi Inens kooena, dimsodkan enuk menganpiog peatstivs mass lahg
dam zelmligns maea kini dat kepnngkinan mess depen. Raca, Bobert KYin, 1961, Case
et St -fegped cfvechion melihot huloom ochopsi salob sot falovr dolam xistom seednl yaog
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S.Hot MM Kepala Bagin Pengadvan Kantor Perwakiln Kommnas
HAM Kalimantan Barat, Bapak Bambang S. Scerachmat, SH.,
Kabupaicn meliputi Kepala Bagian Huokum den Kasubag Dokrmentasi
Hukum, masing-masing:(l) Bapak Marianis, SH M., (kabupaten
Sambas); (2) Bapak Juli Siryadi Burdadi, SH.M.Si, (Eabupaten
Mempawah); (3} Thu Zet S, SH_(Kota Fonbianak); dan {4) Thu Yimiati,
SHL,M.51., {(Kabapaten Knba Raya)

(2} Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak M. Kebing L., Wakil
Eetua DPRD Piovinsi Kalimantzn Barat Tha Hj Semma Jirmy Heryann,
SH._MH., Bapak Masdar (anggota DPRDY Propinsi Kalbar), Ketua
DPRD Kabupaten Knbu Raya Bapak Bambamg Ganefo, SH., Wakil
Keiua DPED Kota Pontznak Bapak Herry Mustamin, SH., Wakil
Keiua DPRD Kabupaten Mempawah Rajuni, S.Pdl, Keina DPRD
Kabupaten Landak Bapak Herry Saman, S11 M. dan Kema DPRD
Kabupaten Sambas Bapak Ir H Arifidiar, MH.

(3) Masyarakat marjinal, masing-masing: kommias adat terpencil,
masyarakat pesisir, pedagang kaki Hma, anak jalmum, penghum
pemukiman komnh, kefnarpa miskie, tokoh pemgeiat pemberdayaan
pﬂuﬂpunndnnlﬂn-lﬂ&Uﬂtﬂkthpﬂtmﬁmmh;gﬂmhﬁmkﬂnﬂm&
masysrakal majmal imi, peneliti meagambil sejumlah beheraps
ndivida yang paling mewakili masing-mazng polongan terselrat yang
ada & tiap kabopaten/kota di Kalimantan Barat, sesuai dengen
perseharan masing-mazing polongan secara proporsional. Nama-name
yang adz diperolch dari data yang sudsh diperoleh texlebih dabulu dan
manpan pibak laimys yang disnggap mengetabni pokok masalab yang
diteliti, seperti Ketia Alianci Magyarakat Adat Nusantama (AMAN)
Kalimantan Barat, Ketua Walhi Kalimantan Barat, Ketea HoMa, Paa
Temengeuoge Adat, Camnzat dan Kepala Desa.

Dalam hal validasi data, peagecckan motu melalui triangulasi jusa
dilakukan, dalam hal ini triangulasi metode. Data yang dilnmpulkan melalui
wudi dokwnen dicek kembali konsistensi dan mutinya melalyi Foens Group
realitas) yang merupakan prinsip yang dipegang tegub dalam rangka konsistensi
o e data yang dikoompullcmn.

Ansalisis data dilakekan sejak koleksi data empins dilakukan. Teknik
analisis data dilakukan mengikuti “mode] interaktif® ala Miles dan Huberman,'*®

melalni sikdus kegiatan redoksi data, penyajian data dm pensmiken kesimpulan
atan veriikasi.

e, Mides, Matthew B, dan Michasl Hubereaan, 2002, Anglze Dofa Sucktaty; UF Preas,
Jakaria, him. 20
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Penatikan kesimpuolan dilaknkan selams proses penelitin berkmgsumg
seperti halnva proses reduksi data, setelah data termmpul cukwp memadai
maka selanjutoya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-
benar lengkap maka diambil kesimpulan akhr.
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Peratwran Daersh adalah naskah dinas yang berbentak  perataran
penmdangan yang mengatur wrusan otohomi dan tugas pembantuan atay
untuk mewujudkan kebijakan bary, melaksanakan peraturan yang lebih
tingyi, bersifat mengptor yang dibentok oleh DFRD dengan persetujoan
bersama Kepala Diaerah,

2) Pexkada (Persturen Kepala Daerah)

Peraturan Kepata Daersh adalah naskah Dinas yang berbentuk peraturan
perundang-andangan yang dibuat dan dikeloarkan untok melaksanakan
peraturan yang febih tinggi dan sifatnya mengatar, terdiri dari: Perahmm
Gubenuir dan/atan Pearaturan Bupati/Walikota.

3) PB KDH (Peraturaiz Bersama Eepala Diaceah)

Peraturan Bersama Kepala Daerab adalah saskah Dinas ying berbenink
paainran perondang-undangran yang dibust oleh dua ataw lebth Kepala
Daerah yntuk mengalur suate uwrusan yang menyangkut kepentingmn
bersama. Kepiobnean yang demnikian dicirikan oleh:

(I) isinya yang bersifat mengikat,

(2) meagpunakan nomor angka bulal,

(3} masa bexdakunya lama,

(4) setelah tulisan “menetapkan’ mengeunakan jodul,

(5} materi ditnangkan dalarn bentuk pasal-pasal,

{{#} ditanda-tangani nleh kepaia dserah yang mclakukan kerja sama den

4) Peraturzm DPFRD
Peraturan yang besifs pengaturan, ditetapkan oleh Pimpinon DFRD
Provinsi dan Pimpinan DPRD Ksbupaten/ota, yang dibentuk ummnk
‘melaksang-kan fungsi, tepas dan wewenang serta bak dan kewajiban
DPRID.

3) Kepuinsan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Kepolusan Pimpinan
DPRED dan Kepetusan Badan Kehormatan DPRIY adalah penetapan yang
Mempeatotikan dari aspek substansi, hal ferpenting dan tenatama ving
menjadi pokok pikiran dalan peratiran daemh adalah keharusan isi yang
stharusnys mengandung wnsur filosofis, yuridis dan sosiologes sebagal
hat-hal melatar belakangi keberadz:mnya. Aspek filosofis menyanpkut
kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujuksn wtuk kesejabteraan
masyarakat dan supermasi hukwm.  Aspek sosiologis  menyangkot
sosial masyarakal sctempat. Sementara aspek yuridis adalah  soal
kepastian hulon dim tidak bertentangan antara persnean dacrah dengsn
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wndangan pasional,™ juga mempekan pesgcjawanalvm beberaps  sendi
ketatanegaraan yang berdasarkan Pancasila dan TTUD NRI 1945, schagiimana
telah disebinkan dimuka, seperti: (1) Send: negars berdasarkan hukum dan
negamn  bexkonstitusi: (2} Sendi kerakyatsn yang dipimpin olch hikmat
kebljaksanasn dalam permusyswarataw'perwakilan: (3) Sendi kesejahterasm
winum dan keadilan sosial bagi selomh rakyat.

konsiderasi utama hadirmya peraturan dacrah. Sifat phucalinne dari Negara
Kesstvan Republik Indonesis menandai cukop banyak kearifan lokal schapgai
volkgeist (jiwa bungsa) yang perln diahar secara beragam di tingkat daerah. Agar
keheragaman ini tidak menjadi anceman pada kesatuan, peraturan daersh
memypakan sarama yang tepat entok menampung kemckaragaman volkgeisr
terscbul, dengan berada dalam binpkai sistem (hukum) perosdang-mdangan
nasional.'™ Aspek materi muatan Perda adalah sclurvh materi muatan dalam
rangka penyelenpparasn cfomomi dmserab dan tugas pembantman  serdn
mengmpung kondisi klusas di daersh serta penjabaran kebih lanpnt peratnran
pnmmdang-undangm vang lebih tinggi. Menunt Bagic Manan idealnya

1 Perda Provinsi:

d. kewenangan yang diperoleh dalam bidang otonomi yang
berisikan kewenangsn yang bersifat hintas kabupaten/kota,
kewenangmn di bidemg pemerintahan fertentn dan kewenangsn
yang tidak =taw belem dapar dilaksmmakean oleh kabupaten/kota;

b. berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peratuwran perundang-
umdingsn di atasnya, termasok hipas pembantoan dm untuk
menampiang serta mengeksresikan kondisi khusus di daerah
yang lintas kabupaten/kota.

2. Pexda Kabupaten/Koia:

a kewenangan yang diperoleh mmk melaksanakan otonomi
M yang bexisikan kewenangan wajib dan kewensngan

b. berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peramwran perundang-
undangan di atasya, tenmasuk tugas pembantuan; dan

¢. ok menmmpong dan mengekspresikan kondisi khusus &
daerah.'*

Sesuai ketennen Undang-Undang Nomor 23 Talem 2004 fendanp
Pemermtahan Dacrah sehagaimana telah divbah beberapa kali terakhir dengam

¥3_ Bagnr Mensn, 1995, Sistem dar Teknik Penbugiar pereturan Pertundareg Thdarepta
Tingkat Doerah, LPM Universitss Flam Bandung, Bapdung, him. 3.

% B Hestn Cipto Handoyo, Op. 3., him. 122,

%, 1 Gde Paritja Astaws dan Suprin Ha's, 2008, Dinsawika Helom dow e Porendeang-
undangan i Fukew=ss, Alumni, Bandumg, bl 105,

&7
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membedakan 2 (dua} kategori asasasas pembentukan peratwsan perundang-
undangan yang patut {begiselen van behoorlifk regelgeving), yaitu asas formal
dan ases material.'” Asas-Asas formal meliputi-

a. Asas tupom jelas (Het beginsel van duidelijhe doclstelling) mencakap 3
(tiga) hal; ketepatan fetak peraturan, tujuan khusus perainran yang akan
dibenhik, tjuan bagian-bagian dari perabaran perundang-undangan yang
akim dibexrtuk.

b. Asas lembaga yang tepat (Het beginsel van het juiste orgaan)} pada
prinsipnya menafsickan perfunya kejefasan kewenangan organ/lembapa
yang membentok perataran penmdang -ondangan

c. Asas perlonya pengahwen (Hel noodzakelijkheid beginsel), vauncol
karena dalam penyelesaian masalah penvelengpaman kehidnpan manusia
tenilapat berhagai alternatif yang tidak selalu hmus ditbangkan dalam
bentuk peratvran perandang-indangan. Hal ini bukan berati tidak ada
peraturan {(onéregeien) namue pembentrkan peraturan itu berpegang pada
prinsip penyederhanaan (soberheid), sehingga sangat dimnmgkinksn
adanya deregulasi yeng maknanya bukan tanpa regulasi (ataran). Oleh
karena im harus dikaji febib jauh urgensi sebelom perahman fexsebwut
itrerat;

d. Asas dapat dilaksanakan (Hetf beginse! van witvoerbaarhetd) mempakan
asas yong menghendaki suatu perahoran dapat ditepaldean. Tidak akan ada
punanya mernniskap berbapai atieran dalam bevbagai norma jika pada
akhimya norma tersebuy melalui penjatuban sanksi terhadap pelanggm
peraiuran. Fermusan ganksi ind hanes sejalan dengan sifat noroxa, apakah
lzmgan atau perintah.

e. Asss koosensus (Hef beginsel van de concensus) pada prinsipoya
mengatalkan bahwa pembentukan seliap peraturan merupakan bosh
kesepakatin antars rakyst denpan lembaga pembentuknya.

Asas-asas nraterial meliputi:

a Asss kejelasan terminodopi dan sistematika (Het begincel won de
duidelifke terminologie en diddelifke svstematiek) lebih menckankan
kepada teknik merancang kata-kata, stuktwr dan susiman peralumzm
schinpgea pada akbirnys menbenivk norma yang mengikat

b. Asas bahwa peraturan pemndang-ondagan mudah dikenali ( Het beginsel
van den kenbagrheid) sangat penting artinya terutama bagl peraturan
perundanp-updangin yang membebani masyarskat denpan  berbagai
kewajiban. Apabila soate peraivran pervndimg-indanpan hdsk dikenali
dim fidak dikeiahai setinp orang, lebih-lehih bapi omang yang
berkepentinpan maksa i akan kehiligm tujumnya sehapal peraturan.

w1 A Homd B. Attnmimd, Peronan Espuhceen Precddoar: Ropueblik S, ' O O,
him. 201,
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(2) Keckmstan hnkom Peraturae Perundang-twdangan sesmni dengan
hierarki sebagzomana dinaksud padz ayat ().

Pasal 3:

(1) Jenis Peratoran Perondang-windangzm selain sebagaimana dimaksad
dalam Pasal 7 ayat (1) mcncakup peraturan yang ditetapkan
Majelis Permusyawsrstan Rakyat Dewsn Perwskilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Apung, Mahkanah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yuodisial, Bank
Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, stau Komisi yang setingkat
yapg dibemtuk dengan Undanp-Undsng aran Pemegintah atas
petitah  Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubermw, Dewan Perwakilan Rakyat Daersh
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desn Man  yanp
setingkat.

£2) Peratrsn Perondimg—adangrzn sebagaimana dimaksud pada avat
{1} diakui keberadaannya dan mempuaryat kekustan  bukum
mengikat sepanjang  diperintahkan oleh Peralum  Perundang-
undangan vyemg lehih tinggi atau  dibewink  bendasarkan
kewenangan.

Sebagai penyempumasm tethadap UU sebelunnya (UU No.10 Talum
2004}, terdapat maleri muatan bans dalam 1T Nomor 12 Tahen 2011 amara

Jain:

a. penambahan Ketetapan MPR schagai salah saim  jenis  peranuan

Tpemnah :hnlﬂg-;m:hlgm yang hierarkinya ditempatkan setelah THID NEI
1]

b. perluazan cakupan percncanasn Perahwan Penmdangamdangan yang
Peraturon  Pemerimtah, Peratwran Presider dim Pershuran  Perundang-
wxlangan lainmya;

¢ pengaturn mekanime petababazim Ramcangan Undang-Undang temlang
Pencabuian Perainran Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. penpatoren  Maskah Akadanik sebagai sualu  posysatan  dalam
penyvaunan Rancangan Undanglndang aten Rancangan Peraburam
Dacrah Provinsi den Rancangan Peraduran Dacrah Kabupaten/ota;

e. penpaloran mengensi keilnseriaan Perpncang Persigran  Penundang-
Penundangundangan; dan

£ perambehan teknik penyusunan Nacksh Akadennk dalam Eaoapiven T
Eindang-Undang ini.

Selain materi bamn tersebut, juga diadakan penyempamama  fekmik
poryusmsn  pormturan | ponmdang-undangan bescrin | comtohaya yang

H
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ekonomni, sosial, bodaya dan politik, termasuk akibat kebijakan dan program

Dalam ilmm sosiologi, masyarabest marginal dikenal dengzm istihal Zipam”
atan the other (dalam bahasa Jerman das fremde atau das andere) yang berarfi
“asing” atau “yang lain”. Liyan atau kaum-kaam marjinal stan suPenseiter
adalah objek yang bertentamgzn dengan subjek afan dini, yaitn pihak atan objek
vang berada di luar subjek, sebapa pembanding bagi subjek tersetat. Misalmya
dalam studi gender, perempuan dapat disebut liyan bagt laki-laki dan
mhhhya.ﬂalammmahhimhmkangamn,h}mmhlahmgﬂmgm
tidak memiliki kewargancgaraan negara. ™'

David Gordon melalui indicators of Poverty & Hunper sebugaimsma
dﬁnﬂpTﬂ@ﬂgmlyaLubls,mmmkakmﬂ(ﬂelapnn)mdlﬁpmdmgm
kriteria marjinal bagi suate masyarakat, yaitu'®

a. Kriteria Sosiologis. Berdmarkmknienainimakamgtﬂl‘gom
masyarakat kelompok syinal adalah burth anak,
seorang/kelompok/masyambkal yang mendapatkan perlaluan tidak adil
atzy diskriminatif’ karens persoalan gender, seseorang atau kelompok
masyarakst yang menpalami pemingpicm sosial dan masyamkat an
kelompok masyarakat yang hak asasinya terlangpar.

b. Kriteria Ketersediaan Infrastrakir  Revdagsmkan kiiteria ini yang
tergolong masyarakat marjmal adalah individu atan kelompok masyacakat
dari kultur manapun ia berasal, kefika keberadasn masyarakat tersebut
mendapatkan air bersih, jarak baspoctasi yang tak terjangkae, atzupun
akses pada Bank dan komunikasi yang sulit, maks kelompok masyarakat
ind bisa dikatakan majinat. Kebanyak:m kelompok masyarakat demikian
biasanya terisolir dengan masyarakat kebamyakan.

c. Kriteria Akses pada pelayanan Keschatan. Tergolong masyarakat
tingkat kevaatian bayinya tinggl, masyarakat yang mengalami gizi boruk

d. Kniferia akses pada pendidikan. Terpolong masyarakat marjinal adalah
kelompok masyarakat yang di dalammya tngkat buta horufnva tmggid,
banyak yang tidak sekolah dan atan rasio bnrte pendaftar sekolah sangat
rendah,

i, Para Avflengerter atau kanmm marjinal dissbmt seperti ifo karena kondizi, kebiasaan
atn paya bidup mercks yang herbeda mten vnik Jika dibandinglon dengan: mayoritas
mvmjadi Erpinggckan stan teriucilkan. Libat, thematic mendafes yang sesuai dengan
avskin kota i hitp: / fererw.ohohe ore fEN fHR Bodies,” 3PS Papes [ Themes sem:

L, Todumg Mulye Luhis, 1986, Sonfunn Aukume dodn Mookt Stnlbobiorsd LITHES,
Jakertn, hhm. 43
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Memrat Bank Dunia, kemiskinan setidaknya memiliki kondisi-kondisi yang
pada umumnya didekati {1) dari segi pendapatan dalam bentuk wang ditambak
dengan kenntmgan-kemntmgzn non material yang diterima oleh sesecrsng
schinpga secara hias kemiskinan meliputi kelarangan atan tidak memiliki
pendidikan, keadasn kesehatan yang Yuruk atau kekurangan trsmsportasi yang
ditumhkan ofeh masyamkat; (2) kadapgkadmy didefinisikan dari sepi
kepemilikan aset yakni tanah, rumah, peralatan, wang, ¢mas, kredit dan lain-
fain; (3) kemiskinan non-materi meliputi berbagal macam kebebasan, hak untuk
memperdeh pekerjaan yang kayak, hak atas rumah tmgga dan kehidupan yang
layak. Sementara United Nations Developmew Frogram {(UNDP)
mendefinisikan  kemiskinan sebagai  ketidakmampuan unhuk memperluas
pilihan-pilihan dalam hidop, antara lain dengan memasnkkan penilaian “tidak
adanya partisipasi dalam pengambilan kepulusun public” sebagai safsh satw
indikeator kemiskinan.

Termimologi lam yang pemah dikemukakan sebapmi wacana adalsh
kemiskinan strekiaral dan kemiskinan kuitural. Soetandyo Wignjosoebroto
dalam “Kemiskinan Strukimral: Masalah den Kebijakan™ mendefinisikan
kemiskinan strektural adalsh kemiskinem yang ditengarai atan  didalihkan
bmsehnbdmstandwamuhmmaymgmhjeknfhmnad:pmgamh]ulehm
budaya, daerah dan kelompok. sosial”.'"’ Di samping itn kesafitan peneniusa
secars kumtitatif dari masing-masing komponsn kebetuban dasar karena
dipengarohi sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya sclera
konsumen terbadap suatn jenis makanan atau komedit Eainmya.

Dari segi fakitor penyebabmya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi
kemiskinan kmfural, kenisdkgnan sumber daya ekonomi dan kemiskinan
strokuwal. Kemiskinan knbtural bukanlah bewam melamkan akibat dari tidak
bukanlah sebab melainkan akibat, Sikap-sikap seperti ini disbadikan meialui
proses sosialisasi dani generasi ke generasi. Kemisking sumber dava ekonomi
melihat fenomena kemiskinem dan sisi ketiadaan atan kelangkaan suimber daya
ckonomi baik faktor-faktor produksi yang berupa modal, tanah, snmber daya
geografis yang terkait dengan tenypat tinggal suate masyarakat.

Kemiskinan souknral merupakan kemiskivan yang discbabkan oleh

WSebngumnna mﬁmmmmlmw

Koo Miskir, dalaoon Jurnel Kesdilen Soeial. Ediei 1, 2010, ILRC, Jakarts. hhn 7.
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a. Kelompok Marjinal Kebs (Tirban Morjingl Popadation):

1) dropout sekolah;

2) pengangguran;

3) penarik becak/cick/gerobak;

4) migran yang bam tiba;

5) pekerja pelabuhan, kuli anglcat;

6) buruh bangunan;

7} pekega di selgor informal;

8} tma wisma;

9)  ystim pistu;

10) orang yang hidyp dengan penghasilan kecil dan bakw (kelompok usia
lanjut, orang yang berada pada pension, jends, duda, orang yang
bercerai, cacat lalir, cacat akibat kecelakaan dan kecelakaom kexja);

11) peminta-nxinia.

b Orang yaug Berndz dalam Kelompok Risike Sosial (peaple in at-risk
social groups).
1) masyarakat adat;
2} minoritas ctnis;
3) nomah Bmgea vang bita haref.

¢ Beberapa atas Semaa dari Angpots Rumak Tangea Miskin yamg
Hidop deagan Nafkah yang Juga Reatan (some or ol members of low-
income howseholds within vulnerable fivelihoods):
ljpeﬁnusubsmeiﬂi)emkﬂml

3) oelayvan/pencar nafkah di air;,
6) masyarakat penpemhala yang nomaden;
7) pengembala yang menctap fenis-menerss, golongan dengan nafkah
ternak yang kecit, mussymakat pengembala sekalipus petani;
8) buruh kortrak atau harian.
d. Baroh Migyan dxs Kelaarganya (migront workers and their families):
I} pengembala migran yang menggembalakan ternak oramg Jain:
2) migran yang menjadi pekeja fisik yang sedang mencari kerja;
3) rumah tangga yang dikepalai peresapuan yang ditinggal oleh anggoia
Laki-laki yang menjadi buruh migran.
¢ Orang yanpg Tergaotung yang Hidep Sendiri xtzm Dalasm Ramak
Tangga Berpendapatin Kecll Palam Kelwargn yanr Beranmeets
Banyak (dependent people living alone or in low-imcome households
with larpe family size):
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secara fisik, sebab ia mengpunaksn tenaga manusia. Secara sosial,
pengemmdi  becak menyasndang stams remdah, babkan di kalangan
kelompok marjinal.

¢. Keluarga Miskin adalah suatw kenodisi dimana fisik masyarakat yang tidak
memiliki akses ke prasarana dan sarena dasar linghkengan yang memadai,
dengan knalitas perumakan dan peooekiman yang jauh di bawah standar
kelayakan seria mate pencaharian yang tidak mepentu yang mencakup
selumb muitidimensi, yxim dimensi politik, dimeusi sosisl, dimensi
linghamgz, dimensi ckonomi dan dimensi aset.

d. Populing adalah ormang yang meommgnt  barnpg-barang  bekas
atan sampak tertenty untuk proges danr ulang. Pekerjaan pemulvong sering
diangeap memiliki konotasi negatif. Ada dua jenis pemuhmg: pemulmg
lepas, yang bekerja sehagai swonsaha dan pemulung yang tergantung
pada seorang bamdar yang meminjsnkan uang dan memotong vang
pinjaman tersebut saat membeli barang dam pemulung. Pemulong
berbandar hanya boleh menjual barangnya ke bandar. Tidak jarang
bandar memberi pemoirdoksn kepada pemulung, biasanya di atis 1ansh
yanp didiami bandar, atam i mana derleiak tempat penampungsn
barangnya, Pemnlung merupakan mata rastai pertama dari industri daur
ulang.

e. Buruk yakni pekerja, tenaga  kerfa alau karyawan pads dasarmya adalah
manusia yang menggmakan tenaga dan  kewampoannya untok

{. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertamizm, utamanya
dengan cars melakoksn  pesgelolaan tanah dengan tojuan  umink
wenumbohkan dan  memelibara ianaman (seperti padi, bunga, boah),
depgan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk
adalah orang orang yang hidup dalam keadaan: tidek sesmai dengan nomma
kehidupan yang layvak dalam masyarakat setempat, serta  idak
memmEmyal tempat tingeal dan pekerjaan yang tetap di wilayah iertentn
dan hidep menpembara di tempat wmom.

g Anak jatanae adalah seseormyg yang masibh belum dewasa (secara fisik
dmpsik‘s}ymgmmgbahiskmsgbagimhmarwﬂmm:ﬁjahm
dengan mwlokokan kepiatankegiatan vnfok mendapatian uang guna
mempertghankan hidepaya yang rerkadang mendapat tekanan fisik atan
mertn] dard linpkhunganya.

h. Komunitas adst terpencil adalah komunitas atan kelompok masyarakat
yang hidup tetpencil di lingkungan geografis terient
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dan Tioghoa. Di sampiog kelizga sukn besar terdapat pendatang (Jiwa,
Supda, Madwura, Batak, Minangkabau, Bugis, Bali ¢aa lain-lain).
Masing- masing sukn mempunyai adat dan mempentahankan hnkym adat. Hal
ini dapat diketahmi dari masih berlakunya peradilan adat fertama pada dan di
dalam wilayah adat masyarakat suku Dayak.

Pengalaman sejarah menumjukkan interaksi antar etnik di Kalimantan
Barat tidak sefamamya berjatae damai. Beberapa kabi terjadi kondlik etnik dalam
skala huas dan miasif, yang memakan korban jiwa dan hama benda tidak
sedikir—ibusm nyawa melayang dan tidak terhituny muteri-properti musaah.
Mungkin daerah inilah yang paling banyak mencatatksm sejarah konflik ardar
etnik di Indonesia. Pada periode kolonial terjadi dua konflik besar, yakai tahun
1903-an & talwn 1930~m; sedangkan pala era kemerdekaon, sejak tahun
1960-an Imgga akhir tahwa 1990-an, terjadi belasan kali konflik. Konflik-
konflik yang pernah terjadi dapat dipetakan sebapai berikut. Perfame, konflic
selalu teggadi antara kelompok etnik Dayak dan Madurs, tetapi konflik yang
tenadi pada akhir taloa 1990-an mclibatkar jupa kelompok etnik Melayu dan
kelompok-kelompaok etnik lair yang ada di wilayah Kabopaten Sambas. Kedwa,
Kabupaten Sambas, Kabupaten Benpkayanp, Kabupaten Lamdak, dan
Kabupaten Poniianak Ketiga, konflik dipicy ofeh tmdakan kriminal individw/
oknum einik Madura terhadap individw/okonm Dayak, juga Melayu. Keempaf,
konflik denpan kekerssan membesar mamakala pelakn tindaksn kriminal fidak
segm“giscmhkm nank dikenai sanksi adat oleh pibak tomengpnng adat
Dayak'™.

B. Potret Konfigurasi Politik Pemerintahan Daerah

Kalimantan Barai
Konfiperasi politlk pemerintahon daerah di pulan Kalimantsn pada
ymumnya sejak pemilihan umum badan legislatif di tahup 1999 dan 2014,
diknasai 2 (dus) partai besar yaknd Partai Demokrasi Indonesia Pesjeangan dan
Patai Golongan Karya. Pemilihan vmum masa reformasi yang telah terjadi
sdmm4[mnpd}kah,yarh1padatahlm1999 2004, ?.ﬂﬂﬂdan:!ﬂmmlah:kan

Univeraitas Tanfungpura Pontianak, 12 Scpiember 2001,

i Kesmpat Pemiln pasce mformasi teracbut memillki karakieristik dan peraturan
prnmdang-vawlmpan yeng berbedn, yai: (1} Pemilu pertama, dibslowmedcsn pads mion
1999 mmppmalem U0 Bamor 3 tabun 1999 tentang Pemilibee Dwom. Sistem Pemilo
yang dipergiinakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional] dengan stckc)
daftar dan asas Pemilu yeng dipegunaksn zdslah asas langsung, amam, bebas dan
mbasda,. 125 Pervilu Weduan, dickoonaioon, pedo tohun 2004 cemggunekan A Nomor 12
Tehun 2003 tertang Pemilhan Uomn Aoggots Dewsn Perwmkilan Bekyat, Dewan
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lepislatif di tabun 1999 dan 2014, sejak masa-masa awal reformasi ditandai oleh
koofigurasi politik yang terpolong demokratis. Hampir semua elemen atau
kelompok masyarakat yang terwadahi dalam partai politk peserta penmilifean
omus, mempanyai wakil di Dewan Perwakifan Rakyat Daerah. Coutohaoya,
Pemiln Legislatif tehup 2009 Pemilihan umum tahan 2009 dizelenpgarakam
dengan jumlah 3.154.878 pemilib dan TPS schanyak 10,807, Sedangion miuk
jomlah pemilih yang memberikan hak snaranys pada pemilu legislatif 2009
sehanyak 2.073.489 suara, denpan suara tesbanyak dari partai PDI-Perjuangan
sebesar 14,62 persen diikudi Golkar dan partsd Demokrat masing-masing sehesar
14,24 perzen dan 11,78 persen {lihat tabel di bawah).
Tabel % Komposisi Anggota DPRID Prov. Kalimantan Barat Hasil Pemila
Legislatif 2009'™

Bli§

LT T LT
cHH EEED

LalNBNY
T

-
o

20K 2UERLEYNNY BRORBISISA LA 80 n0runs]

B R

T -

BT

Eo -

10 210

-

Bk 5l

[ o= ] - TR

Partal Mesdonst Berkeng Maeraikysien indonaels (PR EE
i Eksien Eininag S . CORAPMt T2

Parsl Demolrasl indoossia Peciaengan (FOE-F} NES TR

Parinl iinkeng el FPENRG- . L

Faxink Potrict (FPY - . o e

Wil Dhimniyiget : - : e, T

il igmplls Comrcicopl incirsrssie (PCTEY v EAXRR

gl Inisiornpmilli : ik 1= X

Pyl iplprypphchigits Ideuirssinid 1 Berval, (PSS - - O3

e i, i

Potnbd Pt - - R 4048

L. Jumpain T Tt | T G

jumilah 3.479.368 pemilih dan TPS scbanyak 12.195. Sedapgkan untuk jumlah
pemilih yang memberikan bak suamsanya pads pemibe lepislatif 2014 sebonyak
2.718.796, dengan total perolehan suara PDIP mengantongi perolehan snara

tn. BES Ealimantan Barat, bittec/ fkalbar bps g id/ |, disksts langgal 10 Agestes 2015,
83
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kcikutsertann partzi-pariai politik dalam proses pemilihan umum kepala dacrah
dapat lebih jelas fergambar melalui tabef berikut:
Tabel 11; Daftar Calon Gubernwr dan Calon Wakil Gubernur dalam Pilkada
Kalbar 2012 dan Partaj Politik Pengusungnya'™.

e | CoaGaboas ]_lc.h-wmu-bmn-]L Partsi Pofetik Prmprmg
T M ]

PO Porjamagan, Partai Deowke,
PO, Patai PTH da FKH.

PP, Parini Haomas o PRE.

Protsi Ciollaw, BAM. PES, PH
dan PEHL),

ey T Y m—— Mm_s‘m_ Pactwi Pedopor, P15 dan AT
Elusi MK

4 || : ) PRDA, PPFL, Purisi Kodmilatm,

Unmuk daftar pemibih tetap (DPT} sendini, KPU Kalimantan Barat
mengumumkan AprilZﬂleahwnJmﬂnhDPTunmkPﬂkadnKnIhumlz
berjurlah 3.639.810 orang'™. Dari DPT terscbut, hasil perofehan snara Pilkada
Gubernur tahun 2012 dapat terlibat lewst tabel berikut:

™3 Tahel didapat melaba zumber- https:f fid wildpedia oref, diskses pada tanggal ¥
Boacmbxr 2015,

1 Op.cif, KPU Provinsi Kalimaniean Barat.
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konfigorasi politik Femerintahan Dacrah Kalimantan Barat. Adapon konfigarasi

politik yang ada dapat diganbarkan melahi 2 {dua) perhandingan pada tabel di

hawah ini:
Tﬁli:%mﬁngmﬂmﬂ?mhmmmmm

Barat'™
R ._ﬁwﬁ-':‘!;: T \[s_’ RN as.. e ‘ﬂ
Gollcar, PK, ey
FAK, FER, Jafar
P. Gellar 14 45T A0 Lanreaiim H502T0
PES, PRP &
Phcrirks Hermas
Koadir
Corpelia-
FINF 10 56T | PDIF Christinody | 99679 | Terplith
Sunjuyn
P, Desmaicrst,
D, FESD, F. Chesrman
Fatriot Sapis-
FrP 7 155851 Famessle, FPIR, | hewatins Lk
FEFE & FPNT Lyoxs
Wiariarairmr
P.Pelapor. PRE,
FrDK, FNBE, Akil
PDcaakrat | T 117998 Motkiarn-AR | 3T TES
FEPFL ¥, Marer
PPNUL & P51
PAN 4 86,857
TS 3 AT 5
TBR 3 &9A57
RS 2 67092
FEB 1 LT
MM 1 SL54%
7K. 1 SLIND
FNBXK 1 16933
P.Marieks | & I5443
jr e - 313X
Jumink =5 ERLIALZ I3RS

Tabel 14: Pesbandingan Hasil Prmiln 2009 dan Pilkada 2012 Kalirantm

Barat'®
IF, ok

PFhemarad, | Clrivtundy | L235185 | Tenpith
FOS. PR | Saajaye

1%, Mede]l perbandingan mengilast model Perbandbsygat Henit Pemiha 2004 dan Pilleds di
beberapa Eabupatcn di Jaws Tongeh dalan Hasyim Asyari, 2007, Pikade: Cotaten
Frdy oo Politlk, Diponegoro University Preses, Sesepeamgy. khin 155,

| Errargioim dar] Kalimantan Barat dalam Angke 2005,

us Madel perbandingan mengiiat modet Berbandingan Hasil Peralu 2004 dem Pilkada di
Inclrompee Enbupaten di Jawn Tengrh dalers Hagyim Asyai, 2007, Biode: Cotefeor
Op.cit. bl 155
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memperolech hasil soara terbanyak kedua yakni pasangan Morkes Effendi-
Burhanuddin A. Rasyid, dalam hal imi didukung oleh beberspa parpol vang
memiliki jumlah kursi secara keselwrvhan di DPRD sebanyak 20 {(dua pulub)
knmsi. Nammm dan jumlab yang tidak jaoh berbeda tersebut, pasangan calon
Comelis-Christiandy Sanjava memperoleh hasil suara 2 (dua) kafi lebih bamyak
dibandingkan pasangan caloit dengzn hasil suara terbanvak kedna. Berdasarkan
paxbandingzn kedoa im {tabel 14), meskipnn pads kemyataamnya balrwa
pasangan dengsn jumiah dukungsn parpol dengan kursi terbanyak di DPRD
berhasil memenangkan Pilkada, namuon hasjl perolehan snara yang ada masih
memanjukkan abwa Pilkads tetap saja sulit umink diprediksi.

Ketidakpastian dalam perplehan swars telah menandni suatu  cird
berkembangnya kehidupae demokrasi dan karena jtulah dapat dikatkan hahwa
komfigorasi politik di dalsmnya mennnjukkan ciri yang demokratis. Sczuai
dengan beberapa adagium mengenai jemis sistem polifik ysng berlaku
berdasatkan prosedur hukom dan hasil seboah pemiliban voum, babwa schuah
gsigtern dikadakan totaliber manakata terdapat kondisi “prediciable procedures
and predictable vesults”, yakmi bila di sebuak negara, prosedur hulem
penyelenggaram pernilibem cnom sudah jelas ditentukan dan hasil pemilu
sndabh dapat diketshui sebelum disclenggarakan, maka sistem fm disebot
mmwmmmmmmjmwmm
“wnpredictable procedires, but predictable results”, yakni Nepara dikatakan
otositer Iala tidak memiliki prosednr yanp jelas tentang pemilu, akom tetapi
hasil-hasil pemilu sudah dapat diketahwi jauh-jauh hari sebelum pemila
disclenggarakan. Dan manaksla di sehush negara terdapat kondisi “predictable
procedures, bt umpredictable results”, di situlah lazim disebut demokrasi,
bahwa scbuah penyelenggaraan negara dikaiskan mengant demokrasi bila
tersedisoyya serangkaian pengateran ndum pemilu yang jelas, nammn hasil

pemils tidak dapat diketahni scjak awal'™.
Konfigurasi politlk penserintahan daerah & Provinsi Kalmatan Barat
pada 5 (lima) tahon ferakbir (dari talom 209 sampai dengan 20i4) yang

tergolong demokratis dengan depwikian semakin dapat diperiegas melalni proses
pemilihan langsung baik pemilihan anggota legislatif (Pemilihan angpota
DPRD 20019) manpun pemilihan kepala daerah (Pemilihom Gubernur 2007 dan
2012). Hal mi texgambar beik melalui partisipasi ouampun persaingan politik
yang ada di dalamnya. Selain it juga sejalan dengan berbagai kepustakaan ilmu
politik yang setidak-tidsknya merangkum §1 pilar sistem politik demokrasi'™

v Hazyim Asy'ar, 2007, Bikada: Catghen, . Op.oit bime 4

mmmmwmmnmmmvmmﬂ;
Press, 1971; Freedmn House, Freeadun i the World: The Annual Spery of Politend Rights
and Chnl iherties, Lanhean, MEL: Rowman & Littlefizhd, 200% Baula Beeker dan Jean-
Ajrews A, Roavelason, Whal iz Demooroys, Frindvich Ebert Stifftong, 2008; Lerry WL
Dimrouecd, decy Mare Platter (o)., Demeoacy A Reoder, Boltiroroe, Mid: The Johne
Hopkins University Pross, 20005, Gerande Munck, Measuging Demacrocy: A Brideoge Betuwen
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lembaga laimmya. Hal #ic ferutama wruk mencegsh pengpunasn
kekuasanh negara yang mengar-an hak dan kebebasan warga nepgma,
dimdai oleh kemampuan pemerintah dom birokrasi  melaksanakan
umdang-undanp dan kebijakan publik imSuk mewujudkan das mencapa
jum megara Oposisi yang efektfl tidaklah ditordai terotama oleh
kemnampuziinya menpotvhkan pemerintah, melamkan Kemanprizmmya
meng-imbangi pemerintah (dan parpol pesdukuimg pemerintah &
partemen) dalain mensusun mndangamdang scsuai dengan aspirasi dan
harapan Ekonsifieen dan jupa dalam melakokan pengawasan aias
pelakaanasn undsnp-amdang.

Sistem pemerintahan daersh berdasarkan desentralicasi, baik dabam arti
mrusan pemerintahan mawpun samber angearan. Artinya, warps daerah
berhak mengaiur dan menpnrns kepentingannya sendird (dalam amsan
pemeritahan yamg diserabkan kepada daerah) berdasarkan prakarsa,
karakteristtk dan kemampuan dacrah. Dacrah otomom akan dapat
menyelengpgarakan wrasan pemerinishan tersebii apabila disediakan
sumbey angemaim, ook berupa kowenaogon mcnca pgsoen g
berupa bagi hasil, berdasarkan perimbangan keuangan amtara pusat
dengan daerah.

Paham konstitesionslisme, yaim UUD berisi berbapai bemink dan
mekanisme pembatasan kekuasaan negara agar kekuasaan negara tidak
disalahgimakan ik kepentingan pwibadi dan golongan ataupon
menindas atan membsatasi hak dan kebebasan warga negara. Kekuasaan
negara dgunakan uink mevwatjndkan syoan negara

Pemerintahan oleh partai mayoritas dengan menphargai hak-hak dasar
kalangan marjinal. Yang dimaksud dengan mayorits dakan demokoas
adalah parpol atan pasangan calon yang mendapatkan suara mayrsitas
melalni pemifn, yaim jumlah snars yang melebili gabunpgan jomish
suara parpol lain alan gabungan fmlah seara pasangae calon lain. Yang
dimaksed dengan marjinal dalam demokrasi adalah parpol atam
pasmgn calon yang tidak mencapai jumlah susrs mayoritas. Fiak desar
marjinal, antara lain bak dan kebehasan warga negsa vang dijanin
dalam UUD dan hak menyatakan aspirasi dan kepentingannya dalam
pembuatan kepimsan. Hak dan kebebasan warga nepara dan hak asasi
mﬂmayangdljamn:hlamm]ﬂudakdapatduﬁdikmsebagmm

peda decarmya lebih dari sekadar seperangkat ketentean dap prosedor
konstitusional yang menentukan bagaimana lembaga-lembaga negara
dipilih dan melaksanaban kckuasapnnya. Dalam negara demokasi,
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sesnai dengan kehendak rakyat. Demokrasi tidak hanya dilihat dari kepentingan
pata pesena pemily, namnun harus diperhatkan puls nomokrasi (penegakan)-nya.
Uptuk #n dalam pelanggaran-pelangparan pemilu dibutubkan penegakan hukwn
progresif oleh para pemangku kebijakan. Dalam hal ini para penyelenggara
pemila dibarapkan bersikap progwesif dan aktif dalam ani ddak hanya pasif
memmgen lporan dan penpaduan masyarakat sija, melamkan harus secara
proaktif menelisik, menemukan dan menindaklanjuté pelanggaran pemilu'®.
Anomi dalam penegekan hulam pemihe masih harss terus dikikis dengan
tetap berpihak pada asas-asas pemile (mh pemifu)'™, Sepanjang prosedumys
Jelas, baik yang diatur dalam undeng-mmdang maupun peraturan pelal
dm praca pemenang pemilu tidak @apat diprediksi sebelumaya terkait siapa yang,
akan menjadi pemenamg pemiln tersebut (predictable process but unprediciable
result), dengan diperimat oleh 11 (sebelas) pilar sistern politik demokrasi
schagaimans yang telah duraikan sebelonmya, maka dapat dikatakan sebagai
pemilihan ummm yang demokratis. Tephmrya, hal yang demikian jues sesua
dengan tujnan Pemilihan Kepala Daerah agar dilaksanakin secara demokratis
schagaimans icrcanium dalsm konsiderans UU No. | Tabuon 2015 tentang
Penetapan Feraturan Pemermtah Pengpanti Pondang-Undang Nownor 1 Tahun
2014 tentang Pemiliban Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undimg selmgaimana tefah dilskukan perubshan dengan T No. 8 Tahum 2015,
yang menyatakan:
‘“bahwa untuk menjamin pemilihan Gubermur, Buepati dan Walikota
dilskzanakan secara demokratic sebagairnana diamanatdesn dalam Pasal
18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negare Republik Indonesia Tahun
1945 maka kedaviatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oieh rakyat dan
umiuk rakyat wajib dibormati sebagat syarat uteama pelaksanaan pemiliban
Guberour, Bupati dan Walikota™.

Perimbangan tersebut di atas dilanpufkan dengzm penegasan bahwa
kedanlatan rakyat dan demokrasi tersebut periu ditegaskan dengan pelaksanasn
pemilihan secara langsunpg oieh rakyat, dengan tetsp mebbkukan beberapa
perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsong y=ng
selama ini dijalankan. Untuk ito, kemudian dirmuskan dalamo Pagal 2 TTU
tfersebut yang mengahnr lealmg asas peoyelenggarsan Pemibihan yang
dilaksanakan secara demokratic herdasarkan asas lanpsimg, wmom, bebas,
rahasia, jojor dan adil.

Berdasarkan semua vraian tersebut di atas, hal terpenting dari kondignrasi
tersimpul dalam 2 (dua) hal Pertowa, sermg semangat reformas:, konfiporasi

e rebib bojot baca: Sundd, 2015, Mase Depan Hukum Progresif, Thafa Medis,
Yiogyakarta. hlon 205-2049
190 Lo i
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Dempkrasi adalah cermin dinsmika situasi demokrasi di Kalimanian Barsd.
Indeks Demokrasi Kalimantan Barat sejak tzhun 2009 hingpa 2014 secara
pertaham-lakem bergerak berada pada katepori baik.

Secara lebih rinci, pada 2014 distribusi indeks dalam ketiga aspek
demokrasi yang divkur mengalami penimgkatan dari tahun 2013. Aspek
kebebhasan sipil mengalami peningkatan scbesar (0090 pein, aspck hak-hak
politik mengalami peningkatan sebesar 13,76 poin dan indeks dari aspek
tembapa demokraiis mengalami peningkatan sebesar 27,23 poin.'® Walanpun
terjadi peningkstan indeks, pola sebaran nilai di atas masih sama dengan tabun
pengukuran sebelumnya, yaitu kebebasan sipil secara vmum terkategori “baik™
dan aspek hak-hak Politik yang sevnuls terkategert “bomk”™, namim pada talmom
2014 masuk kategon “sedang”. Sementars lembaga demokratis tahun 2013
terkategori “sedang” berubah meniadi terkategori “baik™ pada tabum 2314, Salah
satn  nedikator dalam aspek hak-hak Politk adalah persemtase snggrola
perempuan tethadap total angpota DFRD Provins: dan Kabupaten/Kota. Dari
data Indeks Demokrasi 2014 diperoleh nfiwmasi bahwa persentase anggota
peremnpuan terhadap dtal otz DPFRD Provinsi dan Kabopaten/Eota yang
masih rendabh, di samping fn masih adanya kecendervmgan perryarnpaian
aspirast dabam bentuk demmnstrasi yanp dilaknkan dengan cara-cara kekerasan
seperti merusak, memblokir, meabokar dan melakukan penyepelan terhadap
karnor-kantor pemerintah,

Variabel pada Indeks Demokras 2014 terdapat sembilan variabel yang
mengalani peingkatan indeks deri talom 2013 dan Gga variabel yang Gdak
mengalami perubshan indeks #stam relatif sama. Dari sembilan variabel yang
mengalami kenaikan, tiga di anmtaranya meningkat cukup berarti. Kenaikan
terbesar pada indeks vieriahe] porsn Partai Politik jupa mengalami kewskan
cukup besar yakni sehesar 78,22 poin dari 8,92 tahun 2013 menjadi 87,14 tahun
2014_ Indeks variabel lain yang meningkat cukup berarti di antaranya variabel -
variabel Peran Peradilan Independen juga mengalami kenaikan sebesar 50,00
poin dari 50,00 tahun 2013 menjadi 100,00 tahun 2014, kempdian variabel Hak
memilih dan dipilth (naik 27,48 poin dari 43,79 pada 2013 menjadi 76.27 pada
2014, lihat rapaan di bawah). '

9. Perita Rean Staristik No. 50008761 /Th. XVII, 13 Agustnz 2015
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Undang-undang  ini, peatwan perusdang-smdmgan [ain dan  hukum
jntemnasional testang hak asasi memmsia yang ditstima oleh negara Republik
Indosesiz. Kewajiban dan tenggong jawsb tersebut meliputi  langkah
implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan keamanin negars dan bidang Jain.

Suparman Maranki memberikan penegasan, babwa dalam negara hokom
vang demokraiis, maka politik nkoum HAM harus bersifat promodif, protektif,
dan implementatif techadap HAM guna mencegzh penyalahgunaan kekuasasn
dalamn bentnk pelanpgaran HAM. Penjelasmm kebih lamjut dikemukakan oleh
bhelian sebagai berikut:

Promotif berarti penmdang-imdangan yang dibuat memiliki kekuatan
moral dsn buknm yang memungkinkan sctiap kebjjakan, omng, kekuasaan,
menghormati dm menghargai HAM. Protektif perundapg-undangam yang
dibuat memiliki daya cegah terhadap berbagai kemungkinan terjadmya
pelanggacan HAM, sementara implementatif, berarti perundang-nndangan yang
bukan peandang-undmgan yang fidak bisa dilaksanakan, baik ks funisan
pasaimya yang kabur, tidak jelas, doplikasi, multi takr mavpun karesa
peleksanaan penmdang-undangan tidak independen'™.

Memperhatikan Pasal 2 (A7 Pemerintahan Daersh menegaskan kembali
bayi Pasal 18 ayat (1) UUD NRE 1945, yang menevanpkan babwa Negara
kesatnan Republik indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan Daerah Proviosi
itu dibagi atas Dacrah Kabupaten dan Kota. Selanjutirya, Daerah kshupaien/kota
dibapi stas kecamatan dan kecwmatan dibagi atas kehoahan dan'an Desa.
Bumyi Pasal tersebnt jika dihotungkan dengan Pasal 28 1 ayat (4) UUD NRE
1945, sehapai bagian dari negara, maka pemerintsh dserah jups mempmrya
tnpgung jawab itk mclindungi, memajukan, menegakkan dan pvenvenuhi
hak asasi manusia

Salah saln upaya mntuk melsksanakan kewajiban tersebut adakah dengzm
mekiksanakan ketemtom Pagal 72 Undanp Undang Nomor 39 Talmm 1999
tentang Hak Asasxi Manusia, yaitu melakukan langkah implementasi yanp
kemmsman negara dan bidag lain. Lanpkah implementasi hak asasi manusia di
bidang peranwran peryndsng-ondangan antara lain dapat dilakukan dalam
peoyasupan perahran perundang-undingan yang memust nilai-mlai hak asasi
manusia, termasnk peraturin dacrsh. Sedangkan Pasal 5 ayat (3) UU HAM
secara lebih tepas menpamanatkan bahwa: “Seliap orang yanp termasuk
kelompok masyarakat ymg rentan beshak memperoleh perdalopm  dan
pedindungan lebih berkenaan dengan kekhesnsannya™ Dengan demikiza, hak

e, Suparman Marrolks, Op Ci bim. 111
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aman yang dapat mengurangi risiko kekerasan, misalnya kekerasan terhadap
mmmnbﬂmdakanpomhflmmkmmfasmmmpmﬁmalmhakdankcbcbasm
Sebagai contoh, pemerintsh daerah wafb memennhi hak sins pendidikan
dengan mempertahankan sistem pendidikan yang Baik. Unfuk patyh pada
kewajiban untuk memenubi hak individa agar tidak didiskrinyinasi.

IN Provingi Kalimanten Barat secara kelembapaan swdsh dibennik
Panitia Pelaksana Kegiatan RANHAM yang bertanggmg jawab kepada
Gubermur™®’, selain i Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 6
{enam) Provinsi di Indonesia yang terdapat Kantor Parwakitan Kormas HAM
serta Unit Pelayanan HAM pada Kantow Wilaysh Kementerian Hokum dan
HAM Kalimantan Barat, Mamun dari 3isi subst:mst Perahoan Daerah masih
dirasakzm bebom optimal, sepertt tampak & bawah ini.

mﬁm
” (Momni... ;

Tahel 15 Perdal"mvmm Kahmautan Barat dari Tahun 2010-2014%

mmm

L

Pmmm Daerah hwm
Kalimanan Bart Nomor 2

Pcngm&ahml‘mnhmnb!mmn

Beralkodid di Kalimantssy Barat

‘Fahum 214
2 | P Deixaph Pranisi | Tambahan Setoran Modal
Kalimamzn Barst Nomor 3 | Pemerimah  Provinsi  Kalimaman
Tahun 2030 Barat pods Persenman Torbatas Bank

4. | Permuran Deerah Provinsi | Pedaogrpengrawaben  Pelaksannan
Kalimartan Barat Nomor 5 | Anggaran Pensdapatan dan Belanja
Todvim 20EQ Tiacrah Talnm Anggaran 2800

i 2010 Toang Smman  Organisasi
Peranglat Daerah Prwrins
Kalimaman Barat

. Jejak berakhimya Perpres Notnos 23 Tahuon 211 tentsng RANHAM ndonesia Tabum
2011-2014 sclamjutnys telah diterbitken Parehwan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun
2015 tentang Rencang Akl Nasicral Hak Asasi Moanusia RANHAM) Tabus 20153019
Dabmn Pesal 2 Perpres Ranham 2015-2019 disehutlen, mentkei, pinpinan Iombega,
gaberroay, den bupatifwalibsby borbmpgrme jewab sz pelokzonesan RANHAM sesuei

lcernangan masing masing berdasarkan ketentaan  peraturar perondang-
undangan. Dalam lampimn Perpres RANHAM 2015-2019 i, jugs diongkaplken hosil
pelskwnaan RANHAM 2011-2014 dan Rencana Aksl Nasionel [RAN} Penyandame Carst
2004-2012 Hazilnys, hnﬁmantarlunhﬂm.pdﬂkmnnknmngoﬂmnl,&&kﬂhmm
sebagian besar kementerbon, lembaga, dam pemerictsh darsh telsh  membenbak
RANHAM dom polga FANHAM, namnon sedikit sekali panitia RANHAM dan paliga RANHAM

Forg nerfanyn baile dan ofekbf
54T Bukom Setda Provinsi Kaloremiteis Bersd, Talum 2015
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tinggi nilai-nilal agama dan persatuan banpsa untak kemajusn peradaban serta

kesejahteraan wnat manksia”.

Secara ywidis landasan pembentokan peraturan daerah int adalah mtnk
melaksanakan: Perfama, amanah pembokasn TUUD NRI 1945 alinea 4 (empat),
yang infinya negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencerdaskan
kehiduopan bangsa dan anizmah pasal 28C zvat (1) UUD NRI 1945
(auandemen), pasal 31 ayat (1), 31 ayat (2) dan 31 ayat (4) yang intinya nepara
berkewajiban dan rakyat berhak nntuk memperoleh pendidikan. Kedio, adalah
amanah UL No. 20 Talum 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional, Pasal 11
Ayat 2 Pemerintah dan Pesmerimtah Dacrah wajib inenjanin tevsedianya dana
guna terselenpparanya pendidikan bapi setiap warpa negara yang berusia tujub
sampai lima belas talum, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahon 2008 tentang
Waih Belajar, yang intinya mepepaskan bahwa setiap warga negara wajib
befajar hingoa 9 {(Sembilan) talmn dan Pemerintah mavpun Pemerintah Daerah
menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidilcam
dasar tanpa memungut biayu.

Pada level Prowvinsi iclah diterbitkan Peramran Daersh Provinsi
Kalimant=m Barat Momor 1 Talim 2013 1ooting Pongelolasn  den
Penyelengparaan Pendidikan di Dacrak Khuses di Provinsi Kalimantan Barat.
Kehadian Peratwrem Paerah roemiliki ani yanp siratepis dalam ranpka
meningkatkan Indeks Pembangmman Mamsia ([PM) Kalsotan Barat
Mengingat dimensi  pendidiken mempakan salah satn  indikator dalam
pembentukan IPM. Olch karena itu, pembangunan urusan pendidikan meenjadi
sangat berarti. tertelnh tendapal dua aspek yang menjadi indikstor permbemtukan
IPM, yakni: (1) aspek rata-rata luma sekolah; dam (2) aspek angka melek huruf

Potret isu sirategis teshadap kondisi krusial pembingunan pendidikan i
Kalimantan Barat dapat dilihat dari Rencana Pembanpunan Jangka Menenpah
Dacerah (RPIMD) Provinsi Xalimantan Barat Tahun 2013-2018'%, yaitu:

1. Kesempatan ataw partisipasi pendidikan yang masih sangat terbotas. Belum
anak putus sekolah dan partisipasi pada jenjang pemdidikan menengah dan
atas masih rendab, yanp disebabkan keadala peoprafis maupus poke pikir
yang belum mendukung program wagib belajar serts moi pendidikan yang

2. Profesionalizme e magih rendah dan distribusinya behon merata. Propossi
opm yanp memiliki knahfikasi akademik meskipun mengalani peningkatan,
namnn pencapaian ini masih jauh dari ympg dibarapkan. selain i

99, Diatur dalem Porataran Decral Prowins Ealimemten Bavatr Homor 5 Tahan 2013
o Boncoon Pombangunon Jdaoghks Menengah Dacrah [REGMG Provinst Kalmenesn
Barat Tahun 2013-201%.
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nomer 2 (dua) sciclah laki-laki dalam kehidupan ber-masyarakal manpin
bmegampﬂampmisisubnrdinmifymgdemikiminﬂahpﬂmpﬂannmﬁadi
pihak yang rentan terhadap berbapai jenis pelmpgman i bidang HAM,
termmasuk bok-hak ckonomi, sosial dan bedaya. Mulai dari kekerasan dalam
sumah tanpga, kekerasan seksual, kekerasan di tempat kerja, tidak memperoleh
pelayanan kesehatan yang memadai saat dalam kendisi bamil dan menyusui dan
sebagainya kexap kali didera oleh perempuan. Sedsnpkan pada hakikatmya
kekeragan ierthadap perempuan merupakan pelmmpesrzm setins terhadap HAM,
bokan sajs kavena mesyerang sendi-sendi kehidupan mannsia yang paling
mendasar, yaitu jauh dad rasa takwt, lebih dari i, kekerasan terhadap
wmﬂupakm suatn beatsk pelangparan dimana unser jender paling
i

Dalam komteks Kalimantan Barat, marjinalisasi kanm perempuan tegjadi
mulai dard level kehidvpen bermagyarakat yang paling rendah himgga bevel
pemerintahan daerah. Hai ini schagaimana tergambar lewat proses pemilihan
kepala daersh maupun DPRD. Meski telah texdapar kebijakan aftrmstif
{(affirmative oction) wmink keterwakilan bakal calon snara perempuan dalam
DPRD sebesar 30 % misalnya™!, kebijakan ini pada kenyatamnya masih behmm
mampu mengangkat keterwakilan peremposn di lembaga DPRIG, sehioggza
jamlah perempuan yang duduok menjadi anggors DPRD Kalimsntan Barat
helnm meascapai 30 % dari mgeota DPRD yang ada.

Sepanjang  perjalansn konfigarasi  pelitk  pemeriniahan  daesah
Kalimantan Barat yang desnokratis hingga tahnn 2014, belum ada satupsm Perda
tentang perlindungzn dag pemberdayasn perempaean.

Anak mempakan karunia dan Tuban Yimg Maha Esa. Keberadaannya
memupakan anogetah yang harus dijaga, dirawst dan dilindumgs. Anak adalah
barta yang tak iemnilai harganya, baik dilibat dari perspektif sosial, bodaya,
ekonomi, politik, hukumn msupun perspekiif keberlanjutan sebuah generasi
kelnarga, sukv dim bangsa, Oleh karena itu jangan kita wariskan anak dan
ketnrunan dalam keadaan miskin, bodoh dan terbelakang, Anak merupakan
kelnronan atau manwsia yang masih kecil yang dilahirkan kaena habusgan
biologis antara laki-laki dengan perempuan, karena masih kecil maka anak perlu
mendapatkan perlindongan.

Upayes perindimgin dan pengakusn terbadsp keberadasan anak, dakam
kedudukannys yang memiliki hak asasi yaag sama dengan individu lainnya,

ann Iml}mnALw Mmmmwmmmm
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kekeragan fisik ataw mental, penebmlazm, perlakian burnk dan pelecchan
sek=ual selama dalam pengasuhan orang tua atan walinya, atsan pihak lain yang
bmmggmgjawahmpmsnhmk

Umdang-wmdang No. talmm 2002 tentang Pedindongan Anak
sehagaimama telah meugalaml perubahan demgan TAT No. 35 Tahun 2014
diangpap sebagai sebuah atran yang cokup memadei datam oewujudkan
komibmen Indonesia datan meliwdungi hak anak. Namun, yang hams dimgat
din ditegaskan kembali adalal komitmen entuk menghormati, melindungi dan
memnenvhi bak-hak anak harus diimplementasikan dalam program yang konkret.
Mﬂmwgmnsebagmpemanghnkmibmdmgmm&kmmehmktmymg

bersama-sama denpan kelnarpa dan masyarakat hamms mampu
mesnastikan bahwa hal itu dapai terlaksana dengan baik.

Anak perla mendapat kesempatan sehias-luasimya untuk dapat tumbih dan
betkembang secara oplimal, baik secara Gsik, memal dan sosialoya. Munculmya
berbagad kasus eksploitasi dan kekerasan tethadap anak di Kalimeotan Baral
harng dicegah, seperti; anak korban perdagangan orang, pekerja sk anak yang
terpaksa harss berhadapan dengan hukum sebagai pelake dan korban tindak
pidsns  dam ek hidep terlamtar dan tidak mendapatkan  kesempatan
memperoieh pendidikan yang memadai, perhdian keschatannya serta
pengembangan kreatifitas dan kebahapian pada wsia mnak, anak korbem
kekerasan seksual, anak korban #ragfiking dan anak lainmya yang kurang

Temuan hasil stadi yang dilakukan Odi Shalidin, Fathmddin muchtar dan
Fatah Muria™ meagenat burvh anek diperkebunan kelapa sawit di Kalimartan
lapocan jemish buroh anak, tetapi deogan dakib membaniv orang toa, banyak
ditezrmkan borch sk di perkebunan kelapa sawit di Kalimanian Barat.

Dalam riset tersebut ferumgkap alasan membama orang tua yang
tatapi di atas semua itn, keterlibatan anak sebagai tenaga kerja scolah mengaddi
konsekuensi logis dari sistern Perusahasn Inti Rakyat (PIR) perkebunan™,
sistemn PIR tersebl sesonggwhnya adalah keloargakelvarga (dalam hal ini

= Secare lebhih lenglap dapet difihat dilam Odi Shatedin, Fathuddin Mochiar dan
Fatah Muria, 2011, Loporan St Mengaena Buruh Atk df Perkefaonan Kedapa Soodt of 2
kabupaten; Kebaupaton Senggen dan Keiupahm: Sambas Kolimornon Berol, Save The
Children {Fxrred Progect], Yogyalenta

a MR merupakan sefmah model pengewhangsn perkebunen rakyst Eelapn sowid &
wilayah baro atma di aekitar perkebunan kelapa sawit yang sodah ada denpan
m:mdukanhﬂl—ha]pmih!&mpﬁkchmmmkyﬂtdanpmﬂmhunanbmr dalsm =atn

mmmwﬁmmxmmmm Jakarta, b4,
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c. Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan atau biasa disebutkan dengan istilzh perburuhan dalam
cendering kowflikasl, vang tidak biza dilepasksn dari upaya menzhami praktik
pembangunan di bidang ckonomi, terutama yang menyangkut pengalokasian
sumber dsya mammsia dan kebijaksn negara yang befmbungim dengan

Dialam era desentralisasi dan indusirialisasi yang memusatkan diri pada
penychnpgaraan otonomi daerah dan percepatan pembanpunan fedustri i
dacrah maka sepals macam kebijskan dmn sirategi yemg dilakukan oleh
pemexintah dacmbh maupun dunia usaha harus dapat memfokuskan pada upava
terwnjdnys kemandirian, bedkurangnya penganggoran, akwmulasi modal
peningkatan pendapaten asli dacrah (PADY), pewmingkatan prodvksi dam
produktifitas kerja seria kelangsungan kepiatan nsaha zecara kesinambiagan.
camper tangim secara langseng melaln mekanisme regulasi dan kebijakan yang
terkait penyelenggaraan ketenapakerjaan, agar tesheniuk suam hubungan kerja
yang dinmmis, harmoms, selaras, sevasi dan seimbang amtara pengusaba dan
pekerja sehimgga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesmai asas
hubungan industrial yang terbuka, transparan dan komundkatif. Ketensmgan
usaha dan ketemangan Pekerja hanya dapat dicapai apabila pengnsala dan
pekerja dapai memahami dan menghayati hak dan kewajibainya masmg-masing
schingga memumbuhkan rasa saling mengerti, saling menghargai dan
menghormati  dengan  fidak  mengabaikan  nilai-nilai  rasionalitas  dan
akuntabifitas

Dalam perspektif hak asasi manusia peayelengparaan ketenagakesjaan
yang berbasis pada perlnduvngem, pemelibaraan dan penmgkatan kescjahieraan
merupakan salah saibu fanggang jawab atm kewajiben negara dalan tumgka
memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat™. Sehinpga
dengan demikisn perbanpunsn ketenapa-kerjaan hams dater sedenvikian ropa
sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan vang mendasar bapi tenaga kerja
dan pekerjaburol seria pada saat yang bersamaan dapat mewujedkan kondisi
komprehensif dan terpadu, dalam rangka merancang-bangun peratwran dacrah

25, Dalam foreaat imptementast HAM, tetvatarms HAM hideng closob poran pomerintsh
haruy skibf Secara yoridis pemerintah memiliks kapagitns wiama seinln pernangkn
lr-wnjitem dan wargapegere. sebogai pomeagka hek, sesoai Eetentuan Pasal 28 ayat (4
U R 1945 dan pasal & darr 71 UJ Ho 32 Talom 1999, meks pemerntah
botmmgpmg-iawab trrhadep perlindungan, pemajusn, penegpken dan pemenithan HAM
yoox icioh Gatur dolan mstnuesnr oasonal dan imsiuamen Interneasunnal yang telah
dirafifdeasi.
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haras menghormati hak pekerja wnuk berscrikat dan bemnegosiasi, mencegah
pekerja snak, mencegah kerja paksa, menghinda:i diskriminasi, syarat kerja
tidak lamang dari perusahasn lokal dan mempekeajakan scbanyak mungkin
tenagasﬁempatﬂimﬁﬁkasinyakehmakonvmmmt&masmna!mhndlm
merupakan indikator kepedulian pemerintah Indonesia terhadap isn global
perlindungan hak asasi manusia Chuman rigkés) untuk tonbub dan bessandiog
dengan hak-hak warga negaca (civil rights) sebagaimana tercantum datkam 10D
NRI 1945 yang ielah disamandemen.

Terhadap peraturan deecsh yang secara khuses mengahor tentang
penyelenpggaraan ketenapakerjaan mntok level Provinsi beluom secara spesifik
mengatnmya, sedanpkan pada level kabupaten'kota yang telah mengatur adalah
Kabupalen Sanggm yaite Perahman Dacrah Nomor 3 twhun 2013 tent:ng
Penyelenggaraan Ketenagakergjaan.

d. Bidang Perdindunzan Kelornpok Penyandang Disabilitas

Pada hakikatnya manusia tercipta tidak ada yang sempurna, setiap oranp,
memiliki kemampuan yang berbeda-beds. Masing-rasing  ovang  meanildd
kelebihan dan kekwranpaneys. Dari perbedaan terseébut, dibarap-kan ontuk kitz
bmasn]mgmmghmgmdmmghormmmrhedaanymgadapmjw
kelompok penyandang cacat untuk bebas dari diskrmminasi dan ketidakadilan,
stjatinya merupaican keniscayaan, yang fidak saja menyangket haknya terhadap
aksesibilitas kelompok int dalam sistemn sosial, politik, ekononn dim budaya,
serfa linghkongan nfra-strukbwr yang ada. Kesompatan unink mendapatian
kesamaan kedndulcan, hak, dan kewajiban bagi penyvandang cacat, hamya dapat
diwajudica, jika tersedia optimalisasi aksesibilitas das upaya sumgguh-sungeuh
meyubah stigmatisasi terhadap penyankang cacat.  Aksegibilitas, yafiu susin
kemudahan bagi penvandang cacat pnink mencapai kesamaan kesermnpatan
dalam memperoleh kesamasn kedudukan, hak dan kewajiban, sehingga perlu
diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bag penyandang cacat. Dengan upaya
dimaksud, diharapkan penyandang cacat dapat berinfegrasi secars total dalam
mewnjirdkan  tujuan pembangunan pada umomaya serta  meningkatkan
kesejabteram sostal peny:mdang cacat pada Khususiya,

Indonesia melaloi Undang-undsng Nomor 19 tahum 2011 tentang
Pengesahin Converttion on the Rights of Persons with Disabilies (Kotrvensi
Mengenai Hak Pesyandang Disabilitas), sebagei negara pthak yang tclbsh
meratifikast Konvensi Hek Penyandang Carat, maka berkewajiban untuk
melaksanaksn ketentuan dan konvensi tersebut. Konvensi pemyandsng, cacat
Mengygarishewali kenryatam bahwa mayoritas orang-orang penyandang cacat
hidup dalim kemizkinan dan olch karenanya mengabui kebutnhan penting

unimk menangsni dampak negaiif kemiskinan terhadap orang-orang peoyandang
cacal. Umtuk its koovemsi mengingaikan holrwa kondisi perdsmaisn dan
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herus terus diberdayakan. Dalam konteks tersebid, sesua dengan togas,
wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya pemerintahan daerah, maka atas
kuasa peraturan pu‘undang—nmdangm yang lebéh tinggi, pemerintah daerah
dapat menetaploan kebijaken dacyah, yang diromuskan dalan berbagal peratoran

Pada level Proviasi Kalimantan Barai, telah terbit Peratiran dasmh
Nomwr 1 Tabun 2014 tentang Perdindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas. Sebelumnya pada level Kabupaten/Koia lebilh dahaln telah terbit
Peraturan Diaerah sejenis dengan nemenk e Perlindungan dean pemberdayasn
Penyandang Cacat, di Kota Ponotianak, Kota Singkawang. Sedangkan pada
dacrah Kabopaten [aionya belum ada,

e. Bidang Kesehatan, Periyvandang ODHA dan Penyakit Menular

Dalam dokumen RPIMD} 2013-2018 Provinsi Kalimantan Barat
ditepacdomn  babwa  sasaran utama pembanpuman  keschatam  adalah: (1)
paﬁngkamkuaﬁmdmakmpclaymankmchmanmasymkat;{npmﬂmn
gizi mayarakal(3) pencegahan dan penanggulangan penyakit; (4) penyehatan
lingkingan; {5} pelaksanaan program keschatan preventifl texpadu yang mchipat
peniitpkatan desa siape aktif dan perilaknm hidup bersih dan schat; (6}
pemenchan kebntuhan obat dan perbekalan kesehatan; dem (7) pemeratazn dem,
peningkatam kopalitas sumter daya kesehatan.

Beberapa peratiran daerah yang mengator bidang kesehatan ini, seperfi:
(1} Permturan Daersk Provinsi Kalimantan Barst Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Penyelengemam Keschatan Reprodnksi, (2) Peraluran DPaerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 2 Tahon 2010 tentzng Pengendalian Peredaran
Miruman Beralkohol di Kalimantan Barai sedanpkan peraturan daerah yang
terkait dengan pencepahan penyakit memokar dan HIV/Aids pada Jevel Provinsi
belam diterbitkan, meskipm sudah pesnah masvk dafam Prolepda tahue 2013
sedangkan umtuk level kabupatenkota bame Kota Pontisnak yang telah
menerbitkan peraturan dsersh tentang pencegaban dan  pepanggulangan
HIV/Aids. Fadahal berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan
Barat tentang Kasus HIV/ tidak kuramp dari 2000 orang sudah terinfeksi
HIV/AIDS yang tersebar sehurah wilayah Kabupaten ¢m Kota di Kalioantsn
Barat, selanjuinya menempatkan Kalimsntem Bearal schagss perinpkat ke-lima di
Indonesia. Prevalansi HIV/AIDS tidak dapat dikefshui secara pasti, tetapi
diperkirakan pada saal ini secam knmtitaftf apabila dianalogilcm dengan HIV/
AIDS schagai fenomena gunnng es, maka jumlahnya jauh lebih lebih banyak
dari data yang ielah ferdokumentasi tersebut Mengingat kesadaran kelompok
berisikn masth rendah den keterbatasan sarana dalam pclaksanaan program
HIV/AID di Klinik VCT sehingpa semakin menepuhkan kebenaran femomena
g ¢S ersebut
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yang hares diknasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting bapi
negara dan mengnasai hajat hidup orang banyak, di dalam penjelasan Pasal 33
gyat 2 TUUD NRI 1945 menyebatian, “Produksi dikeciskan oleh semua, uniuk
seoma di baweh pimpinan aten pemilikan anppota-anpmia  masyaralost.
Kemakmuran masyarakatlah yaag dintamakan, bukan kemakmuran orang-
Eekrhiargsem ™

Dalam konteks hak atas pangan, negara dibebani kewajiban umiuk
memenuhisya sebagaimans hak asasi mannsia laianya Negama dibehani
Eewajibun unduk mearernuhi kebutalom masyarakal akan pangan dan gizi yang
refangkan dan memadai. Sehingga, pengabaizan terthadap pangan dan gz ind
dengzm semdirinya bisa diimggap sebagai pelanggaran bak-hak asasi manusia
olch ncgare. Bahkan, ketika hak atas pangan diabaikan sccara tors mencrus,

maka pelanggaran ferschit bisa disamakan dengan pemusnahan penperasi secara
laten {silent penocide}.

Hak atas pangan yang layak, sehagaimana hak asasi mannsia labmnya,
memiliki asas indivisibility, yaitu keterkaitan satu hak asasi deagan bemiuk hak
asasl yang lam. Artinya, hak atas psmgem tidaldah bordint sexdics, nemoum juga
mmwmmmmmmymmmu
menjadi perhatian adalah scal posisi tanggung jawab nepara dalam mekanisme

hak aias panpan, schagai bagian dari hek ckopomi, sosial dan
bodaya (ekpsob). Tangpmng jawab negars sennglal ditafsikem hanya bersifat
obligationy of reswlt. Artinys, bizs dilaknkan secara perlahan-lahan
{progressively), disesnaikan dengan sumberdaya yang tersedia dan tidak bersifat
absolut. Berbeda dengan pemenuhan hak-hak sipil-politk, di mana tangguny
jawal negara berbeotok oblipations of conduct, sehingga mntlak diadakan,
Padehal, kedoa bangunan hak ferselat dirclasikan indivisible dan infer-
dependert, schinppa paegakan dan pemenaharmya pan wajib ditakssmalon
sccara bossaeaan, idak tEmpang antara sam dengan lainya,

Hak alas pangan yang layak membebankan tiga jenis atzu tinglat
kewajiban ncgara ponandalangam,  yakni; mecoghomoati, welmdomg dan
memenvhi. Pada gifirsanya, kewajiban untuk memenuhi mencalop kewsjihan
terjadinya kompefisi yang tidak adil, negara dibonhnt umtuk bisa melskokan
affirmative action di setiap level kewajibannya. Lebih spesifk, Panduan Hak
Atas Pangao telah menjefaskan tipa level kewnjiban negara. Kewajiban nntuk
menghonmati hak atas pangan., mensyaratiem segars, dengan demikizn termasuk
selurzh ofgan dan badan-badannya, ik sejanh mungkin tidak ikt campur
dalam upaya masyarakat memennhi hak atas pangan, jika bentok canpor bmgan
negara fusiru aksn melangpar mtegritas perorangan atan melanggar kebebasan
individu utuk memilibh dn menggmakom snber daya yang tersedia atan
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macyarakat denpgan wilaysh, kehidopan ekonomd, termasak bodaya dan bahasa
bersama. Komunitas Masyarakat Adaft dimaksnd berdiam di pegara-negara
statushya diatur, baik selurahirva dan sebagian oleh adat atan tradisi masyvaradost
adat tersebut stan dengan hukom etmn persturan khusus?” Singkat kata,
Masyarakat Adat Terpencil adalah sckelompok orang yang terikat oleh tatanan
vk aditmya sebagal wanm bersama seatu perselertvan hukum karena
kesamaan tempat inggal atacpin aias dasar ketnninan,

Teminologi Kommitas Adat Terpencil atan Masyarakat Adat tersebat di
atas memberikan pendekatan holistik karens sclain mefihat aspek hukum juga
Kominiias Adst Terpencil aten Macyarakat Adat Hal-hak ekonneni, sosial dam
budaya adalah lak escnsial (essential rights) yang memberikan eksistensi bagi
(digrity). Pokok soalrya adalah pada akses terhadap kehidupan yang lavak
dalam arti seluas-luasnya.

Adapam alasan reengapa habk-hak chononai, sosial dan budaya mempumyai
arti yang sangat penting bagi masyarakat adat adalah karena, (1) mencakup
berbagai masalah paling utama yang dialzmi oleh magyarakat adat sehari-hoari,
yakni berhulnmgsn dengan kebutvhan dasar dan kelsngmimgan hidep
kamyndtas, (2} tidak bisa dipisshkan dengan hak asasi manusia yang lainnys
karena imterdependensi hak asasi manuosia adalah realitas vamg tidak bisa
dihindari saert mi dan (3) hak-hak ekoneni, sosial dam budaya merupakan hak,
ssasi menjadi hak yang hams di pennhi, khususnaya yanp sangat esensial bagi
Komnnitas Adat Terpencil adalah hak wntok menentukan nasib sendirt {rights to
self determination) dam hak atas tamah dam sunnber diya alam (gt to kmd and
natural recourses). Pentingnya kedua hak ini karena selain sehapai hak-hak
kolekdif {collective righis), juga menjadi spirit yang akhir-akhir ini menjadi
koipsern perinangan magyarakat adat.

Dalam bagian I pasal 1 ayat 1 Konvenan Idemasional tentang Hak-hak
¥konomt, Sosiil dan Budaya (seff o defermination) diselankan: ... sermsa
bangza mempurpar hak wmtak menerdukan noxib sendird ofus kekwetorn e,
mereka dengan bebas menentukan statws politiryn dom bebas mengejar
perkembangan ekononti, sosial dm budaya mereka sendiri. Sedmgkan hak atas
sumber daya akaom ditcgaskan dakum bagian [ pasal 1 avat 2 ditegaskan .. sebste
bangso dapet secora bebay mengofar sepaln kekayamn don sumber daya
mereka sendivi, tanpa mengurangi bewafiban-kewajiban yang mungkin timbul
dari korja sama ekonomi iternasional. Tidak dapat diberarkan swriv banpsa

meosypareioart vediat.
T, Honwensi LG 160, 1958,
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memakas berbagai aturan perundangan di bidang pengelolaan sumber daya alam
aten yang berkaitan dengan . Undang-wndang No.5 tahun 1967 fentang
Kehutanan (UUPK), yang kini sudah diperbzharui dengan Umndang-Undang
Nodl tinm 1999 kntang Kelubiman (perpa tentang tambang dikawasan
Iindhmyg) dan Undang-undang No.5 talnm 1999 temtang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemoya (KSDAHFE), UU Air, TTUPM, UTF
Kelatzn, adalab comdoh beberapse vndaang-undang mwagabaikan hak dan
mode] pengelolaan sumber daya alam magyarakai .

Khusus perifal perfindungan masysrakat atsn Komunitag Adai Terpencil
i Kalimantan Barat dalam bentnk peraturan dacrsh, tidak pemnah ada Sam-
satumya dokumen tertulis yang memberi semacam pengakean techadap
Komemitas Adat Terpencil (Masyarakat Huboum Adat)y di Provinsi Kalimantan
Bary adalakt S Keputusan (SK) Guberow Proviosi Kalimslan Baal
tentang Pengemgkatan Tumcngeung sechagal Kepala Deza Adat. PA dalam SK
tersebut  ditegmskam, bahwa Twnagmme mengepalad warga dalam satuan
wilayah desa adat daen masyarakat hvkam adat tinggal dalan soane desa adat
Tugas Tumenggimg sehagai kepala desa adat adalah menjalankan pernerintaban
Batas wilaysh Desa Adat bermpa sungsi, pohon besar, bam-bathan telsh,
disepakati secara unm temurun.
mama hokom responsif, maka konsckoensi logismya adalah ia  hams
memperjuangkan keadilan sosial sebagal sasaran atama. Teori keadilan aosial
ihi, mepnyuk pada apa yang dikemwkakan John Rawls schagai fre difference
principle dan the principie of fair equality of opporturity. Inti the difference
principle, adalah balwa perbedaan sosial dan ekomomis haras distur agar
memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang
berumiong. ”™

Konickstual Provinsi Kalimsntsn Barat sendiri banyak dipimpin oleh
Kepaly Adat (Toenggamg), yvang togssmya adalah menyelesaikan perkcma
dilanjutkan ke tingkat yang fehih tinpgi. Adat istiadat ini mesyangln semua
suku, fenutama Sakn Melaye dan Dayak. Penhal pewberdayvamn XKAT di
Provinsi Kalimaman Baral, sesungguhnya sodab dilakokasn scjok dekade 70-an
yang dikensal dengan Program Pemwkiman Kembali Masyarakat Terasing
{(F2EKMT). Saat imi lckasi-lokasi pemberdayasn tesclbut banyak yang swdah
mengalami perubahan terkait akses dan pola hidap sejalam dengan adamya
pembangunan di segala bidang, Pambukaan jalan raya di banyak tcmpat telah

Pernghapusan Begala Bentuk Diskriminasi Rasial [CERD di Indonesia, hasil Konsuhlasi
Masional NGO pads tnngeal 2123 .Tuni 2007 i Bogor, .JJawe Barat, Indonesia, him., 5.
02 ol Berwla, 1973, A Theory of Justive, Ouford Gaiverstty Pooss, London
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FEkonomi warga masih fergolong subsisien dengan tingkat keterpanivngan
hidupt pada botan masih tinggi. Sistem bercocok tanam KAT masih dengan pola
ladang berpindah atax sirduler. Jarak terjanh menujn kebon bisa mencapai satu
jam berjalan kaki Warga jura masth mengumpuikan Basil butan seperti rotan,
kayu dam memanthatkan samber days butan lainnya seperti dengan berbwru
binatang, mencari mado, mengumpulkan tmaman  obat, kmlit kayu dan
sehagainya. Tanaman utama yang diosshakan adalah padi dengan musim panen
sehanyak saty kali dalam sam tahen dengan lama panen selama tjuh bulan
Padi biasanya digunakan uniuk memenuhi kebuiohan sendin dm scmest sedikit
yang dijual. Warga menyimpan cadamgan padi di dalam honbsng milik pribadi.

Dalam prakitkaya UUJ Penataan Ruang tidak secara spesifik mengatur
pengakuan hak masyarakat atss pengelobazn hutan. Namun bila merujuk kepads
Pasal 7 ayat (3) dissbatkan iahwa penyelenggarain periataan-raang ditakukan
dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentan
peramran  pernundang-nndangan.  Selanjinya dalam penjelasan ayat im
diselwetkan babrwa bak vang dimilki orang mencakup pola bak yanp, dimiliks
masyarakat adat sesnai dengan ketemtuan peraturan pervndang-umd:ngam.
Berkaitan dengan sistem penataan msmg berbasis kawasan disebutksn pula
dalara pemjelasan Pasal 5 ayal (5), bebwa yanpg termasok kawasan stralegis
terselwut adalah kawasan yang memiliki milai sosial dan badlaya yang dalam hal

Hobungmnya dengan hak ekosob, tata mang berkorelasi secara pemuh
atas pemermhan beberapa hak ekosob khmsnsnya bagl masysmakal marjinal
dalarm hal i masyarakat adat. Peele digarishawahi bahwa sehensmya sistern
pengaturan. dae penpambilan kebijakan publik di bidang perencansem wilayah
dan pembangunan barusnys menghormati bak-hak dasar manusia seperti yang
distur dalam HAM, tidak terkecuali dalam hal ini hak-hak ekosob kaum
mavjinal khnsuseys masyarakat adst di Kalimantan Barat.

Bertitik tolak dari problem dan kebutohan utama masyarakat adat di atas,
kehadiran peraturan: daerah yang berkaitan dengan rencana tata miang witayah
(RTRW) demgan demikian mempunysi relevansi yang keat dan scjalan, salah
samnya dengan permasalahan pengelolazn sumber daya ltan bagi masyarakat
adet di Provinsi Kalimatan PBaet. Namon sayanpnys, Perstoran Paersh
Kalmmmn Barat Nomor: 10 Tabun 2014 fentang RTRWP Kalimantan Barss
yang telah dibentuk, kemudian diketahai bahwa Perda tersebut masih belumn
masyarakat hukem adat di Kalimantan Barat yang akan dibahas secars lebih
mendalan pada bab selanjuinya.
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Memperhatikan potret Anggavan Pendapatan & Belanja (APBLD)
Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan
selarna lima tahen terakhir sejak taham 2009 sampai 2014, Pada tabam 2012
fotal APBD Kalimantan Barat sebesar Rp.2.990 irilium, sementara pada tahmm
20173 total APBD Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.24 triliun dan pada talmn
2014 sebesar Rp.3.72 wrilion.

Selanjuimya memperhattkan penetapan indikator kinerpa dacrah
sebagaimana yang tercermin dalam dokumen BPIMD Provinsi Kalimamtan
Barat 2013-2018, yang terdivi dari indikator pechwmbuban ekowomi, tingkat
Penganggnran, 1mgkmkmshmdanmdeksPemhangunanManum
(IPME), moled deri kondisi 2012, 2013, 2014 campai dengsn target tahen
2015, mlﬁ,znndmzmsmapmmyangs;gmﬁkmm

2. Ckvizney RAUMD Provios Kalimaokat Barat 2013-2018, Bagian Penctapan iodiketar
Kineria Dacral, blm. 301-304.
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dilskukin segera setelak tramsisi poliik bergulir. Remncina aksi yang secara
langzung berada di bawah konkrol eksekatif (Presiden) ind dikernbangkan secara
bapisah dengzan dokanen perencansan pembangunan yang disusan dongim
Iebil komprehensif di hawah Bappenas. Dokumen ini menjabadkan mengenad
EHwitas mstitsionalisasi HAM yme ditctapkean sclompa lima tabwm, baik
mﬂmkuplﬂnghh—hmgkﬂhpﬂmhmmkanhukmn(mﬁkmmhmmmnm
unding-undang)}, promosi HAM maupun implementasi dan penegakan HAM.

Sampai saat int, meskipun dizngeap tidak sepenubnya efektif mendorong
mstilmsipnalizasi HAM, Rencann Alsi Nasional HAM terus menjadi kebijakan
yang secara reguler dihasilkan mengikuti siklus perencanasn pembangzunean
menengah lima tahman. Dengan demikian, RANHAM dapat dilthat sebagai
satn bentnk perencanaan mini pambangmen yang lebih detal mengena hak
asasi mannsia sebagai bagian tidak terpisahkan dari reacana umum
pembangunan,

Meskipon RANHAM memiliki beberapa kelemahan mendagar, nanem
hares diskui babhwa RANHAM adalsh Komitmen Pemerintash Pusal wntuk
menjadikan HAM scbagai basis pembangunan. Persoalannya adalah jasiru
tegjadi di bevel domestik. Instimsionalisasi hak asaci dsn permasslahannya di
tingkat domestik, yang sekedar menjadi bahasa advokasi dim pexlawanan atas
kesewenangan pemeriniah di bawah rerim Orde Bam.
dan prinsip hak asasi manusia memperoleh mang yang memadai seiring denpgan
proses transisi politik [998. Hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi,
kolusi dan nepotisme merupakan dua todutan vtana dalam transist polidk eede:
reformasi. Transisi politik ini, telsh membuka mang yang cukup besar untuk
merealicasikcan institusionalisaci standar dan norma HAM ke dalun ranah
huloom masional. Gagasan institesicnalisasi HAM, berkembang Betsamaan
dengan pagasan menegakksn kembali supremasi huknm. Hak asasi dan
pervgudan tata barn negara bukwm yang demokratis komsliao mcipenelch
artikyiasi schagal salnh sam apemnda polifik nasional di masa iranzisi seperti
tercenmin dalam TAP MPR No. VIMPRZ2000 tentang Femantapan Pessatuen
o K esahea Nagional,

Gagasan  instimsionalizasi norma HAM secars cepat berperzk dam
didominasi gapasan ontok memgahmmya dalam bukom-hekum positif yamg
berlakn efektif. Upaya imi dapat bervpa adopsi berbagal instrurmen bokomn HAM
icroasioeal ke dalam ramah domestik melalp ratifikash, pengadopsisn standar
HAM dalam pemyusnnan undang-imdang, ate pembentulan berbapai lembapa-
lernbaga yang memiliki mendag khuses dalam penphormatan din peximdungzan
HAM.

Di  level pemerintzshan daerah, kesulitn dalam  melakukan
imstilusicnalizasi HAM terdapat dalam masalah kewenangan kopala dacaah yang
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konstitusi,

Merupakan kewajiban bagi pemerintah uatuk terts memperhatikan hak
asasi dari setiap warga neparanya. Salah sat upaya pemerintah texkait hal
HAM. Wammom tidak berhenti sampai disitn saja, setelab suain kouvensi
diratifikasi dan Indonesia menjadi negsra Pihak dari Koovensi tersebwt, maka
terdapat kewajiban bagi pemerintah mwtuk melakssnakan ketentuan-ketenbuan
vyang ada. Meskipun kewsjiban tersebut tidzk memiliki kekmatan hukam yang
mengikat, namun realisasi dan kownitmen kuai pemeriniah Indonesia tems

Seperti ymng telah diselnnkan sebelumirya, ratifikasi Tndonesia terhadap
sejumlah komvensi intermasional tersebut merupakan “batu pijakan™ terhadap
penghormatan, penajean dan pemenshan HAM nasional. Diperlokan upaya
lebih  fanjut  dari  selmwh  pemangku  kepentingan  terkait unmk
mengimplcawatasikan ketetitvan dari berbagai konvensi internasional tersebat
nmlai dari diseminasi menpenai pemabaman konvensi, harmonisasi peratiran
perundangan dan gebagainya. Secara langsung, ratifikasi konvensi internagional
in? akan menjiwai semangat penghormuean, perlindungzn dan pemenuhan FAM
masional demi pencapaian kepentngan terbaik bagi masyarakar Indonesia.
Sebaga pelaksana amanat konstitusi, hal tersebut melekat pada pemermtah dan
menjadi suatn kewajiban yang hars dipenohi.

Berbagai langkah strategis dilakukan oleh pememﬁah mwlalai

a. MW@MWMMSWM

berdcelanjtan  untnk mepercepal  pRoses  pemabiirim  para  pemangku
kepentingan nasional erthadap insmmen HAM internasional;

b. Menpidentifikasi program-program  pembangunan nasional yang dapat
dimanfaastion dan tehkerjasoma dengem berbagai pemangku keperntingan
mﬁmmldanmenymmpermﬂmmanpm}rﬁdmandukmgananggamdm
mmmbwdara yang diperiukan omtuk mendukung  program-program

¢ Menyusim lanpkah-langkah yang diperlukan dabam menyiapkan Laporan
diserahkan kepada Komite HAM terkait di PBB;

d. Melakukan kerjasama desgan negara-negara sahabat haik di tingdeat bilateral
regional mavpon multilatezal torkait penguatin komitmen bersama dalam

el X
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ekomunt, sosial dap badeya. Hal i dapat dilihat dard putusen mahkamsh
konsiitusi dalam perkarm ng)mgu]lﬂn[f[]ﬂn 4 tahun 2042 tentang Pertambangan
Mineral dm Batubara ™ Akhimya Mahkamah berpemdapat babowa keteniuan
Pasal 24 UU Minerba telah cakup umtuk menjamin kepastian hukum dan
menjamin dipetolehnmya penghormatan (respects), perfindungan (profection) dan
pemenuhan (fidfilimenr) hak-hak ckowni dan sosial warpa pegara, Khnsusnya
bagi para pelakn kegiatm pertambangzn rakyat, baik yang sudah memenuhi
wakiu pengerjaan sckurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun mauvpon belum,
schingpa tidek dipetlukan adaya pengaturan sebagaimana tercantumn dalam
Pmlﬂhlm:foUMmcﬂnymgjumherpommgﬂimhakM
komstitasionat warga negara.**

Dalam pandangar ELSAM (Lembaga Studi dan Adwokasi Masyarakat),
kondisi bangsa Indonesia pada saat proses ratifikasi instrumen-instrumen HAM
internasional berbeda dengan  CEDAW  (Mternaional Convention  on
Elimination of All Forms of Discrimation Agaigs Women/Kovenon ientang
Anti Diskrimnimasi terhadap Perempuan) yang diratifikasi zaman Osba
(pertindungan dan anti diskrimvinasi tehadap peremvpuan). Namam Eovenan hak
sipel dan hak ckosob diratifikos masa pemerimtahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada taham 2005. Berbeda dalam ariian hahwa cara pembanguen
bulamm di Indeasesia kebib sesuai dengan prinsip dan norma HAM, namm tescait
dengan problem implementssi, sopaya sesuai dengan kovenm i, vang itu
memang sudy proses vang mau tdak mau harus dijalankan. Semma proses
ratifikasi, adopsi dan sebagainya ada beberapa yang dilakukan, yaitu compiain
antara kovenan intemasional denpan repulasi nasional, kemuodian kK
bermasalab demgam implementasinya dan bal {ersebmt kiranya wajar dalam
dinamika perobahan-perubahan terhadap Juhur bangss Indomesia yang ada dan
menujukkan kompleksitas di dalamnya.

Komitmen peméerintah Indoaesia terhadap perlndongem HAM sndah
ditumjokian dengan meratifikasi berbapai instrumen HAM internasional,
pengakcn ok masyarakat adat dakom konstiesi den terbukanya akses
masyarakat i Englup penyelengearamn negara. Selanjutoya, hasil wawancara

#0_Lihat Puhmen Mahlmmah Konstitusi Noo 25 PLTU-VIT- mlﬂ,mgqpl’asalﬁajmil]
hurufb,Pasa]'Eiajmm Pamlll]]:un'ufhl]’[]ﬂn 4 ey 2009, dEemggmp

horuf 1 dem Pazol 52 zyat (1] UL Ho. £ tabuom, 2009 tenteng Pertambengen Mineral den
Bambars terhadap Pasal 33 UDD NRT 195 yang dinnggep sw-mbetasi hakehak
mesyaraiat lokml 4i linglungan pertembengan dacrah Dangka Belitung dan bersifat
mahmmmmgyaugnhnmcmbuatgmusﬂhapcrmlmum

. Mejalah Eoroditosi No. 65-Juni 20135, "N Bda Pricsbusgon Rokgot®, Mahdouomsb,
Eu:m:ima.
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berbagai norma-norma yang ada peraturan perundsng-undangan. Namun tidak
ditopang oleh kebiasaan, harapan-harapan masyarakat skan arti pentingnya
HAM. Kuoltor lmkiom yang ada di masyarskat menjadikan jembatan antaa
peraturan yang diterapkan dengan keadilan sosial. Penulis mengamati dari fakta
empiris yang ada, bahwa political will pemerintah dalam upaya menegakkan
HAM atan memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi
mansis Wargd negaranya secara substansi ditandai dengan pembentukan
program Rencana Aksi Nasinnal Hak Asasi Mannsia (RAN HAM) di tingkat
pusal hingga daerah, banyakmya instnrnen internasional di bidang HAM yang
selanjuinya dilaknkan harmonisasi peraturan perondang- mndangan. Selain #in,
secara struktir dibentuk Komisi Nasioral Hak Asasi Manusia berdasarkan 171
No. 39 whon 1999 wenimg Hak Asasi Mamwsia dao komisi laimmya terkait
dengan HAM, muncuinys berbagai NGO di bidang HAM, sepetti ELSAM,
Koniras, LEH (YLBHI}, HuMa dan sebagainya Pengabaian texhadap budaya
hukom HAM yvang di dalammya terdapat keanfan-kearifsn lokal akan
menyebabkan ketidakbendsyaan norma-norna HAM saat diterspkan dan
menciderai hak-hak ekonorni, sosial ¢ budaya masyarakat sebagar dampak
dani kebijakan,

Driskresi dalam pengambilan kepatusan tidak zelale renkat kepada
bhukom, ictapi lebih kepada penilaisn pribadi yang juga memegang peran
Analizsis Soczjonwe Sockanto tentang berbagai faktor yang memengarahi
pencgakan bukom HAM di masyarskal sanpai berpantung pada penilaimm
pribadi juga, dalam bzl in apact kepolisian dalam menegakkan HAM dan
bestindak  denpan  carn-cara i nar hokum®™, Diskresi dipunakan  oleh
kepolisien, jupa aparat pemerintahan dalam menegakkan HAM & masyarakat
salah saonya kaend admya kelmnbétan-kelmmbatan wrok menyesosikan
pouniang-undangsn  dengan  perkembanpan-perkembangan  di dalam
masyarakat, schingpa menimbolkan ketidakpastian. Narmen aparst pemerintahan
ini tidak boleh mengpnnakan cara-cara keketasan dan tidak maownsiawi saat
mencrapkan hokem denpan dalih memponyai keleluasaan diskresi, scpexii yang
dinngkap dalam wawancara penulis kepada pemerimtai dan ELSAM, yakmi
dalam memeniksa Kasos sesctrang, polisi di daerah sexiong melanggzr HAM dan
tidak memahami esensi dari HAM.

ELSAM memandang habwa komilmen pemerintah yang kuat tevhadap
periindhngzan HAM, sebagaitrima dijamin secara konstitosional di dalam UUT
NEI 195 smandemen. Political will pemerintah didvkung oleh berbagai

amtara aioran dan peraturan i sendid secara stmkior, lernhegea dan proses Yoo
metgpdaryn Lihat: Llawnence M. Fricdman, 2001, American Loz Ar Fetroduchion fSecond
Edision), , texjearmben Wishon Basukd, Fhoan Amerike: Sebuah Pengandar, PT, Tatangss,
Jakarta, bl &, T-3.

=, Baca: Socxjone Sockentn, 2004, FektorFakior Yong Menengorehi Fesosgeakoan Feoom,
Cetaknn EKelinw, Rap Grafindo Perstdn, Jabeayts, hhme 432,
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dengan T No. 11 Talnn 2(045). Dalam hnbuegsn denppn daerah, Pemerimzh
Pusat masih kurang berkoordinasi. Konsekuensi logisnya pelanggaran HAM di
daerah baik akibat ketizdazn peraturan daerah maupun akibat ego sektoral antar
imstitusi HAM (pemerintabian, komisi atanpun NGO & bidang HAM),
bertangsung terus din cenderung menjadi kebizsasn. Hal ini menpakibatkan
pula pada kondisi ketiadasn perafwran dacrah vang berpihak pada pemenuhin
hak-hak ckosob masyarakat marfinal di Kalimarntan Barat.

B. Problematika Peratoran Daerah

1. Problem Penegakan Prinsip BEule of Law: Non-Diskriminasi dan
Kesetaraan (Nen-discrintination and Ineguality)

Pembangunan berbasis HAM ndealnya menipakan syaral yang terulama
bahkan ferpenting setiap program pembangunan. Salab satn implementasinya
sebapaimma prinsip rulfe of law.

Prinsip noa diskrimintaif tersebut tidak difkuti oleh pemahaman yang
memadai haik oleh legiclator daessh manpm masyarakat {di luar atan selain
pegial hak asasi manusiz yang ada df dacrah). Fakta empirk mennnjukan hak
ekosob masib cendernng dipandang sebapai hak vang tidak jusiiciable atan
tidak dapat ditumbat &i pengadifan. Hak ekoscb masih sering digambarkan
schagai hiak “kelas dua” (hak ysog tidak dapat ditegakkan, tidak dapat
disidangkan dan hanya dapai dipeouhi secarz bertahap). Dalam Eovenan
memang tercantim  keientuan bahwa pelaksandan pemenuhan hak  ckosob
dilpknkan secara bertshap, Selain itn, mekanizsme mumitoring bak ekosob di
tingkat internasional juga masik lemah karena befum ada mekanisme pengadean
fudivial atas penerapan dm penanganan pelangearan bak ekosob & daerah
makin lernah dan terbatas.

Hal lainmya adalah semakin mclemalmya peram pemeriotsh dalam
pemenubhan hak ekosob. Pemenuban hak atas pangsn, missinys. pada
Jenyatammya melibatkan beragam fingsi kelembagaan, mulai dari sistem
prodoksi, disbribust, harga, informasi dae pencmgeolmngn Keorsknsm seco
ummn.PmaasmmkmendapmkanpmgmbnknnsdmhrsuamWﬂmstrmsaksi
ymlgkmmldm,ymmunmkmmmeﬁhﬂkanbwakpdﬂm.hm
ini dimulsi dari hak aiss tamah den produksi pangan, pemasarsn pangsn,
pelabelan produk dan keamanan panpan. Dari sehueh proses mendapatkon
pangan ini, aktor yang terlibat bukan hanya pemerintah sebagai badan poblik
melainkan fuga lemnhapa privat ataa korporasi. Hal yang sama terjadi pada hak
aias pepdidikan, hak atas kega, hak atas pelayanan keschaton, pervmaban dan
Isinmya.
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perubahan mendasar dalem orientasi panbsagunan menjadi febih berperspekiif
hak asasi. Hambatan itw di antaranya adalah kekuasaan tidak lagd banya ada i
tangan negaced tetapi telah banyvak berpindah ke tangsm korporasi atan
penghambat paling dominan adalah Iemahnya pemahaman masyarakat dan
aparat pemerintab terbadap hak asasi, khususnya hak ekosob. Ada baryak
pejabat pemeritah datam pidato-pidatonys menyastakan bahwa bukan hanya
hak asasi yang melekat pada setiap orang, melainkan juga kewajiban asasi. Para
pejabat tersebut tak pernah tahn bahwa pemangln kewajiban asasi it adalah
tangeungjawab negaia sepenuhaya (state abligation).

Dalam kasns pesatean dagrah & Powins Kalimantm Barai tedhadap
masyarakat marjinal tercatat setidaknya 2 (dua} hal mendasar yzmg menjadi
faktor perryebab terabaikannya prasyaral pentbangumzn berbagis HAM sekaligus
ﬁktﬂpﬁmﬁmmﬂfmpﬁmbmwmmgmﬁmﬂmgminﬂp rule of

a4  Institusionatisasi Hak-hak Ekonomid, Sostal dan Budaya dalam Peraturan
Daerah

Berkaitan denpan hal tersebut i atas, keluhan yang pads umummnya
diajukzn aleh daerah adakah Badarya kesatom regulasi di toghkat pusat sehingga
meayolitkan daemah dalam hal menemokan referensi delam  ranpka
pembentukan peraturan dacrah, Tiadanya kesatuem regudasi tersebut :mibtera lan
tercermin dari banyakirya regulasi yang tumpang tindih dan inkousisien antsra
yang safu dengym yung lam, baik secara vertikal maupun secara horizontal, di
saaping o terdapat regulasi yapp perumusannya dilakukan dengan kurang
hati-Batl sehingyma mengakibatkan terjadimya penafsiran berbeda atac mul
tafiir.

Kehlnhan dan problem mendasar sebapaimana telah disebatkan—yang
seciara langsumg berkaitan dengan pemenuhan hak ekosob—salah satumya
dinmjukkan melalui bidmg pervmahan sebagai kebutuhan sekalipus hak dasar
manmsia. Hal ini dapat ditelash dari apa yang terjadi secara vertikal pada
Unding-Undang Nomor 1 Tahun 2011 testang Perumshsn dan Kawasan
Permukiman (UU PEF) dengan Undaog-Undasogz Nemor 28 Tabon 2002 teadaing
Bangunan Gedung (ITU Bangungan Gedung) yang mengalami perbedasn—
joiks <o benuk numah, (i) perbedaan menpeina peryelenpgmrmm perwinalun
dengan penyefenggaraan bangunan, (i) persymratan administratif kbususmya
ijic mendivikan bangunan dan (iv) definisi perawatan. Juga anara UU PEP
dengan ULT No. 2 Tahun 2012 wexdang Pespadam Tanah bagi Pembampon:n
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1) Ketidakjelasan pemegang oloritas manajemen repulasi.  Ketidakjelasasn
pemegang woritas manajemen regulasi merupakan salah satu masalah wama
yang harus diselezaikan. Dalam kadtan ind, pemyelesaian reguolasi tingkat
pusat perdn divtamciakzm kaena pada dasamya sebagian besar persburan
daersh adalah devivasi dari regulasi tmploat pusaf. Oleh karena i, sam
otoritas woggal untuk mengelola regulasi diperfukan di tngkat pusat.
Oteritas toanpgal tersebut schamcnya diberikan wewenang wiek menjaga
kualitas regulasi, baik di tingkat pasal manpun perataran daerah. D dalan
stookanr pemerintah, sesimggulinya tendapat Kementerian Huknm dan HAM
yanp, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Prestden Republik hwdonesia Nomor 47
Talmn 2089 Temtang Pembemtukan dan Owganisasi Kementerizm Negara,
diklacifikasikan sebagai kemenierian yanp menangani urisat pemerintaban
yang nomenk latur kermenterizmmya secara tegas disehufian dalam UUD NRI
1945. Akan tetapi sangat disayangkan kementerian yang menangani secara
khusns bidang regulasi tidak disehatkan sccara eksplisit dalam UUD NRI
1945 tersehad, schinges kelidakjelasan mstibsi yang mengelola regulasi
bexlangsung teres sampai sekarang,

Fokia lapsngsn menginfrarmasikan adanya arobigivkas terhadap perzm dan
funpsi Kantor Wilieyah Hukwn den HAM dalam melakukan pembinaan
terhadap prodvk peraturan daerah. Mengingat kewenangannya bukan
bersifit “mandatory™ (wajily) melainkan hanya bersifat “awibutit™ (dapat),
akibalnya saran pertimbangan terhadap format dsn sobstansi persincan
damahudakmenglkatbaglpmmmahandmnh,sepmhmpmmbangm
terhadap Raperds Perawran Dascrah Pﬁnye]mgam Pendidikan  dan
Rapenis Parlindungan Anek di Provinsi Kalimantzn Barm =

2) Pemahaman akan sistem regulasi nasional dan komemikasi regulasi amtara
puosat dan daerah. Integrasi regnlasi merupakan kunci penting Fagi eksistenst
sty negara kesatuan, terotama demgan wilayvah yang sanpat loas. Oleh
karena i, kKomunikasi antara pusat dan daerah, dalam kontcks regulasi,
adalah fakior determinan bagi tespelibharanya eksistemsi sebuah negara
Unmk i akses cegnkasi daxi dacrah ke pasil dan sebaliknya héoms senambtiasa
terpelihara dengan baik. Hamys dengan komunikasi repulasi yang baik, maka
strokhir sisteme repulasi nasional di dalam sushi oegara kesaman dapat
terpelihata secma tertib, ik secata substaniif maupun secara hierarkis.
docrab telah terjebak pada danizeva seodnd. Masimg-masing melupakem
bahwa sejatinya para pemangku kebijakan berada dalam satu bingkai yang

0, Wawancara Jdengan Bapak Edi Guoawan,5H MH beserts Staf Perancang Perundang-
Wmmwmmmmwmwmm
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pembentokan regnlasi, baik di tingkat pusal maopun daerah, letap pada
proporsi yang ideal dan deagan kualitas yang baik.

4) Reformasi Repulasi dalam arti kesadaran barn sntuk mewijudkan regulasi
yang sederhana dan terth belum membudaya. Schaga suatu misiatl baro,
konsep reformasi reguiasi, termasnk di dalamnya simplifikasi regulasi,
mendapat dulangan yang Iloas dari para peayeleagpara segara baik &
pemerintahon pusst manpun pemerintyhan dacrah. Secara wmoum, prra
penyclenggara nepara baik & pusat manpun di daerah telah menyadari dan
memahami penfingmya sistem regokasi yang sederhana dan terih serta
tngerti polensi resiko yang timbul dari sistem regulasi yang buruk. Nammn
demikian, tindakan ayata nntuk mebaknkan reformagi repnlagi belum benar-
benar dinnla. Alasan yang dikemukak:m adalah ‘Hdak tahu apa yang haris
dilakwicn” dan “eongeoe instokei dari posat’ Mao “schovesmya pasat
mekakukin refonasi regulasi texlehih dahulu dati pada dacrah’. Alasan lain
yag terungkap adalah ‘kckbawatiran terhadap berkurangoya pendapatan ash
daciab apatila sienphifliosi repulasi dildkokem’. Totek alasen yang lerakhir
tergebut di aas, diperiukan perubahan “pola pikir’ dari paa kepala dzerah
wrHnk lebih memaham: bahwa cria-cita bernegara sebagaimana dinyatakan di
Olch karepa itu, hidak sehansrya pemerimtahan dacrsh melibat wearga
masyarskat schagal sumber pendspatan dan regulasi bokan sematamata alat
seharvsmya memberdiyvakon dm mendorong dinamiks ckonemi masyarakat
terlebih dahnln acbelom dipunput pajak dan retribusi laionya. Regutasi
scjatinya adalah sarana wHuk mewajsdkan kescjahieraan.

b. Persepsi terhadap Hak-Hak Ekonomi Sosiat dan Budaya yang Rendah

Mencermati dari rendabknya persepsi terhadap instromen  hak-hak
ekenomi, sosial dan budaya, dapat dilihat dant kedua belah sisd, yaitu:

1} Sisi Pemerimtahan Daerak

Indonesia tlah meratiikasi Koventan Hak Ekoromi, Sostal dan Badaya
(Ekosob), Nainm ekosob pada praktikeya belum dipahani secara hatk
oleh pemerintabhan daerah badk pemerintah dacrah maupun DERD. Twdak
seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan badaya masih
ditempatkan pada stahis sekonder oleh kalangan pemerintahan daerah.
Deari sepi alokasi anperaran, isu chosob kalah populer dengan sepak bola
yang justrn memdapai dokungan dari APBIY. Walaupun ada beberapa
implemeniasi ekosob di dascrah masih bersifd  personal base.
Keberpihakan terhadap hak ekosob selain masih sangat tergamiung, pada
siapa yanp menjadi pemimpin di daerah, jupa sangat terpantung pada
peryusunan program pembepgunan yang dilakokan, ierdama dalam
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yang sndsh dibayar. Umumnya informsn melihat pemennhan
sebagai bagian dari kewsjiban negara secara normatif, zt4o bahkan
sebagisn melihatmys sebagai “kebaikan negara’. Nyaris tidak ada
kesadsran lebih janh bahwa sebapai warga negara yang sudsh
membayar pajak, berhak menuntyt kewajibim pegara umtok
memennhi pembiayaan pendidikan dm kesehatan.

¢) Besaran ampgzoan untuk pemberdayasn masyarakst marjinal. Tidak
ada sam konsensus berapa sebenanmya alokasi angparan yang
diangpap memadsi untuk pendidikan atau kesehatan. Penilatan
tukup’, ‘sedmng’, atm ‘lomanp’, tidask didaswkan satu patokan
yang jelas, Babkan kalingsm DPRD dan Pemerintah Daerah nyaris
seenua kalangan, mentlai babwa alokasi anggaran pendidikan dan
kesehatsn kuranp Tidak ada penjelasan berap  sebenanrya
kapasﬁasanggmdmapakﬂlmmnmgmemaﬁimﬁdakm:k
membiayai Grget optimal pendidikan dan kesehatan, Tidak adamya
indikator dan target pencapaian hak. Salsh satw target vang cksplisit
dicemtvmkan dalam kovenan yabe pendidikan dasar cwma-cuma.
MNamun tidak muncul konsensus bersama di antara  senma
stakeholder, baik DPRD, Pemerinizh Dacrah mampum masyarekat
tentang hal ity Juga tidak ada konsensus kapan target tersebut harms
dicapai, meskipun secars jelas iarget ini sudab twxmaktub dalam
Iebih jelas dijabarkan atsu menjadi kesadaran di antara para
pengambil kebijakan, Hal ini karena dasar penilaian pemenuhan hak
ummnnjnﬂﬂaknlmnmﬁ]rmanmsuhymkhfudakwnpﬁ
suaty acaan yang jelas.

d} Progesivitas kinerja negara. Ummomnya informan, khasasnya dari
ialangsn DFRD, Pemerintsh Dacrah dan LSM, menyoroti tidsk
adanya ‘grand design’ pencapaian pemenuhan hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya, Kovesem menyatakan bahwa pemenuhan oleh
negara bersifat progresif dan ferganhmg kemampusn, akan tetapi
umumnyamfmman leblhmudmqumpulkmhahwahﬂakadn

pemerintah. Juga informan umemnya menyimpulkan kegagalen
pemennhan dischablean kwena “ketidalomawan® dibanding kendala
“ketidakmampuan’ somber deys yang dimiliki doerah.

2. Pewmerataan (Fquity) dae Pemberdayann (Empowerment)

Sesuai dengan arah pembangunan peraturan dacrah ditegaskan pula
bahwa pada aras substansi pembangunan peraturan daerah amtara lainoya
dilakvkan mclalyd  peningkatrm  koalitas materi peratwan daerah yamg
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REPIMD tidak dilodi dengan poditical wil onink direalisasikan. Tidak ada
kebijakan pro poor yang benar-benar dilandasi skema hak masyarakat marjinal.

Ditengarai kendala untuk memerjemahkan mode]l pemberdayasmn yang
Mdeal bag masyarskat marjinal karena ketiadaan program legislasi dacrah. Dari
aspek substansi, lingkup permasalahan maupun profil ideal suatu progrzm
legislasi, apa yang diperlihatkan pada Program Legislasi Daersh yenp ada tidak
daerah yang hakal dibwat.

Svatu program legislasi daerah yang ideal merupakan suatn program
lepislasi yanp ferencana, terpadu dan sistematis (scbagaimana dimaksudkan
oleh UU Mo 12 iahwm 2011 Tentang Pembeniukan Peratian Penmdang-
undmpan). Dengan demikisn, munenl profit Program Fegislagi Dacrah yang
tidak layak disebut suatn propram lepislasi, lkebih sehagai gambaran dari 2 (dna)
al, yain™;

Pertame, pernalurnm terhadap kewensmpgan membuat perahuran dacrah
pasca UUD NRI 1945 dmmmulunm,]rﬂngdihiknhkﬂnsmﬂmkmmmma]
dalam Pasal 18 ayat (6) vang selengkapnya berbanyi: ... Panaintahan Dacrah
hﬁlﬁkmmlapkmpmmdmhdimpemnnmlmmmkmlakm
oionont dan tugas pembantuan™, belom sepenuolmys dipghamni. Idesinya
berdasarkan  ketenipan D NRI 1945 basil amandemen, kewenagam
pelakssnasn UL yang lebih tingpi, tetapi dacrah berbak wmink menctpkan
Peraturan Draerah din pevatvran lainoya, sepanjamg tidak bertenbmgzm dengzm
kepentingsn num dan perainran penmxdanp-nndamngan yang lebih dngpg.

Kedup, tidik admya keseringm dari Pemerintah Daerah dan DPRIDY
oniek merencanakan makeri pengabnran peraturan daerah, tijuan-tujuan yang
bendak dicaged olch perabwan dasrah dim atan penbeengunan poratoran dacrak
berbasis  HAM. Dampaknys bagi pengaturan terhadap pemberdayasn
masyarakat marjinal, laln mengerncot pada sifat regolasi yang tidak lagi sebapai
perwijudan kewsjiban dacrab wntok melakokan pembendieyamm dakam skema hal
oasyarakat wariinal, wimg kebah kepada kerclaan hati clite Pemerintah Daceah,
Dengan kata lain, pelangearan terhadap hak-bak ekosob lale fidak terhindakan.

3. Mazalah Harmonisasi Peraturan Daerak

Harmonisasi datam peraturan deersh pada dasarnya berkaitan erat dengan
bebexapa prinsip dasar penerintahen Tndonesia yang lerkandong dalan UUD
NRI Talem 1945. Prinsip dasar tersebut antara lainaya prinsip desentralisasi
pemexintahsn sebagnimema dimaksnd dalam Pasal 18 UUD NEE Tshun 1945.
Prnsip deseniralisasi tclah melshirkan kootrol pemerimtahan pusat kepada
pemerintaban daerah dalam penyelenggaraan pemetintaban dacrah, Salabh sam

™ Tzarikan dari hasil Gskual kelompok Feloas Croup pada taoggal ES Jah 2015,
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Perda, hingga smnksi pennndazn atza pemotongsn DALY (Dana Alokasi Umwum)
danfatay DBH (Dana Bagi Hasil) bagl Daerah yang bersanghkran. Larangsn
regulasi olehk pemerintah dacrabh dan DPRT). Undang-Undang Nomor 12 Toehen
2011 tentang Pembentukaiz Perstwan Penmdang-Undangan adalah peratoran
yang secara khusus mengatur panbentukan peraturar penmsdang-undangan
pada wmmnnys, namun pengharmonisasian Raperda tidak secara eksplisit
dijabarkan, meskipan tersurat dalam ketentuan Pasal 58 Usdang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemuadang-Undangan,
dalam sxti, hanya meletakkan dassr ywuridis pengharmonisasian peraturan dacrah
berwujud Raperds. Hal ini dapat dipahami mengmgat posisi peraturan tersebat
masih membatubkao penjabarsn lebih lanjit oleh peratorm yang lebih rendah
dart packnya.

Harmomisasi peraturan daerah bara dapar diliias dalam atucan lebih
lmjut, salah satmya dalam Pasal 18 honif ¢ Peratvran Pemerintah Nomor 6
Talam 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintahan Daesh
yang mengainr bahwa dalam evalnasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
duevah pada talaran pengambil kebijakan deerah, salah satr aspek pemilain yamg
dengan  kebijakan Pemerintah. Keterdom fersebut menekankan terjalinnya
kesclamsan antars kebijakan pemneriniahan dacrah (paranmasn dacrah) dengan
kehijademn  pexperintaban posit denpan  tojuan  mengomrol  (mengevalnasi)
kebijskan pemerintah deersh tenstama dalam membentuk peratvrzm deersh.
dibandingksn dengan Undimg- Undimg No. 12 Tahon 2011 tenbang
Pembentukan Persimran Penmdang-Tndmogm yvang mermiliki hirada lebih
tinggi. Anchinya peraturan pelaksana dard mndang-nodang terschat Hidak sesnai
denpan Pasal 7 avat (1) Undang-Usdmg Nomor I2 Tahun 2011 temang
Pembentukan Peraturan Pemndang-Undangan, Peogahos  hamomisast
peratyran  dactah dalam Peopendzgri Nomor 53 Talme 2011 tentang
Pembentnkan Produk Hudmm Daerah pada dasarnya tidak poh berbedn dani
undang-undany yang dilaksanskan karena tidak secara eksplisit menjabarkan
hormonisai mepulisi. Dengan demikian dari beberapa perahuran permdang -
undangan i atas, diketahui saat ini tidak ada regulasi yang baku dan lebah
berpeting yang mengatur masalah hanmonisasi peraturan daerah.

Tolok wkur harmonisast peratiaran dacrah scjatinya tidak dapat dipisahkan
dengan tolok nkur pengujian Perstnran dacrah, baik melalui executive review
maspun judicial review, dikarenakan salah saiv alasan keberadasn hanmonisasi
Rapexda adalah mtok mencegsh dan meminimalisir kontrol represif perateran
daersh. Pasrameter keberhasilan hsmmonisasi hukom  dalam  pembentokan
peraturan daerzh adalah adanya penumnan jumlah permaohonan nji material dan
pembaialan poraturan daerdh obeh pemneriotal pusat Jan Mablcawd: Agung
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penyelesaian konflik.

Inisiasi Raperda Provinsi Kalimantan Barat ientang Hak Masyarakat
Hukum Adat yang sudah masuk dalam Prolegds tabmn 2012 dan 2013, sampai
saat sekarang belum pernah tuntas proses politikaya, beragan perdebatan yang
mmmwammm@kdmmmm
b=

Sampai sekarang macyarakat hokum adat, khwssys di Kalimantan Barst
masih memperjusng-kan hak-hakoya. Masih baryak konflik yang muscel
ikibat saling bertubrukannya kepentingan masysrakat lokom adat d&m
kepeptingan  pemerintah  daersh. Pemedimtab  daerash mengangeap ol
posisinya adalah sebagai repmesentasi pemerimgah yang hares melaksmakem
hmgsimya dalan pengelolam sumber-daya alam. Akhimya eompadi tindakam
kesewenangan dari pemeriniah Berhapal pengalapsan dalam  perhadapam
denpan pemerintah dan pthak ketiga mepempatkan masyarakat hukom adst
schagai korban pembangunsn. Jika asumsi babrwa masyarakatl hokom adat
mersjuk pada dain tentary konsenirasi kemiskinan yang tingpi di kawasan
peiesaan, dapat dikatakan lebih lanjat balrwa masyarakat hukum adat adalah
masysrakod miskin. Padahal pemerimtzh deerah yang divepresentasikan sehapai
pemangha kewadiban harus melaksanakan pemenuhan terhadap hak ckonmmi,
sosial dan bodaya masayarakat Indoom adatmaya

Masysrakst hukvnm adst menphaedapi asngan yang bers muink ieap
bertaban dalam tradisinya. Kini masyarakat tersebut dipaksa wnik “modern”
kelodnr ymg memiliki nila-nila bedava lobore Denn  keperrtingn
pnnbaugtmm yang hanya dimaknai mengejar pertnmbohan  ekonomd,

keberadaan kosnunitas adat atan soko terasmg seving kali diabaikan. Padabal,
cara din nilai dup kommitas adat e penting motuk oengga bertahiomya
budaya.

Implikasi iebih lanjut, mengakibatkan terciptanya swte relasi, yange
bersifar subordinasi amtara rokyar dengan pemeripgah daerah, dalam penperiian
bahwa rakyat dalam posisi yang inferior dan pemerintah daerah kedudnkan
yang superior. Organisasi otonem yang ada di masyarakat harus dihmwdokkan
pada “raksasa orgamisasi, yaitu negara, yang dianggap schagai pemegang
kedaulatan yang bersifal mngeal vntuk mengatur rakyat,

% | Parlamen Ealimantan Bara: Usulkan Peratoran Daerak Masyvarakat Hukom Adat,
Hmmqu:nhrPﬂnhﬂnﬂk‘l‘anmai lﬁﬂupmhﬁﬁ}lsdmlﬂlatmgndalam
wsmmlammmmmww
peatamvan desrah tentang masyarakat hokum adat 9 Kalincintan Barat hanya Fraksi
FIII Perjasngan.

kedanlomton, Pertadks, mvmeaitont yooy menyatabam kedanlolen adakab tonpgeal, thdak
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provinsi samipai tingkat kabupaten'keta. Dimane dif dalamoya ada beban
dari perencanaan {ata kelola simber daya sampai kepada pengelolaan symber
daya itn sendivi, yang berorientasi kepada kesejaliteraan wmom vanp diranghead
dalam sain sistem percacanamn yang diahm dalam UU. No 26 Talmn 2007
tentang Penataan Ruang dan seyomlab perstoran perundang-mdangan lain yang
berkaitan desigamn peniaatasn raang susn wilayah,

Kepemilikan hutan melibatkan hak yang mencakup hek unmk
mengakses, menarik dan mengelola tansh dan somber daya dan tanpa
alaa mengemrakan sukiberdaya botan di lahan masyarakat adat sendin.

Sebagai ilustrasi bahwa sekitar 14% dani hntan dusia adalabh milik swasta
texmasuk datan prosemtase ini adalah hotan yang ada di Indonesia, Dart jumiah
secara kolektif dimiliki clch kelompok masyarakat adai stan lainnya. Dalam
kepesnitikan kolekiif, masysrakat biasanya berhak unmuk menentukan petatoram

Ada 4 (empat) istilzh kehutanan yang berkaitan dengan pengaluan hak
secard kolekdif yang diakni di dalam undang-omdang, yakni hutan adat, nstan
desa, butan kemasyarakatan dan hdan tanaman rekyar. Thnuk kategori ot

pamneliharasn, penpamanan dan pemaszatan hasil. Tapi, tidak semua kawasan
tanaman rakyat. Hhtan desa dan butin kopasyaakatan bisa diberikan &
kawas:an lndan finduneg den hitan produksi. Selain i, hetan kemasyarakatan
nasiomal. Sedsmpkan bukn tospnsn akyal bisa dibexikae di kawasan hotan
produksi. Namun banyak negara masih tidak menpakni kepemilikan kolekiif

oleh magyarakat,

Menggunnkan lopika di atas maka scbanyak 86% dad sisa hotan dunia
addalah milik publik yang dipercayakan pepgelolaaneya kepada pemerintsh dan
diator & dalam wndmpg-undang. Pemenimiah dapat melimpahkan hak binsps
texhadap pengelolasn Wuan beserta pengmmaan atow manajememya kepada
perorangan, perusahean atay measyarakat dalam bentuk konsesi, lisessi, izin atau
kﬂmkhnmp,ynnghmyalhﬂﬁﬁlﬁiknnda]ammuhhspmal[)ﬂmkms
ini, pemermizh memiliki kepemilikan dmn dapat mencabul tek-hak 1ersebw
setiap saat.

Tingkat bok yarg diberikan kepada mussywomkad di hotan publik sangal
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apapun yang dihasilkan oleh masyarakat sipil terkait dengan upaya keterlibatan
upaya peblik wmfuk mendapatkan fempat dalon proses perencansian Sosun
wilayak.

3) Eonflik Berdenasn dengan Temerial (Pengnasaso Hulan) dalam Rencans

Tata Roang.

Kondizi tersebut di atas sangat kontras dengan realiias pengelolamn sumber daya
yang ada di dalan kawasan hoian dalam kaitannya dengsm penghormatan,
periindmgan dan pemenuhan tevhadap hak masyarakat dalam perencanasn
penigelobizn hetan yang dimana masyarakat adat maupon masyarakat lokal
tiap aktifitas perencanaan itu sendiri.

Komflik sntars magymrakat dengan pemexintah manmm  masyarakai
dengsn  phhak perusahsan  seomnppmhnya  berpangkal kepads  borukoys
penanganan dan berlant-lovinya penanganan dm pemecahan permasalahan
atas kondflik iu sendiri oleh pemerintah schagai penanggang beban pelaksana
kewsjiban atas hak masyarakat, dimana persoalsn yang, kerap timbul adslsh
persoalan mengenal tumpang-indik klann ats suaty kawasan.

Scperti fakia-fakin yang dipapadcan oleh Lembapa Bela Banus Talino
{LBBT) slah satu lembaga masyarakat sipil lokal di Kalimmantin Barat dalam
salah sata kesempatan kegiatan workshop pada bulan Februar 2012, Menurat
panianan dan pencaiatan yang dilaluksn olch LEBT, ada 4 (empat) kasus
korflik yang terjadi di beberapa kabupaten ¢i Kalimantan Barat, 4 (empat)
kasus kondhik i adalah poteet kondlik teourial yang diakibatkan oleh tumgrang
tindik klain atas saaa kzrwasan yang masok dalam kawasan masyaralcd adat.

Seperti kasns di kawasan adat Sumpai Uik dengan fpm yang dibesikan
oleh Pemda setempat kepada PY. BRUWE, kemudian di kewasan adat Kayaan
Mendsiam dengan ijin PT. Toms Banna, demikian pala denpan dikawasan adat
Terusan dengan ijm PT. MAS dan terakhir konflik antara gin PT. Mekamka di
Eawazan adat Pelaik Keruap.

Kondisi tersebint di atas scfidakwya memberikan gambarsn menpenni
pemberi keadilan kepada masymrakat. Sistemn dan holoonm kemudisn malah
menjadi alat kuasa vang nyatis tak terbadas dae tak jarsng mengadi sumber dari
konflik itn sendiri.

Pembangunan adalsh kata kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat di
masyarakat itn sendiri. Dimana pembsnpgnunan adalah snatu proses memyehnrub
perwujadan hak sipil dag politik dan hak ckonorsi, sosial dan budaya
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Ekonmni, Sosial dan Budsya) yakei:

“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak dasar
setiap orang wntak bebas dari kelaparan, harus mengambil lamgkah-langkah
yang dipelukan, tenmasuk menyelenpgaraloon program khusos, baik secamm
individual maupam melalui kerjasama internasional, mtuk:

{a) meningkatkan cara-cara produksi, kemscrvasi dan  distobast
pangan, dengan sepenuhnya memsnfaatkan pengetahusn tekmik
dan it pengetabuan, melabni penyebarinasan pengetahuam
tentang asas-geas ilmn gizi, dan desgan mengembanpkan atan
memperbaiki sistem pertanian scdemikian rupa, sehingga mencapai
shatn perkembangan dan pemenfastan simber daya alam vang
efisien;

(b} memastikan distribust pasolom pangan donia yang adil yang sesusi
kebutuhan, denpan memperiimbangkan masalsh-masalah Negarm-
negara pengimpor dan, pengekspor pangas”.

Hak ini khususoya melindungt hak atas penmnahan dan pangan, nanou
tidak terbatas pada kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut saja. Konsep “standar
hidup yang layak’™ denpgsn demikisn harus dibaca termasuk pada “kebuhibham-
kebuinhan dasar” dari seseovang dengan tidak terbaias pads hal terschut sapa.
Nilai dewri pendekatan tersebat adalah bahwa pendekatan ita dismbil dari kerja
multidisipliner yang mengartikan owogenai konsep kebutuhan kehwiuihan dasor,
Sejomlah  kebutuhan  dasar lain berksitan  dengm  perdindungan  hak-hak
lain dishur secara eksplisit dalsm Undang-undang No. 11 tahun 2005 tentang
Pengesahan brternmionad Covenart on Ecoromic, Social and Cultural Rights
(Koveron Internasional temtang Hak-Hak TFkonomi, Sosial dan Bedaya),
meskipun ada beberapa kebutuhan tambahan sepenti sanitasi, kebnivhan numah
tangga dan transpontasi tidak disbor secera eksplisit,

Prinsip-prinsip mengenal keterbukasn dap transparansi senta pelibatsen
aktif masyarakat dalam rangka mewnjudkim keadilan perencanaan tata ruang
meniadi hal mendasar dan minimal yang hanis dipunskan oleh para pongantai
kepaimsan fermasnk pesicrintaban dacrah dalam proses penyuosunan Penda
BTRWP/ spam wilzyah. T No. 11 Tahun 2005 temang Pengesahan
Infernagional vmtang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) menyatakan
bahwa hak-hak yang ada di delamnya baus diwspudkan “dengan segala cara™.
Kata “cara’ telah dielaborasi dan dipahami denpan mencantumkan beberapa
katepori khmsus. Katepori-katepori tersebut fidaklah menyeloruh nanwn
memberikan garmbaran mengenai Janpkah-langkah yamg harus dilakukan oleh
pelaksanasmn peryusunan RTRWP/K. Hal ini berlake pula dalam lanpksh-
Iangkah pemerintahan daerah texkait dengan konflik di masyarakat dalam proses
ot rony i suatn wilayak.
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sclumbnya untuk mewnjudian masyarakat yang sejahiera, adil, mekmur, yang
merata, balk materiil maupun spiritnal berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sejak
negara ind didirikan, bangsa Indonesia telab menyadari babwa hak asasi
manusia merupakan sesuatu yang wajib dijonjung Ginggi tanpa mengenal jenis
kelamin (baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedpdukan yang sama
dibuktikan dalam pesal-pasal UUD NRI 1945 yang mengatur perihal tentang
hak asasi manusia dimana setiap warga negara memiliki kedwdukan yang setara
tanpa membedakan keadaan lahiriah apapun yang melekat pada diri manusia.

Dalam pandanpan yang entroposentris, interaksi anisr exeusia
menipakan ramuan dasar perkembangan kehidupan manusia sepanjang, sejsrah
Pada azwalnya, mereka membingun suate komumites polifk dalan soat
wilayah terfentn secara bersama-sama. Ada secara bersama dan kebersamaan
inalah yang membuatnya menjadi unik. Menjadi kormmitas yang membutubkan
banyzk persyaratan uptuk mempertahankanys. Dar i, komomitas-komenitas
berkembang sampai pada tingkat yang paling besar, menjadi sebush kerajaan
dan seterisnya yang melabivkan interaksi yang lebih besar pula, interaksi antar
komunitas. Seperti pada Perjanjisn Westphalia tahon 1648 yang mengakhiri
masa-masa perang panjang anfara kekvatan gereja Roma dan aegara-nopgam
Jerman dalam wilayah Kerajaan Suci Roma Negaranegara modem lahir
scbagpn dampek pemisahen antara negars &im gereja. Maka dmmia menjadi
dibangun dari kehidupan negara-negara (sistem negara-negars).

Negara modern merupakan bangunan manusia dan banguman politik
dengan batas-batas wilaysh dan pendwduk yang jelas dan mengenal suat
kedsmlaten. Indonesia misalnya, menjadi sustn bangsa dengan bangunan politik
bernama Republik Indowesia. Himpunan sejumiah manusia ierseba meropakan
wnsur esensial dan Undanp-Undang Dassr mwrupakan salsh sam kelengkapan
tersebud serta menjadi dokumen ateu piagam yang amat pemting. Undang-
Undang Dasar tahun 1945 meropakan dokumen kedua sesudah karya pertama
baups Proklamasi. Hobungan keduanys smwatlsh cat hingga tak dapat
dipisahkan karena UUD 1945 menjadi pandaan bagi bangsa dan negara
Indonesia, sementara proklamnasi meropakan jalan bagi kelahiran bangsa dan
negara o, Di jamon sckarang ind, vndang-imdimg dasar menjadi suatn dokumen
sakral di tengah dunia yang semakin profan. Konstitusi tertulis tetap merupakan
satu dokimen yanz bertahan ¢:n berakar pada tradisi dan sejarah. Hal ind
berlawanan dengan tesis Max Weber tentemg perkembanpan donia dari irasional
menjadi rasional dan hekom formal dan rasional menjadi pancakmya®™’. Di
samping konstifusi, bendera dan lagn kehanpsasn ocgars-negmra dunia juga
dupat menjadi contoh irasionalitas dan cmosionalitas bangsa-bangss. Selain

== Libin- [nas Eleden, 1987, wmmmmudml LP3ES,
Jakarta, him. 108,
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Hokoun dan masyackat®*. Koostitnsi yang di dalamnya memuat falsafah bangsa
Pancasila dipandang tidak semata-mata sebapai dokumen hukuwm, mebainkan
sustn doknmen atan piagam yang menganduny persulatan  emanusiaan,
schagai soatn monumesn, dokomen amropologi yang menoiehkan sejarah sus
bangsa dom keinginannya untuk membangun swaiu dunia haro yang lebih
sejahtera hagi bangsanya.

Sepenap ammnah yang tedemdwng di dalam  konstitnsi  Indonesia
kemudian divajwdkan dalam berbagsi peraturan penmdang-ondangan yang ada
tak terkecuali peraturan duerab. Salah satw hak asasi yang menjadi perhatian
ulama nepara sehagai pemegang arunab konstitusi adalah hak memperoleh
kehidopan vang layak melahi jaminam pekeraan dan penghasilan yang mampuo
memenshi kebwtvhan hidop setiap orsng. Dalam pelaksanaan pembangunan
masyarakat mesupakan komponen hak yang fidak dapat fuput dari pechatian
negara, dalam bal ini baik pemerintabag di pusat maopun dacrmb. Keyakinam
tersebut menjadi tak terbantahkan jika pada kenyaiaannya, fenaga kexja dalao
proses pembangunan nasional misalkan. Pelaksanaan pembangumam nasiopal
amatlah bergantung kepada jumiah dan kemampuean tenapa kerja yang tersedia
upink melskzanakan setiap program yang tefdandnng di delemeys, sehinpga
tenaga kexja mempunyai peranan dan kedudokan yang sangat penting sebagai
pelaku dan tujuan pembangenan **’

Menyaderi kedndukan yang tak dapat dipisphkan sntars dimensi hak
ckozob masyarakat dengan pelaksanam pembangunan nasional Indonesta, maka
menguli penting bagi negara khususnya dalam hal ind peaetintaban dacrah
sehapni pe].*sana pembengmman di dacrah uatek memperhatikan dan

seliap kompogen
mmplmmkmﬁmbmmm}mﬁhlulehbarbagmfahm‘thnmmikyaﬂg
terkondisi semwa alamiah manpur terkondisikan secara struktural yang

amailsh sulit.

Masyarakat maminal khwsesaya yvang ada di daerab-dacrah dengan
demikian, man tidak mau, pertame-tama hams ot dalam  pelaksansan
pembangmnan olch pemerimfaban daersh sebagai konsekoenst atas penerapan

Fembahasan dari Opfik Emu Huicon Iimum, Badan Penerbit Uotvermaiss  Diponegorn,

ScmeErang.
w7 Lifuk Aol Wijngomt, 2000, Mk Kefeirgockerioon Byrsea roformasi, Sinar Grahka,
Jakarta him. &
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keadilan kepada masyarakal Sesuai dengan apa yang dikemokakan oleh Phitip
Nonet dan Philip Selznick:
“....bahwn dalam perspektif hulkum respousif, hukum yung baik adalah
imknmymgmmbuihnmmmghbﬂldmipﬂamm
hukum.flukumtemebuthmmbminmpetcndanjugaaﬂi[;iasahamsnya
mampu mengenali keingman poblik dan mempeamyai keinginan pablik
Huhnnmsponsifinisangaldipengamhin!ehkaumrmlisdansosio]ugis
yang mespuriyai tema mernbuka sekat-sekat dari penpetmbuan hukum. Kam
mismmmmmmmmm_mm

hagipmﬂam:hnpembﬂhansusiaLPenma;mnhnkumsehagaiMnnmymg
dinunis:hnmmiadipemhdmnchrpmamanmiﬂmmgahniputemﬂgm-
pertentangan yang kusi, beberapa pihak memiliki kelskwinn jika hukum
ﬁ@mkmsebagﬁsemmmwngdinamis,dikhawmhkmhukmnpmmdmlakm
melemzh dim pada akhimya masyarsicat akan berfindak sekehendak hatimya.
Menunit argumen pera kritikus hnkum responsif dengan melemahnya

fukym respousif menganggap itu takkan terjadi karena suatn yang responsif
ietap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan keknatap-kekuatan
huutﬁdalmnﬁngkmgannyadmmmgmgguptelmnm-tekmmsiﬂlmm
sumber pengetahuan dan kesempatan mengoreksi.

Dilihat dani fimgsinya, produk hnkum yang berkarakter responsif bersifat
mpimﬁtﬁrﬁuyamemuatmatmi-matuiyangmmmmnmuaidmm
aspirasi dan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hulom
Huadﬂahkﬁsmlimsidaﬁkdmd&mmfmm%mgkanhukmnymg
ortodoks/konservatif — bersifat  positivis-instrumentalis,  artinya  lebih
mencenuinkan visi sosial dan politik pemegang kekuasasn atsu memuat maeri
ymgiebﬂlmmmkma]ﬂmmkmuujndkmkdmmhkthnkwmﬁm
program pemerintzh.

Bﬂﬂmidmipenafsimmmodnkhukmnymghmkmhﬁmspmsif
binsanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah mitnk membuat penafsiran
smﬂkimelﬂuibﬂbagaipmmnpehhmumdmpeluangyangmpitium
hmyabﬁiakummkhal-halyangbﬂrsifattdmis.smmgkmpm@khuhm

m.mmngimnmmﬂmbwmmmm
Larw and Society in Pronsition: Towerd  Gp Cit,, bl 72-113.
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Dmiseki]aspmbmdhgmﬂialas,kirmyajelasbahwnhukmnrespomif
merupakan setwah tafanan ateu sistem yang inklusif—datam anti mengaitkan
diﬁdengansaﬂ:—sistﬂnsmialmn-hlﬂmm,mkterkmuaﬁdmgankekmm
Hukmdalamtatmanmlkummifmemanhngdirhyasebagnihagian
ymmmkmmmmmmmrmmm
agar benar-benar rasional den benmanfasy dalam melayani masyarakat, maka
mmmﬁmmmmmmmm
dapal menopang vitalisasinya dalam merespon aspicasi dan kebwivhan sosial
yang hendak dilayani,

Pmdeklmla,bagimnﬂnhukmnresponsif,hn]mmmerupakanimtﬂusi
mﬂﬂlﬂ:kmﬁu,hutumd:lﬂmlebﬂidmsakmhrsuammm

herbagaipmsesdankﬁkuatandalammasyamkxtmﬁdimgkapkmuleh
EdwhuMSchr,bahwaseknlipmhukmnhnampaksehngaipemngkatnmma—
bukum ditreat dan diubah oleh usaha manusia dan balwa hukum it sensntiasa
berada di dalam keadasn yang berubah pula®™. Dengan perkatasn lain, bagi
mtegral dan saling menopang.

Studi ini memtriktikan bahwa peratran dacrah yang berkarakter
msponmfhdﬂcsutamerhiahrkﬁikamkmﬁgnmpﬂnikpmmhm
deerah terpolong demokratis. Tesis yang menyatakan bahwa konfigurasi politik
mmmmmmmmmm
kmmaﬁﬂtmnyamhanyate:bnkﬁmmkbidmglmhmmnenmsaja,scpmﬁ
hukmnwhlikyangmgaﬂn*gezagverkaudﬁsg[huhmgmknhman}m
hulmin-hokem yang mengahw politik dan kekuasasn. Semakin sarat sebuah
;mdukhukmndenganisit&ntangpcﬂiﬁkdankeknasam,maknsmmin
mgnﬁkankﬂbenmpnmymhdmrakmﬁgmmpmﬁkmmm

e, Bandnglonr dengan 'hgﬂm"ramaﬂt?&'hajumdnhntmﬁsiﬂcmymgkhsﬂ:daﬁ

mmmmm&hﬂnﬂmnmm&daﬁwm'ﬁ
W,WMIET.MMMKMMMMLIHE.
Jaleota, hlm. 100

. Satfipte Relerdje, 2000; i Hizkoum, BT. Chirs Aditya Bald, Bandung, bhml17.

T, 3atjpwo Rahardjo, 1m,mmmmmm al.
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bagi scmua orang yang menggunakannya.
Sesuailngikahuhmrespmsifmmmuﬂonﬁdm&]mick,pa@ekﬁf
]egishsankaadapunindﬂmurpuaunandamahymgmpmsifterhadap
keberpihakan hak-hsk ekosob masyarakat marjinal adalah sehagaimana tampak
pasda tabel di bawah:
Tabel IT:IUﬂikamerﬂkterPeratmanDaemhyangRﬁpomiftarhadap
Pemenuhan Hak-hak Ekosob Masyarakat Marjinal*™

Karskter Peraturan Karakter Peraturan Dacrak
Dacyah Responsif Konservatif

1. Pembematannya Partisipatif | 1. Pembuatannya dominatif dan
dan berbrasis HAM tidak berperspektif HAM

2 Muatannya agpiratif dag 2. Mustannya instrumentaf -
kontekstual tekstual

3. Isinya implementatif dan  { 3. Multitefsic dan pengabaian
protekiif hak-hak ekosoh

Pembuatan peraturan dacrah yang partisipatif berarti melibatican semua
kmnponmmasyamkatdauahdahmprmpﬂnhmmkaumdmh
Kmcna tojuen peraturan dacrah adalsh untnk memenuhi hak-hak ekonomi,
mialdanbndayn,makaummaﬁsmateriknnsuhasipubﬁkada]ahsm]
bagaimana merancang bangem suatu pembangunan berbasis HAM melaloi
pernnumdaenhsebagjinsumanﬂhitdishﬁpmﬂ}mnghngknp
mangenaiprakondisihak—hakakusnb,mjuanymghmdakdicapaidanpmﬁl
Mmdnﬁuhbagimahhhabhakﬁkmubmgdihmh;ﬂmym
Gacrah benar-benar merupakan jawaban ierhadap masalah hek-hak elonom,
mﬂdmhnhyaymgd&ﬁapibmnhﬁlﬁnmﬂkmﬁsmmlm
implementatif berarti isi peraturan dacrah tidak multi  tafsir, dapat
ﬂiimplﬁnanasikmdanmﬂngusungpmmkﬁfyMgmmmekrjhak-hak
eknnomLmhldanbudaynmymﬂﬂmmjina!.KdmlﬂmduiB{ﬁgﬂ}
kmahermbmmwammwm&ugmmm%
konservatif.
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Hukum harus memthak kepads kepentingan pihak yang miskin, yang
{ermarfinahisasi dan yang belum diuntungkan, Iniiah yang dimaksudkan dengan
hukmn yang berkarakier popubis dan  jagh  dari kecenderngan-
kecendernngannya yang tak pantas ke arah karaktermya yang terlale elitis.
Huknn yang terdalu elitis maloh cendernng mengundang ketidakpaasan pihak
akﬁmyahmysmmgmdmgmmdmdsmumimasmmgmm
dan pula tak produktif.

D. Program Legislasi Daerah Sehagai Desain yang
Memninimalisir Pragmatisme Politik Pengainran Hak-hak
Ekonomi Sosial dan Badaya

Pasal 32 TUndaeg Undang No. 12 Tahuz 2011 tentang Pembentuk:m
Perainran Perandenpg-Undangan mencgaskan bahwa perencanaan pehyusiman
Pmatumnﬂamah{ﬁmﬁmi}dﬂakukmdﬂamsuamhograml.ﬁgislasilhmh
(Prolegda). Dalam penjelasan techadap pasal terssbit ditegaskan lebih Lamjut
mme(dlm]halmﬂnﬂm.Pwmm,gaiteimskalapﬁm
pembmﬂ&mhuhmdidmah,yangsqiaﬁuyadﬁmﬂﬂmmaipﬁkmbmgm
kebotuhan huknm  masyarakat 4 daerak. Untuk ftulah, Progran  Legislasi
Daerah periu menetapkan program jangks panjang, fangka mencagah, atau
tﬂummﬁm,mmkmnqiagaagarpmdukpmﬂnpﬂundangmdaﬂmh
tetap herada dalam kesatoan sistem hukum nasional_

Profegdz mengindikasikan bahwa daerah cakup relevan sebagai wilayah
{ocus} pembapgunan atan pembahaman hukum (daerah) ™ Dalam loaitam
dmgmpelaksanaandmm]imsidmmidamahdcwxsaini,mlegda
sangal urgen bagi reorientasi arah pembshsman hukum (dactah) akibat
ﬁmknmemiisasihnhun{daenh}sdmligmmmimmisihpm
legistator decrah dalam memshami hak-hak ekosob masyarakat marjinal.

Memabami Prolegda sebagai ‘proses’ yang menpembalikan hakikat
kﬂbﬂﬂiﬂmhﬂkm{dﬂ'ﬂh}hﬂgikfpmﬁﬂgmmmmpmlcgdaiﬂl
sendini bokanlah sekader “dafiar kegiatan® legislasi semata. Secara substwsi
Prolegda seyogianya berisikan program perbaikan lepislasi, baik tataran
“filosofis’ maupan praksis. Pada tataran filosofis, Prolegda seharisnya memmat
imperatif-imperatif yang amlak ada dalam proses lepislasi, seperti: faminan

m,wmmmmwmmmmmqm,
mmmmmwmmmahumm
mmmmmmmmmmmamm
mwmmmm@nmmwmmﬁ
;ﬂmkhﬁmldahmmjaﬂij\hﬂm:kmbﬂ:danmpatumkmhn@mmﬂm
pembahsnem hukoem.
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teshadap proses politlk i pemerintshan yang tidsk swna, Caranya, dolam Prolegda
secam tegas dicmtimban mode-model penyerapan aspirasi, Misalnya model yang
dowasa im sedang menjadi protofipe vang ideal yakmi gagasn empowered
mm.ﬁmmwmmmm
melibatkan  partisipasi masyarakot  scara  genuine yang  bertujuge  umtuk
mmiuglmﬂmhapmiﬁsmasymkﬂmmimmekmmi,msialdmhuhy&
mmmmmmmmh@w-
Mmmwmmmmmmmmmmmg
berarti terhadap proses pemerintahan dalam ari hsas, mulsd dari pengambilan
kebijakan ite sendiri.

adsloh keterbhetan rakyat dabam proses pemberntukan persthran dacrsh dari proses

"substansi” yang membekn di dalam perkumpulan para wakil rakyat, melainkan
Juga terdapat di dalan berbagai forum warga pepam, orpamisasi nos-pemeringsh,
gemkan sosial, atm pendekoya, di maa pim diskursus tentang kepentinpan
bersama warga negara dilancarkan.

dengan konsultasi public yamg lebib Inas univk kasus tertents yang cukup berhasit
di pegara lain, dan atm pencgakican kembali prinsip-prinsip dasar partisipasi
herpeatisipasi.

mekanizmenys dapat dilakukan melabi beberapa prinsip. Perfama, adanya
kewqiihnpubﬁkasiyangcfakﬁﬂhikduimgimuﬁa{ymgmmmjmgkm
masyarakat huns), wakiu (cukup bagi kelompok kepentingan untuk mempersinpkan
ﬁﬁdﬂmh&mﬁs@m}dmmm{mda]uihﬂmmmndahdimwwﬁ
oleh sazarannya dan secara khusus dibjukan kepada kelompok masyarakat yamg
Mmﬁmmkmmﬁduﬂwmimﬂmmhmmua
mﬁmnmpnnuﬂgmlangrﬁwm,suhmdmprmlegmlauﬁmm
kewajihan informasi dan dokumentasi yang sistemaiis, bebas dan mudah diakses.
Ketiga, adenya jeminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi
muymlmkmlﬂmdmmmgawmimsejakpﬁmmmm
ada  kewgiban meayelenggarakan konsultasi publk yang efekfif ik
memperdebatkan konzep dan rancamgan lcgislasi, serta dibukanya pcluang
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BAB V11
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BERBASIS
PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN
BUDAYA MASYARAKAT MARJINAL

A. Materi Muatan Peraturan Daerah; Perspektif

Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Memperhatikan peratoran daerah di Provinsi Kalimsantan Barat yanp

berperspektif tethadap pementthan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
sebagaimmmﬁelahdiw%padahagians&bnlmmqrammpakmasﬂlrﬂaﬁf
mﬁﬂ,begﬂu;mlasd:mp:mﬂmdmﬂpmhl&mlkﬂhpﬂmﬁnkﬁndi

Bmmkmnmgbmgmpﬁamfmdmhymgpeﬂummdapatpahaﬁm

adatah akomodasi Permaturan Bersama Menteri Hukin dan HAM dan Menteri
Dalam Negeri Nomtor: 20 Talnm 2012 Nomor 77 Tahun 2012 fenta
FParameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Dimwkmdnlamkunsidermsmmhnhmghnufc:“bahwadﬂmnpmhmmkm
pmodnkhnhmdaaahharusmempaﬁaﬁkmpengbm‘mmis&sim, pembulatam
dan pemsntapan konsepsi yanp memmat nilai-nilai hak asasi mamusia”.
SalanjﬂmyapadaPMBayat(ljdimbmkam“Pmbemhnpmdukhuhm
dacrah yang memuat nilai-nilai hak asasi manvsia dilakukan dengan mengacu
pada parameter hak asasi manasia™,

Semmmnump@mhcntukmpemﬂmchemhmmunpﬂhaﬁkmhnl-ha]

sebapai berik:

a. Now Diskriminasi
da]mbenmkpmhﬂwsan,peleoehan,ataupmgmilmymglangmg
ataumm tak bangmmg didasarkan pads pembedasn manusia atas dassr
aganta, sukm, ras, emnik, kelompok, golongen, statns sosial, status
ckonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat
pelaksanann, stay penggmmann hak asaci manusis dan kebebasan dasor
dalam kehidupan baik individual maspun kolektif dalam bidang
pnﬁﬁk,ekonomi,hukum,susiaLbudayadmnspekkdﬂ@pmhinnya.

7 Paxal 1 Mﬂmﬂmmllmhnifhlhmdanﬂ&ﬂthnﬂmﬁeﬁbﬂhmﬂemi
NumnnZﬂTah;mEﬂmHmmWTahunzﬂlzTemangFarmﬂakﬂmmnum
datgm Pembentiibkan Produk Hykum Daersh, discbutihan: Peranmcter hak smeai manosia
mmmmlhkm“u&mﬁmunmmm
Trkum dacreh,
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2}  keadilan dalam satu generast;

3) partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan akses rakyat
terhadap informasi;

4) imemalisasi biaya lingkungan dan pengembangan instrumen ekonomi:

5) kerjassma internssional dalam pengembangan kepasitas setta dalam
pencegahan relokasi kotor;

6) prinsip pencegahan dini;

¥ mpmﬁngpﬂrempumdanpemmdadﬂmmtgelulmﬁngkmgm

8) pengakuan hak masyarakat asli;

9) pengembangan pengetabusn dan praktik masyarakat tradisional dalam
pengelolaan linglymgan dan;

1)) keterkaitan cral anfara pepdamaian, pembapgonan dm perlindungan
lingkungan.

Prinsip-prinsip tersebui di atas popular dikenal dengan prinsip
Pembangunan Berkelanjuian Berbasiskan Tala Pemerintaban Yang Baik {Good
Sustainable Development Governance) disingkat “GSDG™. Secara normatif
sebenarnya gagasan untuk mewwjudkan GSDNG di Endonesia telah muiai muncal
sejak tahum 1973 jauh sebelum Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan
Pembangunan menghasilkan Agenda 21.

Dalam mewnjudkan pembangonan berkefanjutan dengan berbasiskan iata
pemerintahan yang baik ataw GSDG maka kesjasama antara tiga elemen
masyarakat adalzh sangat penting. Ketiga ¢lemen masyarakal tersebut adalah
pemerintoh, pelakn wssha dan organisasi masyarakat sipil (civif society
organization). Konsep GSDG ini apabila diterjemabkan dalam kontcks dacrah
maka peran pemeriniahan daersh di dalam mengelnarksn peraturan-peratnean
dacrah yang berorientasi terhadap pembangiman berkelanjutan adalah sangat
penting. Pada dasamya peratwan-peraluran dacrsh yang dibuat dengan
mmperhmikanprhtsipGSDGﬁdakhfuqadapatmmhgka&ankepemﬂ}:aan
masyaraskat terhadap pemerimtah tapi jupa dapst secara jangka pamjang
MMPWMHMNMM@WW
banyak perstoran daerzh dibuat bertentangan dengan prinsip GSDG dengan
ahmmkmmingkmkmmmﬁs]ibamh.ﬂﬂmjmghpmdek,
memmang peraturan-peraturan tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Ashi
Daerah namun keberfanjutannys menjadi pertanyasn yang besar. Oleh karens
itu realisasi GSIMG ke dalam peratursn dacrah menjadi jawaban yang dapat
dipilih oleh pemnerintaban daerah vntok masa depan daerah.

Adapun paramater prinsip HAM, kesetarasn jender dan pembangunan
berkelanjutan berbasis tata kelola pemerinishan yang baik (good sustainable
development governanee) dalam perryusunan peraturan daerab diranpgkum oleh
Departemen Hokvm dan Hak Agasi Manusia sebagai berilout:
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Arah uwtama dari pendekatan berbasis hak asasi manusie bertojuan untuk
mmbmipmgaruhhagiadmyaahmbﬂhaschnkeﬁeimhmgmdﬂampmm
mmmmmmmmmmm
pemangkn tanggung jawab yang berkewajiban mnink memenuhi hak-hak warpa
mgmuya.Pmdckaminipunmmbaimangdmkmmmnyanglm
kepads masyarskat, terutoms votok turot berpartisipasi, berkontribnsi dan
mmikmuﬁhasﬂpmbangunmdﬂamsegalaaspekymgmemmrhadap
pemmuhnunihi—nﬂaipmghommmndaupannjmhakasasimnnsia,baikhak
sipil dam politik mampun hak ekonomi, sosial dan budaya.

Secara prinsipil, terdapat petbedsan mendasar antara pendekatan berbasis
kebutuhan &m berbasis hak asasi msmesia. Dalam pendekatan  berbasis
hhnuhm;mﬁpemhanmakmdiuljukmlebﬂimumhmmhk
melakukan sesuatu. Negara seakan-akan sudah melakukan kewnjibommya aias
pembenguan jika sudab melakukan scsratn tanpa harus memaksimalkan samber
dayaymgmh.Sedmgkanpmdﬁﬁnnbﬁhmishakaﬂsi,akanmmsym&m
apar strategi pembangutian harus sejalan dengan tunhutan hak asasi manmsia

Dalam pendekaian berbasis kebutnban, partisipasi masyarakat dilihat
schagai sebmah syarat yang mencokupkan (suffcient condition), sekadar watuk
mmingkaﬁmpehyambukaﬂmsyamtmgmmmmkm(mmry
dan kentribusi adalah hak dasar yamg muttak harus dilakoken dan tidak bisa
pembangunan akan terfokus pads penggalisn pada akar masalah, schingyn
intervensi yung dilakukan akan lebik menyelurub dan krimtegrasi. Sedangkan
mmmmmmammmm
yang mumcul i permukaan, sehingga strategi pembangonannya hewya parsial,
sesagt dan tidak jarang pula menimbulkan masalsh jangka panjeng. Sebapai
nuﬁnh,dahnpmdﬂkatanberhsiskdnmdnmanaﬁsiskﬂmisﬁmhmyadﬂihﬂ
dari seherspa besar pendapatan dan dikaitkan dengem  imdikator-mdikator
akan mengungkapkan perhatisn tambaban pada akar kemiskinan i sendir,

=\, Ol , him. 19.
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secara menayenmh menyediakan panduan umtuk semea bidung, termasuk watok
pekerjzan, keschaten, pendidikan, perumahan, keamanan pribadi dan privasi,
keadilan yang sefara dan kebebasan politik.

asasi mranusia bisa memberikan sumbangsih dalam pemberdaysan masyarakat
dalam berbagai cars. Aspek-aspek ini mencakup prinsip univessalitas, non-
keputusan, konsep akuntabilitas, serta pengakuan tentany saling keterganstungan
amiar hak.

Premsip-prinsip pokok hak ssasi manusia yang menjadi rumnsen dasar dam
acimn  standar dalam pelaksanasn hak asasi, mempskan elemen yang
frdameatal dalam hakum bak asasi manusia interasional. Pengakuan terhadap
kenyataan bahwa proses pembangunar yang dijalanken sering tidak melibatkan
partisipasi masyarakat, masth berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok
textentu, tidak wmerata, seria membushkan kemiskinan dan kesenjangan sosial
yang semakin tajam. Sebegai contoh, sebagian besar kemiskinan berawal dari
masih dijalanksnnya strategi pembengunan yang bersifil diskriminatif, baik
secars terang-icrangan manpan tidak.

Pengakuan terhadap prinsip-prinsip ite pon memmjuklen adanya
tadinys cendenmg terfolous pada masabsh-masalah ekonomi ywmig sempit
menuje suatn strafegi yang lebih Ivas. Reorientasi ini mencakup juga
pembenghan institusi-institnsi sosio-kulinral dan legal-politik yang di dalamoya
mengharuskan peniadasn peraturan-peraturen dan juga institusi-institesi yang
menyuburkan disktiminasi {eshadap individe dam kelompok tertenty, serta
menghereskap lebih banyak sumber days yang dialokasikan unink bidang
kepintsan yang memiliki potensi mznfast yang paling besar bagi masyarakat.
internasional, misalnya, negara  berkewajiban uniuk  memberdayakan
masyarakatrya dengan lebih mempricritaskan untok memberi pelayanan dosar

Meskipan  pendekatan berbasis hak asasi membebankan kewajiban
kepada para pelakssmanya untuk memberdayakan pembanguman, namun pada
saal yang bersanaan pendekatan ini pun mengakwi slimya keterbatasan spmber
daya Ha] ini menyehabkan adanya sejumnlah hak asasi mungkin membartulikan
yang, berbeda dalam hal prioritas sosial dan keterbatasan sumber daya, mesti
dipahami sebagai bagian intepral dolam sepala pendekatan bagi pembuatsn
kebijakan. Meskipun demikian, pendekaton hak osusi memuzia mengharuskan
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hakdalamprmmpmhmglmanakmber@nmngpadapemmuhmhak-haksip&l
danpuﬁﬁk.Dcngmdmﬂ:ian,pmdekatanhakasasimﬂnnlakadmyn
kesalahpahaman yang menyatakan, hak sipil dae politik serta kebebasan adalah
suatn kemewshan yang hanya relevan bagi masyarakat yang relatif makomur,
akmmﬂmmmtbahwahaksipildanpolﬁikmhakekmwmi,miaidanbndaya
harusdipamhngsebagaimmtubagimhegrﬂyangsaﬁngbmgamngdanmk
terpisshkan dalam pembanguran.

Pendekatan hak asasi memiliki potensi imtek memajukan tnjuan
pmbangummdmganbmﬁagaim(a}dmgmmﬂndmakditmpkmm
slmt&gipunhaugumnyangdlduktmgulﬂhlukasasi;[b}mmpeﬁmcahqm
strategi pernbangunan untuk memperbaiki setiap kebijakan dan instiusi yang
asasi;(c}mmdmakadanyapcrhmsanhaksipﬂdanpnﬁﬁkymgbisammﬂiﬂ
pemninsﬂummtalpmthgumukmemqiuknndmmﬂmbenhyakmmasymkm
dalam proses pembanguonan; (d) memastikan bahwa hak ekonomi, sosial dan
budaye adalah hak asasi manusia yang mengikat secara internesions] dan bukan
hanya sekadar aspirasi terencana; (e) memperingatkan adsnys kemunduran ataw
tidak ierpermhinya kewsjiban-kewajiban minimum yang wmama karena
tindalcor-tindakan konsesional; (f} menmmbahine legitimasi atas inrestan
admynpmﬁsipmiymgbe;mﬁdmise]mhmasymkatdﬂmpm&m
agar para pembuat kebijakan bisa dimirtai pertanggnng-jawabumya *™

Dengan demikian, menjalankan pendekatan berbasis hak asasi atas
pembangunan, pada dasamya sekaligas merupakan upays melakukan perpbahan
unink menegakkan, melindungi dan memenuhi hak-hak ckonoon, sosial dan
hadaynda]mnmasyarakatyangdaimnstudiiniteunasukdidalamnya
pengahuan yang tertaang di dalam peratiran daerah yang berpihak kepada
pemenuhan hak-hak ekosob masyarakat marjinal dj Kalimantan Barat.

C. Perspekiif Reguolatory Impact Assesment (RIA), ROCCIPT
dan RHR
Beramjak dari basis normatif sehagai hak scmua orang terbadap
pemenuhan hak ekonemi, sostal dan budaya maka suate perahran daesah dafam
keranghka hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tidak bisa tidak adalah dalam
rangka memenahi hak-hak texsebut. Unfnk kasus pemermban hak-hok ekonomi,
suaialdanbudayamasyamkalmmjinaldiﬁminsiKaﬁmmtanBamtkmmp

A, i, hhm 20

183



Rahmad Satrig

masyarakat, konsumen. pelaku usaha dan ekonomi secars keseliruhan.

f. Tahap VI: Koasultasi publik. Peraturan dacrah yang baik adalah peraturan
dactah yang secara terus menerws dikomemikasikan kepada publik yang
bertujuan untek memastikan peramtran daerah yang dinilai adalah sesuaty
yang tepal, sekaligns memastikan adanya kesamaan persepsi Tim RIA
dengan persepsi masyarakat. Konsultasi peblik ini dimulsi pada tahap
identifikasi masalah.

g Tahap VII: Strategi implementasi, Seteleh opsi dipilih, tahap berikutnya
adalsh memmnskan strategi ek mengimplementasikan peraturan daerah
di lapangan, yang mencakup mekanisme sosialisasi, pelaksamaan dan
monitoring, serta alternatif insentif dan mekanmisme sanksj,

inshmmaualisisutama.hidalampmmtemehﬂklﬁdapﬂ

kebijakan atao peratursn daerah yang masib berlakn don terhadep proses
penyusunan peraturan daersh. Pada proses inisiasi tersebut, RIA dapat
dilahlkmdnlmnmhappmggaﬁminfnmuiymgmlwmwhmhppmymmm
peratcan dacrah. Adspun proses terhadap pergumpulan informsss metabui
konsyleasi publik dapat dilbat pada mgaan di bawsah ini:

Ragazn 6: Proses Konsnltasi Publik Metode RIA™®

Ll
L]
*
L3
u
L]

LR L L L L T . L yuramn
E R e o

N

Implementasinya RIA selaln mengakomodasi dialop dan kenunikasi
publik yang lebih intensif dan produktif terkait masalah yang dimlasinya. Oleh
karena ito, RIA dilakokan berdasarkan bukti empiris (evidence-based) atsu

o, spw wittchouac gov. tanpa tahun Regulatory Inpect Andhmis A Primer. Www.

o e oy T

185



Rahmad Satrig

FANCADERN,
Keempat, Cormmumication (Komunikass). Ketidaktahuan seorang pelaku
peatm tentang peraturan daemh mumnghkin dapat menjelaskan mengspa dia
langkah-langlab yang memadai untuk mengkomunikasilan peraturan-peraturan
deerah yang ada kepada para pihak yang dituju? Tidak eda orang yang dengan
secara sadar mematuhi perstaran deerah kecusli bila dia mengetshud perintah.

Kelipta, Interest (Kepentingan). Apakah ada kepentmgan material sau
non material {sosial) yang memcopgarohi pemegang peran dalam bertindak
sesuai atan tidak sesusi dengan perateran daevah yang ada?

Keenamt, Process (Proses). Menurut kriteria dan prosedur apakah dengen
proses yang baggimana para pelakn peran memutskan untuk mematuhi
peraturan daerah atsm fidak?. Apabila sekclompok pelske persn tordiri dari
perorangan, kategori “proses” menphasilkan beberapa hipotesa yang bergona
uoiek memelaskan perilabmya Orang-orang bizsanya meratipskan sendiri
apakah akan mematubi persturan atan tidak.

Ketujuk, Ideology (Idiologi). Apakah nilai-nilai, kebiasaan dan adat-
istiadat yang ada cukup memengamthi pemegang peran unfuk bestindak sesugi
aian bertentangsn dengsn peraturan dsaah yang ada?

Kedelapan, Responsive Regulmion dimaksudkan sebagaj setruah atoran
yang memiliki karakieristik melibatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan
pebwatanya, bhendsk menyelesaiknn masalah yang mda & masyarskat
Menurnt Philip Nonet dan Philip Sebmick, hukum mempunyai tiga jenis yaim
dalam pembuatzn persturan dacrsh dalam setiap tahapan pemboatan dilkarapkan
menjadi kekuatan kontrol (agent of social control) dan kekuatan penyeimbang
antata kepentingan pemerintah den masyarakat. Pada keadsan terdapatnys
organisasi vatek berperan serta dalam menentukan kebijaksansan uamum.,
Diwkaurya ruang bagi masyarakat wetnk kot serta dalam proses permnbentukan
buknm (peraturan daerah) ind bertjuan apar perainran dacrah yang dihasilkan
tidak hanya responsif terhadap kepentingan penguasa. Secara konstruktif yuridis
Pasal 96 UU No. 12 tabun 2011 tentang Pembentukzn Peratumo Perunding-
undangan. Paham Nonet dan Selznick hukwm yang responsif #u adalah hukum
yenp sinp mengadopsi pasadigma baru dan meninggalkan paradipma lama.
Dmgandemikim,didalamhukumymgmspnnsifhh;kalehrmngdin}ug
dan wacana serta adanya pluzalistik pagasan sehapai sebuah realitas. Karena im
hukuom yang responsifl tidak Iogi selalo mendazarkan portimbangamrya
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dsersh yang bersemtuhan dengan mang lingkup hak ekosob, pertn meliknkan
peugharmonisasian dengan prinsip-prinsip sebagai berikit:

Pertama, muatan Perda wajib mengatwr dan menyediakan upaya
pesyelesaian yang efekiif bagi warga negara yang hak mys dilanggar. Prinsip-
piinsip Limburg fuga semakin memegaskan dan memberi arah bagi setiap
negara, khnsusnya negara pibak aobek tidak sekedar melihet hak-hak ckonomi,
sosial den bodaya bersifat positif Paragrafl ke-16 prinsip-pringip Limburg
mencgaskan: “Al States parties have an obligation to begin immediately to take
sieps towards full realization of the rights contained in the Covenomt.” Begitu
juga dalam parageaf ke-22: “Some obligations wnders the Covenant require
immedicte bnplementation in full By all States parties, such as the probihation
@‘dimrfmiunﬁmharﬁcieﬂ))#t&eﬂwem"ﬁhmiplimbwgmmgmai
Penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosisl dan Budaya
mencksnkan bahwa “Negara-negara Pihak harus menyediasksn wpaya-upaya
penyelesaian yang efektif termasuk, bils memungkinkan, penyelesaien melahui
pengadila” (Prinsip 19),

Kedue, muatan Perda mengshir dan menyediskan jaminan tentang
pmyadimnsnmberdayaymgtcmadiasmmmaksﬁna]dmlmg&ab-ﬂgkah
progresif yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikion, argumen
maximups  aveiinble resowces atay progressive realization tidak dapat
dipunakan untuk mengesampingkan pemennhan segera hak-hak tersehar. Jadi
anppapan selama ini mengenai non-jurticiable dari hak-hak ekonomi, sosial dan
budays jelas memyesatkan. Negma memiliki kewajiban yang memiliki efek
sepera (immediate ¢ffect). u artinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak
Iagi dapal didualifikast sehagai “bukem merupakan hak yang sehenarnys” atau
sekedar “perwyataan politik™. Sama seperti hak-hak sipil dan politik, iz juga
merupekan hak yang sebenamya dapat dibastut pemenvhamya melatei
pengadilan (Fusticiabic). :

Sebebnn sampai kepada svatu moded idea] membangun persturan dacrah
yang berpihak kepada pememmhan hak-hak ekonomi, sosfal dan budaya
daerah yang betlaku sebagaimana distur dalam PP Nowor 16 Talmn 2010 dan,
Permendagri Nomor 1 Tahan 2014. Dengzm merujuk pada ahw yang diator
dalam kedua peraturan perundangundangan tersebut, model yang hendak
diajuknnkirmyadapmdim;ﬂmndmganﬁdakteﬂepmhiapayangmﬁadi
pedoman dalam kedua aturan terscbut. Adapun alur yang ada dapat dijelaskan
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Ragaan 9: Bagan Alur Metode Penyusunan Raperda Pemerintah Daersh dam
Inisiatif DPRI) berdasarkan Pesmendagri Ne. 1 Tahun 20147

2030 1 : Proses Pasbacsty, Paniy

Bagar 2 : paur Inksistit DFRD
L & J [ mnm H£

S e (=

Pyt

Usul peratwran daersh berasal dari Pemeriniah Praerah maka baik
mekanisme maupun jadwal pengajuan Raperda ideal dilakukan tepai wakte
Standar pengnsnlan kerangks peraturan daerah, adalah sehagai berikut:

a} Sekretariat Daerab (melalui Biro/Bagian Hukum) Provinsi/Kabupaten/
Kota menyampaikan Permintaan penjclasan atan keternngan dan/atau
MNackah Akademik dan Naskah Raperda dilampiti Form 3.3 kepada
SKPD Provinai/Kabupaten/K ofa;

b) SKFD  Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan  penjelasan  atan
keterangan dan/atau Nasksh Akademik dae Naskah Raperda Sekretariat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusen Biro/Bagian Hukum

Prorvinsi/K abupaten/K ofa:

¢} Biro/Bagian Hukum me-review dan menganalisis awal Neskah Raperda
tersebut menggunakan Form 3.3 Model Anafisa Kerangks Regulasi
(MAKARA) RKPT);

d) Sekretariat Daerah (melalni Biro/Bagian Hokum) Provinsi/Kabupaten/
Kota bersama-sama dengan SKPD dan Bappeda memibahas analisis awal
dalam forum trilmteral mecting dan membuat kesepakatan menpenai
kerangka regulasi yang dirckomendasikan untuk masuk dalae REKPD
(hilateral meeting kerangka regulasi). Kerangka regulasi ymg telah
disepakati ditetaplan dalae Form 3.4 Berita Acars Kerangka Regulasi

‘mmmmmm%{&w@ﬂ
Lt (R1AtR i Bepe=yti—8, dink=es tangpal 19 Agasus 2015,
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Daerah. Sedangkan dalam upaya mewwjudkan sinergi dalam pembesmtnkan
wmumdmhdenganmnmmndmgmdangmdimmm;ijugn
diperlukan agar tidak terjadi pertentangsm dalam pembentukan suahi peraturan
daerah dengan peraturan perumdang-umdangan di atasnya (termiama dengan
undang-undeng) agar terwujud harmonisasi peraturan perundang-indangzn

Bexdasarkan kenyatasan dalam praktik dam dalam rangka mengakomodasi
hak-hak ckosob masyarakat marjinal dalam produk hmkum daerah berupa
peraturan dacrah yang berpihak pada pemenwhan hak-hak ekosob tersebut,
pemulis telah melakukan elaborasi iethadap ketentuan peratwran permndaag-
wndangan yang ada, yain UU No. 12 Tahum 2011 tentang Pembentukan
Perainran Perondang {indsogan, PP No. 16 Talwn 2010 teniang Pedoman
Peayusman Peraturan Dewsn Perwakilan Rakyst Daerah tentang Tate Tertib
Dewan Perwekilen Rakyot Deerah dan Permendagri No. | Tahm 2014 tentang
Pembenthukan Produk Hukum Dacrah. Olehi karena itu, model ideal membangun
peraturan dacrah yang berpihak pada pemenuban hak-hak ekonomi, sosial dan
badeya yang paralel dengan permasalshan masyarakat Kalimantan Barat
sebagaimma dapat digambarkan lewat tagasn berikut:

Rapaan 10: Bagan Mode] Ideal Memhangun Pershuran Daerah yang Berpihak
pada Pemenuban Hak-hak Ekosol Masyarakat Marjinal™

Pamibssmiulkan Par . : Y Para

o i SUSMLISAE!&PEWEBARU.HSAH‘LE
e - il § [ e —

di atas dapat dilihat baliwa elemen terpenting dari suatu
pembentukan peraturan dascrah bexada di pundak masyarakat dan para
pemangku kepentingsn. Dari situlah beranpkat ide-ide, gagasan, kepemtingan,
harapan den kemanan agar apa yang hendak divgindkan dalam suatu peratiman

2 Hegdl elaborasi petnilicran Peolis,
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BAB VII
PENUTUP

A. Simpunilan

Secara uwmmm simpulmn dalam studi inj sebagaimana jusa telsh
deryatakan oleh tesis Mahfod MD, bahwa “konfipurasi politik yang demokratis
akmmelahnianpmdukhuhmyangmponsisedangkmkmﬁmmpn]mk
ymguhrﬂuakmmehh&kanpmdukhﬂmmrmgknnmaﬁf’,hmyﬂtﬁhkﬁ
urduk bidang bukum tettentn saja, seperti hokum publik ymg mengan
hubungan kekuasasn atsn hukum-huloum yang mengatur politik dan kekuasaan,
Dengan demikian, huknm yang berkarakier responsif tidek sertz meris lahir
ketika snatm konfigurasi politik tergolong demokratis.

Perihslpmdukhnkmmymgbenqmpemnmdaemh}rmgmgaunhak-
hak ekonomi, sosial dm budaya yang kebanyakan merupakan pergulatan
masyarakal marfinal, koefigurasi politk Pemerintshan Daerah Kalimantan
Barai yang tergolong demokratis dewasa ini tidak/belum mampu melahirkan
peratorin deerah yang berpihak (responsif) pada pemenuhen hak-hak ekonomi,
sosizl dan budaya masyarakat marfimal, disebabkan oleh;

#. Tidak adanya kemauan politik—kalm tidak bendak dikatakan—telah
Iﬂjaﬂipembiﬂmnotehkmpnlapmympnnmpﬁ'asipadnms]rm
mmjinalyangtmkmdalaakibatbebempaha].m,pm}mn
aspicasi lebih banyak dilakuksn terhadap masyarakat mayoritas yang
tdak iermasuk kelompok rentan atan masyarakat marjinal, kerena
kelompok-kelompok  tersebut  tidek memiltki akses kepada pusat
kekuassan yang menyusun dan memutuskan kebijakan. Kedms, sikap
pragmatis legislator daetah yang lebih beroriemiasi pada masymraka
mayorilas atse kawasan padat penduduk, baik dalam hal pemyerzpan
aspirasi manpun distribusi dana aspirasi. Agends tersembunyinya, jelas
karena  kepedelian pada masyarskar mayoritas menjanjikan bagi
perolehan suara pada perilthan nmim berikrmya,

b. Sifat peraturan daersh masih sporadig, sebatas respons untuk mengatasi
permasalaban jangka pendek melatui peraturan daerah dan fidak dapat
dikategorikan scbagai program pembanguman peratran deersh yang
sistemik. Behun atan tidak ada peraturan daerah yang diinstrumentasikan
sehagai payurg huknm pemberdayaan kebnpok masyarakat marjinal.
Peratwran doerah  masih sebatas bagaimana memperbesar PAD,
sedangkan soal distribusi semberdaya pemenvhan hak-hak ekosob itu
marjinal yang ditegaskan dalam RPTMD tidak ditketi dengan polirical
wiil imtuk direslisasikan. Tidak ada kehijakan pro peor yang benar-bensr
dilandasi skema pesnenmhan hak-hak ekosob masymrakat marjingl,

195



Raohmad Saktria

peningkatan kualitas materi peraturan daerah yang transparan/adil mekslui
kaji ulang dan pengawasan represif terhadap peraturan dacral. Pada amas
struktur belom dilakukan peningkstan kspasitas legal drafting kepada
aparatur pemerintaban berkaitan dempan pembuatan perdn dan peran
legisiasi, sedangkan pada aras budaya hukum belum difakukan melalni
Apahils model idesl “membangun peraturan daerab” mengakomodasi
hak-hak ekosob masyarakat marjinal, maka konfigurasi politik demokratis yang
besparadigma pembanguesn (hukum dan masyarakat) berbasis hak asasi
manusia yang paralel dengan cita lukum Pancasila bendaknys menjadi payung
berfikir  dalam peremcanaan, pemynsanan, pembahasan, pengesahan,
promodif, protektif dan implementatif bagi kepentingan masyakarat cdaerah.
Untuk mengimpilementasiken Kepentingan masyarakat daersh dalam suam
mgnlmi(inm:hﬂhakdtmmLmia]danhmﬂayamymkatmmjimidi
Provinsi Kalimantan Barat), metode RIA (Regwlatory Impact Assesmer),
ﬁhabgy}danRHR{RaspeamHmmﬂfgfux}ﬁdakbmatﬁlepm-pisahkm
dengan pembangunan berbasis HAM yang paralel dengan cita hukuen Pancasila.
D1 samping metode REA, ROCCIPI dan RHR, periu jugs diperhatikan prinsip-
yang turut serta menandatangani prinsip Limburg terschut. Untuk it sefiap
peranman daerah yang bemsentuban dengan ruang lingkup hak ekosob, perlu
melskukan penighanmonisasian dengan beberapa prinsip. Perfams, mustan
Perda wajib mengatur dan menyediakan upaya penyelesaian yang efektif bagi
menegaskon dan member arah bagi setiap negara, khususnya negara pihak
uiuk tidak sekedar meiihat hak-hak ekononm, sosial dan budaya bersifat
tentany penyediaan snmber daya yang tersedia secara maksimal dan lanpkah-
langkah progresif yang rares dilskukon oleh pemerintah. Anggapsn mengenai
non-justiciable dari hak-hak ekomomi, sosis] dam budaya jelas menyesatkan.
Nepara memibki kewsjiban yang memiliki efek segera (immediate effect),
artinya hak-hak ckonowi, sosial dan budava tidak lagi dapat dikualifikasi
schagal “bukan merupakan hak yang sebenamya” atan sekedar “pernyatamm
politik™. Sama seperti hak-hak sipil dan politik, ia jegs merepakan hak yang
sebenarmya dapat dituntut pemenubannys melatui pengadilan (justiciable).
B. Rekomendasi
1. Implementasi hak untuk membuat peraturan diwajudkan dalam peraturan
daersh dengan mefaluni mekanisme mstrumen Program Eepislasi Daerah
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